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KATA PENGANTAR  
 

 

Om Swastyastu, 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa, Parisada Hindu Dharma 

Indonesia dapat menyelenggarakan Pesamuhan Agung, bertempat di Inna Bali Hotel 

Denpasar, pada tanggal 18 ï 19 Oktober 2009. Penyelenggaraan Pesamuhan Agung 

didasarkan atas amanat pasal 24 Anggaran Dasar jo pasal 9 Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009 dihadiri oleh 

anggota Sabha Pandita, anggota Sabha Walaka, Pengurus Harian Parisada Pusat, 

utusan Parisada Provinsi seluruh Indonesia, utusan Pejabat Ditjen Bimas Hindu 

Departemen Agama RI, organisasi yang bernafaskan Hindu. 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009 dapat 

menghasilkan beberapa Keputusan antaralain; Peggantian Antar Waktu, Tata Cara 

Pelaksanaan Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja, Tata Cara Pelaksanaan Suddhi Vadhani, 

Pembentukan Lembaga Konseling Perkawinan, Pembentukan Proses Pengurusan 

Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil, Badan Penyiaran Hindu di Daerah, Program 

Kerja dan beberapa Rekomendasi. 

Buku Hasil ï Hasil Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009 

setelah dicetak akan di distribusikan ke Parisada Daerah dan instansi terkait serta 

organisasi Hindu dengan harapan dapat dipelajari dan disebarluaskan kepada umat 

Hindu disekitarnya. 

Dengan demikian, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-

tinginya kepada semua pihak atas partisipasi dan bantuannya baik berupa moril 

maupun materiil sehingga Pesamuhan Agung dapat berlangsung dengan baik sesuai 

dengan rencana. 

Semoga amal bhaktinya mendapat anugrah dari Hyang Widhi Wasa. 

Om santih santih santih 

Jakarta, Oktober 2009 

 

PENGURUS HARIAN PARISADA PUSAT 

Ketua Umum, 

  

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 
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SAMBUTAN DHARMADHYAKSA  

 

 

Om Swastyastu, 

Selamat datang kepada para utusan yang menghadiri Pesamuhan Agung; 

Selamat datang kepada para undangan; 

Terima kasih kepada Panitia sehingga di dalam waktu perencanaan yang singkat dan 

tanpa persiapan biaya segala sesuatunya bisa diselenggarakan; 

Terima kasih kepada para anggota legislatife di Pusat baik anggota DPR RI maupun 

DPD RI atas kehadirannya di dalam acara ini yang bersamaan juga untuk 

angayubagya atas terpilihnya Bapak-Bapak ini di badan legislatife tertinggi Negara. 

Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah bermurah hati menyediakan 

Jayasabha sebagai tempat pembukaan Pesamuhan Agung ini dan tentu saja juga atas 

bantuannya sehingga perhelatan ini bisa terselenggara dengan baik. 

Terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebut satu persatu sehingga 

acara Pesamuhan Agung ini bisa terlaksana. 

This is not the best of time kata seorang sejarawan termashyur dan hal ini pulalah yang 

dialami oleh kita pada saat ini. Belum terealisasinya cita-cita akan masyarakat yang 

adil dan makmur, umat kita yang berada pada urutan pendapatan rata-rata (income 

bracket) yang paling rendah secara nasional ditambah lagi dengan bencana alam yang 

silih berganti yang menimpa bumi pertiwi ini. Walaupun demikian kita tidak bisa 

berhenti, kita harus jalan terus dan penyelenggaraan Pesamuhan Agung adalah bagian 

dari derap langkah kita ke depan. 

Di dalam Pesamuhan Agung kali ini yang merupakan rapat kerja tahunan yang rutin 

dari Parisada maka berbagai hal yang menyangkut dharma negara dan dharma agama 

akan diputuskan antaralain; bhisama mengenai Padma Bhavana, Pedoman Upakara 

Nusantara, dan Rekomendasi mengenai Nyolasin. Yang terakhir Nyolasin adalah 

gagasan local genius mengenai cara-cara mobilisasi dana yang dimulai dari 

lingkungan kita yang paling dekat yang kemudian berkembang yang kita harapkan 

merupakan salah satu alternatif yang mungkin guna membantu penggalangan dana 

untuk kepentingan Majelis. Dengan bantuan umat yang memiliki latar belakang 

investment banker kita mengharapkan gagasan ini bisa diterapkan (applicable) di 

dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.  

Bhisama mengenai Pedoman Upakara Nusantara adalah salah satu usaha kita yang 

tidak kenal lelah untuk senantiasa menyederhanakan upacara sehingga lidak 

selamanya ada kesan bahwasanya agama Hindu adalah agama upacara saja. Dan tentu 

saja pedoman seperti ini tidak akan mengurangi keragaman yang ada diberbagai 

tempat dan tentu saja juga kreativitas dari umat di masing-masing lokasi. 
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Pesamuhan Agung kali ini juga diharapkan akan merealisasikan bhisama mengenai 

Padma Bhavana Indonesia Timur di Jayapura, Tenggara - Kupang, Selatan - Bali, 

Barat Daya - Gunung Salak, Barat - Palembang, Barat Laut - Medan, Utara - Tarakan, 

Timur Laut - Manado, Tengah - Tengkiling Panglangka Raya. Padma Bhuvana adalah 

gagasan Hindu tentang tameng, kavaca (shield) yang membentengi Nusantara kita ini, 

yang memperkuat diri kita ke dalam, semacam deterent, yang menyebabkan anasir-

anasir luar tidak akan gegabah dan semena-mena mengusik kita dan akan berfikir dua 

kali untuk berbuat demikian. Gagasan Padma Bhavana yang paling termashyur di 

India adalah lokasi ashram dan Centre of Learning Sankaracharya yang ada di kelima 

penjuru anak benua itu. 

Di masa depan gagasan mengenai Padma Bhavana ini tentu tidak akan berhenti pada 

sebuah Pura saja akan tetapi semacam The Hindu Centre yang dengan jelas dilukiskan 

di dalam buku Setengah Abad Parisada yang baru saja diterbitkan dimana kami juga 

menghimbau agar mereka yang duduk di Parisada dan lembaga-lembaga negara untuk 

membacanya. Dia akan menjadi semacam pusat yang terbaik daripada apa yang 

terdapat di dalam Hindu mulai dari lokasi dan rangkaian tempat ibadah Hindu sampai 

dengan pusat pembelajaran yang terbaik dan yang paling rendah sampai yang paling 

tinggi. Pembangunan The Hindu Centre seperti ini memerlukan kerja sama dari semua 

fihak dan dimulai dengan pola berfikir besar atau seperti anjuran Bung Karno agar 

supaya kita tidak berfikir kintel. Hal lain dimasa depan yang juga memerlukan 

kerjasama dan diskusi yang luas adalah kemungkinan bhisama mengenai upacara 

sraddha (pengabenan), sebab apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini adalah 

warisan yang sudah berumur 700 tahun dan memerlukan reformasi. Sebab seperti 

dikatakan di dalam Rg.Veda, maka hal-hal yang sudah tidak koheren lagi dengan 

perkembangan jaman sebaiknya ditinggalkan saja. 

Sepanjang sejarah dan Hinduisme, para pemimpin agama kita tidak pernah bertahan 

di dalam kepercayaan akan tetapi senantiasa mencari dan berusaha untuk menemukan 

kebenaran. Hinduisme mencintai tradisi dan reformasi dan arti sesungguhnya dan 

ksema adalah lahan untuk pembakaran mayat (cremation ground). Kita ingin kembali 

kepada tradisi ini yang memang difirmankan demikian di dalam Kitab Suci kita 

sehingga dimasa depan upacara kremasi adalah wajib. Sebab dari sudut ekonomi dan 

terbatasnya lahan kremasi adalah jalan yang paling baik. 

Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya dan dimohonkan untuk didiskusikn secara 

luas adalah konversi yang demikian maraknya akhir-akhir ini yang terjadi karena 

berbagai alasan dan latar belakang. Sebab suatu saat di dalam waktu yang tidak terlalu 

lama masalah konversi memerlukan pemecahan yang serius dan menyeluruh 

(comprehensive). Menyeluruh di dalam pengertian bahwa semua dan kita, baik 

pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat seyogyanya seumur hidup 

mengadakan pembelajaran dan berusaha untuk menemukan pemecahan yang tidak 

terlalu merugikan orang lain ataupun akan menimbulkan ketegangan di dalam 
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masyarakat. Pembelajaran adalah upadesa, the capacity to listen dan tanpa hal ini 

anda tidak akan sampai dimanapun. 

Pembelajaran sangat erat hubungannya dengan govermance apapun svadharma anda, 

dibidang apapun anda bergerak. Govermance adalah penciptaan, perumusan dan 

pelaksanaan dari sebuah kebijakan, the creation and execution of policy. Hal ini sulit. 

Dia memerlukan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran (jadi bukan bakat 

alam). Sebagian besar dari hal ini memerlukan wiweka, prudence. Wiweka atau 

prudence adalah kemampuan untuk memahami pola yang unik dan suatu situasi. 

Dia adalah kemampuan untuk menyerap demikian banyaknya informasi dan dalam 

pada itu masih dapat memilah kejadian-kejadian kekinian yang pokok ï hal-hal yang 

bisa berjalan bersama dan tidak akan pernah berjalan bersama. Dia adalah 

kemampuan untuk bergelut di dalam pemikiran dan ikhtiar yang kompleks dan 

merasakan argumen yang mana yang memiliki bobot yang paling baik. Wiweka hanya 

bisa diperoleh melalui pengalaman; pemimpin yang memiliki wiweka memiliki di 

dalam pikirannya segudang kejadian-kejadian melalui pengalamannya sendiri atau 

melalui pembelajaran sejarah dan akan menerapkan model dan kejadian-kejadian ini 

kepada situasi yang terkini, untuk menilai apa yang penting dan apa yang tidak 

penting, apa yang bisa diterapkan dan yang mana yang tidak. 

Apa yang kami utarakan ini semuanya bersumber dari susastera terutama Bhagavad 

Gita dan kami memohon maaf karena tidak ada maksud kami untuk menggurui. Dan 

apa yang kami utarakan di atas sesungguhnya juga bisa diterapkan oleh Bapak-Bapak 

yang ada di dalam DPR dan DPD sebab Bapak-Bapak juga adalah bagian dari 

pemerintah/goverment; DPR dan DPD tentu saja legislative side of government. 

Di dalam kesempatan yang berbahagia ini dimana Bapak-Bapak telah menyempatkan 

diri untuk hadir mka kami menghimbau agar: bantulah umat kalau ada dengan 

menolak legislassi yang tidak kondusif atau merugikan umat Hindu. Perjuangkanlah 

untuk umat berbagai kemungkinan sehingga umat memperoleh bahagian yang 

sepantasnya dan APBN. Bantulah dengan berbagai jalan sehingga semakin mendalam 

dan meluas tingkat pendidikan untuk umat Hindu. Sebab kami percaya education, 

pendidikan adalah kata kunci dan tanpa hal ini umat akan semakin terpuruk. 

Terima kasih. 

Om Santih, Santih, Santih Om 

Dharma Adhyaksa 

  

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 
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SAMBUTAN KETUA UMUM PHDI PUSAT  

 

 

Bapak/Ibu Aggota DPR dan DPD RI yang kami hormati; 

Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bali yang kami hormati; 

Bapak Dirjen Bimas Hindu, Depag RI yang kami hormati; 

Para Bupati dan Walikota di Propinsi Bali yang kami hormati; 

Dharma Adhyaksa dan para Sulinggih, yang kami sucikan; 

Ketua dan anggota Sabha Walaka, yang kami hormati; 

Para Pengurus PHDI Pusat dan PHDI daerah yang kami hormati; 

Hadirin para Peserta dan Undangan yang terhormat, 

Om Swastyastu, 

Pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan puji dan syukur kepada Sang 

Hyang Widhi Wasa, karena atas berkenanNyalah kita bisa berkumpul dalam keadaan 

sehat lahir dan batin pada malam ini untuk mengikuti acara Pembukaan Pesamuhan 

Agung tahun 2009. Dalam suasana hari raya ini kami mengucapkan selamat hari raya 

Galungan dan Kuningan. Semoga dalam merayakan kemenangan dharma kita selalu 

mendapat bimbingan dan tuntunan dari Hyang Widhi Wasa. 

Pesamuhan Agung tahun 2009 ini mencanangkan tema ñTingkatkan Kesadaran 

Multikultural dan Rasa Kebangsaan dalam Menghadapi Percepatan Perubahanò. Tema 

yang dicanangkan ini kami anggap relevan karena kita hidup di negara yang 

menganut Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus tetap mengupayakan terwujudnya 

hubungan yang harmonis antara sesama tanpa memandang ras, suku, dan agama. 

Agama Hindu tidak membeda-bedakan harkat dan martabat manusia. Kebersamaan 

dimaknai untuk menjaga keutuhan dan kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri 

dari berbagai etnis, budaya, bahasa, dan agama. Yang pada hakekatnya kita harus 

dapat hidup saling berdampingan dan harmonis. 

Kesadaran pada diri manusia harus ditumbuhkan selangkah demi selangkah, dan tidak 

mungkin dapat diwujudkan secara tuntas dan segera. Pertama-tama kesadaran 

ditumbuhkan melalui pengertian pada pengekangan indriya, lebih tinggi lagi pada 

kendali pikiran, dan selanjutnya pada pertimbangan budhi karena pikiran adalah 

kecerdasan dan budhi adalah kesadaran. Jadi pentahapannya berasal dari yang bersifat 

paling bawah menuju taraf yang lebih tinggi. Oleh karena itu manusia harus mencapai 

kesadarannya melalui indriya, pikiran dan selanjutnya menyadarkan jiwanya untuk 

bersatu dengan atma yang langgeng yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu 

tujuan agama Hindu. 
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Di samping itu tujuan agama Hindu juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia khususnya untuk kita bagi umat Hindu yang berada di bumi Nusantara yang 

kita cintai. Oleh karena itu program dari PHDI Pusat yang diharapkan dapat 

dijalankan oleh organisasi Lembaga Artha maupun BDDN serta organisasi lainnya 

adalah membantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat melalui 

pengumpulan dana yang diwajibkan kepada semua umat berdasarkan Bisama yang 

telah ditetapkan. 

Bapak Gubernur, hadirin dan para undangan yang kami hormati, 

Seperti diketahui Pesamuhan Agung dipergunakan mengevaluasi perjalanan 

organisasi selama ini agar ke depan bisa dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja 

agar dapat dirasakan manfaat dan keberadaan majelis agama Hindu ini. Untuk itu 

diharapkan kita bisa meletakkan sistem dan organisasi yang baku khususnya dalam 

menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan transparan sebagai 

pertanggung-jawaban pengurus kepada umat. 

Dengan begitu cepatnya perkembangan tekhnologi dan komunikasi maka kebutuhan 

untuk mempersiapkan dan menghadapi tantangan kedepannya juga dituntut lebih 

tinggi lagi agar umat tidak kehilangan pegangan dan tuntunan khususnya menghadapi 

pengaruh dan budaya asing dan masyarakat modern. Untuk inilah diperlukan kearifan 

dan para tokoh-tokoh agama untuk selalu membimbing dan memberikan arahan agar 

umatnya tidak kehilangan pegangan. Dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan 

agar para tokoh agama dapat memberikan pegangan ritual yang lebih sederhana tanpa 

mengurangi makna dari kegiatan tersebut sebagai alternatif bagi masyarakat agar 

dapat melaksanakan kewajiban agama. 

Ajaran agama adalah sumber moral dan sumber motivasi yang patut dipedomani 

untuk meningkatkan integrasi kepribadian menuju semangat untuk membangun ke 

arah yang lebih baik. Salah satu ajaran dalam nilai-nilai agama Hindu adalah Tri Hita 

Karana. Untuk bisa menghayati dan melaksanakan Tri Hita Karana dalam kehidupan 

sehari-hari maka kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mendukung lembaga-

lembaga yang selama ini sudah bisa mempertahankan dan memperkuat landasan 

untuk menjalankan Tri Hita Karana tersebut. Di samping itu perlu juga dilakukan 

pengkajian dan penelitian peraturan-peraturan baik berupa Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan 

pelaksanaan Tri Hita Karana dalam kehidupan sehari-hari.  

Akhirnya dalam kesempatan yang balk ini kami menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Propinsi Bali, 

karena telah membantu baik berupa dana maupun fasilitas tempat kepada Parisada 

Hindu Dharma Indonesia. Demikian juga kepada Bapak Direktur Jenderal Bimas 

Hindu yang telah membantu pembiayaan program maupun penyediaan fasilitas untuk 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 
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Mengakhiri sambutan ini kami sampaikan semoga pulau Bali sebagai pusat dan 

tempat kedamaian dan keharmonisan hidup bisa selalu memancarkan kedamaian. 

Semoga Hyang Widhi Wasa menganugrahkan kedamaian. Semoga kedamaian itu 

datang kepada kita semua. Demikian atas perhatian bapak dan ibu sekalian kami 

ucapkan terima kasih. 

Om santih, santih, santih Om 

Denpasar, 18 Oktober 2009. 

PENGURUS HARIAN  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
Ketua Umum 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 
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SAMBUTAN GUBERNUR BALI  

PADA PEMBUKAAN PESAMUHAN AGUNG  

PHDI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009  
Hari Minggu, 18 Oktober 2009 

 

 

Yang saya hormati; 

Para Sulinggih sane suciang titiyang; 

Ketua PHDI Pusat; 

Saudara Anggota DPD-RI Perwakilan Bali; 

Saudara Anggota DPR-RI Perwakilan Bali; 

Saudara Muspida Provinsi Bali yang saya hormati; 

Walikota dan Bupati se-Bali yang saya hormati; 

Hadirin dan Peserta Pesamuhan Agung PHDI Tingkat Nasional Tahun 2009 Yang 

berbahagia. 

Om Swastyastu, 

Sesanti angayubagya kita panjatkan kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya kita dapat berkumpul di 

tempat ini, guna mengikuti acara Pembukaan Pesamuhan Agung PHDI Tingkat 

Nasional tahun 2009. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan 

Kuningan dan kepada peserta Pesamuhan Agung PHDI Tingkat Nasional dari seluruh 

Indonesia saya sampaikan selamat datang di Bali. Mudah-mudahan Ida Sanghyang 

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan sinar sucinya serta tuntunan demi 

suksesnya pesamuhan ini. 

Hadirin yang berbahagia, 

Saya merasa mendapat kehormatan, karena Provinsi Bali dipilih sebagai tempat 

penyelenggaraan Pesamuhan Agung PHDI Tingkat Nasional Tahun 2009. Dipilihnya 

Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan Pesamuhan Agung PHDI Tingkat 

Nasional, tidak terlepas dari sejarah kelahiran Parisada Hindu Dharma Indonesia itu 

sendiri. Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Pebruani 1959, di Denpasar 

diresmikan berdirinya PHDI sebagai Majelis Tertinggi umat Hindu. Sebagai lembaga 

keumatan, PHDI mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam melaksanakan ajaran agama sebagaimana 

yang digariskan dalam Weda. 
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Memasuki usianya yang kelima puluh tahun, PHDI selaku Majelis Tertinggi Umat 

Hindu penru mereview kembali melakukan introspeksi dan koreksi tentang apa yang 

telah dilakukan. Sejauhmana yang telah dilakukan PHDI dalam membina umat untuk 

mewujudkan ñmoksartham jagadhitaya ca iti dharmaò yaitu kebahagian hidup sekala-

niskala. Moksartham jagadhitaya ca iti dharma, mengajarkan bahwa kesempurnaan 

hidup sekala-niskala hanyalah dapat dicapai dengan menempatkan dharma sebagai 

landasan gerak. Dharma merupakan pancaran dan segala aktivitas kehidupan manusia 

baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian hanya 

berdasarkan dharmalah seluruh tatanan hidup dan kehidupan ini akan dapat 

mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir bhatin. 

Hadirin yang saya hormati; 

Dewasa ini tantangan yang dihadapi umat beragama semakin kompleks. Tantangan 

tersebut baik yang berasal dari kalangan umat dalam lingkungan agama itu sendiri 

maupun antar umat beragama lainnya. Untuk itu jalinan kerjasama antar umat 

beragama harus terus dibina dengan mengedepankan prinsip-prinsip menyama braya. 

Oleh karena itu sangatlah tepat tema Pesamuhan Agung PHDI Tingkat Nasional tahun 

2009 yaitu ñTingkatkan Kesadaran Multikultural dan Rasa Kebangsaan dalam 

Menghadapi Percepatan Perubahanò. Tema ini mengisyaratkan bahwa umat Hindu 

konsisten menjunjung tinggi keberagaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk 

terjadinya integrasi. Perbedaan yang ada justru dijadikan landasan untuk bersatu 

sesual slogan ñBhinneka Tunggal Ikaò. Marilah Pesamuhan Agung ini dijadikan 

wahana untuk lebih mempererat tali persaudaraan dikalangan umat Hindu sendiri dan 

umat beragama lainnya dan mampu merumuskan pedoman-pedoman yang dapat 

dijadikan landasan bagi umat Hindu untuk menghadapi percepatan perubahan. 

Dalam kesempatan yang baik ini, selaku Kepala Daerah dan secara pribadi, saya 

mengucapkan selamat kepada anggota DPD-RI dan DPR-RI yang berasal dari daerah 

pemilihan Provinsi Bali. Saya juga berharap agar saudara-saudara sebagai wakil 

rakyat Bali mampu memperjuangkan kepentingan umat khususnya PHDI di Tingkat 

Nasional. 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon kehadapan 

Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Minggu, 

tanggal 18 Oktober 2009, Pesamuhan Agung PHDI Tingkat Nasional Tahun 2009, 

saya nyatakan dibuka secara resmi.  

Semoga pikiran yang baik datang dan segala penjuru. Sekian dan Terima kasih. 

Om Santih, Santih, Santih, Om.  
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SAMBUTAN DIRJEN PADA  

PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA  INDONESIA  
Tanggal 18 Oktober 2009 di Jayasaba - Denpasar 

 

 

Ida Sulinggih dan Dharma Adyaksa yang saya sucikan, 

Gubernur Bali yang saya hormati, 

Sabha Walaka yang saya hormati, 

Ketua dan Pengurus Parisada Pusat dan Provinsi se Indonesia Dan Undangan yang 

berbahagia. 

Om Swastyastu, 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-NYA kita dapat 

rnelaksanakan Pasamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia hari ini dengan 

kema ñTingkatkan Kesadaran Multikultural dan Rasa Kebangsaan dalam Menghadapi 

Percepatan Perubahanò. 

Peserta Pesamuhan Agung yang saya hormati, 

Pemilihan tema di atas menunjukkan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonenesia, 

menyadari bahwa ke depan perubahan akan terjadi semakin cepat, disertai dengan 

berbagai konskuensinya, seperti terjadinya proses destrukturasi [proses 

penghancuran], restrukturasi [proses pembentukkan struktur baru], dan strukturasi 

[proses pemantapan struktur baru] secara berulang. Perumusan tema itu juga 

menunjukkan adanya kesadaran bahwa efektivitas sebuah organisasi ditentukan oleh 

seberapa peka dan tanggap organisasi terhadap lingkungan yang berubah, dan 

seberapa banyak kebijakan serta regulasi yang dihasilkan sebagai bentuk repons 

terhadap perubahan yang tiada henti. Dengan pemilihan tema di atas juga tersirat 

keinginan Majelis untuk mendorong tumbuhnya semangat kebhinekaan di lingkungan 

komunitas umat, sesuai dengan de fakto bahwa umat Hindu di Indonesia berasal dari 

berbagai etnis dan tradisi budaya. Untuk semua itu, sebagai Dirjen Bimas Hindu dan 

pribadi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi karena semua yang tersirat 

dalam tema di atas sejalan dengan keinginan Pemerintah dalam hal ini kebijakan 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Departemen Agama Republik 

Indonesia. 
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Hadirin peserta Pasamuan Agung yang berbahagia, 

Sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu, kami menaruh harapan besar kepada Parisada 

untuk dapat menghasilkan lebih banyak Bhisama berkaitan dengan Tata Parahyangan, 

Pawongan, maupun Palemahan serta aspek etika. Oleh karena Pesamuhan Agung 

merupakan media Majelis tingkat pusat, maka Bhisama yang dihasilkan hendaknya 

bersifat makro, tidak spesifik dan berskata lokalitas, sehingga mampu mengikat 

kepentingan umat Hindu Indonesia yang heterogen. 

Sebagai mitra pemerintah, peran Parisada Hindu Dharma Indonesia ini sungguh 

sangat diharapkan, terutama dalam memberikan masukan dan merajut hubungan baik 

dengan Pemerintah. Kami tidak akan mampu merumuskan program yang efektif dan 

kontekstual, jika tidak ada masukan dari Majelis Agama dan Organisasi keagamaan 

lainnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dengan dasar lascarya memberikan 

pelayanan secara adil dan transparan kepada seluruh umat Hindu di Indonesia. 

Pemerintah senantiasa akan memperhatikan keberadaan dan aktivitas lembaga-

lembaga keagamaan Hindu sesuai proforsinya. Sebaiknya, pemerintah meminta peran 

sera lembaga-lembaga keagamaan Hindu untuk mengikuti kaidah dan regulasi 

pemerintah, baik dalam kaitannya dengan hubungan antar tembaga maupun dalam 

mempertanggungjawabkan stimulan pemerintah. Hal ini penting kami sampaikan 

pada forum ini, karena administrasi keuangan pemerintah menuntut kita untuk 

mempertanggungjawabkan setiap sen uang rakyat melalui bantuan pemerintah secara 

transparan dan akuntabel. 

Hadirin peserta Pasamuan Agung yang berbahagia, 

Pemerintah Pusat menaruh perhatian yang demikian besar terhadap sektor pendidikan, 

baik terhadap peserta didik, tenaga pendidik, maupun dalam hal pemenuhan prasarana 

pendidikan. Kebijakan ini harus mampu kita tangkap sebagai peluang sekaligus 

tantangan untuk memajukan kualitas anak didik kita, tenaga pendidikan, dan 

infrastruktur pendidikan lainnya. Kemampuan kita memanfaatkan momentum ini 

sangat tergantung pada kemauan kita untuk berubah, kemampuan kita untuk 

mengikuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah, serta kesungguhan kita 

melaksanakan dan mengikuti aturan-aturan yang digariskan pemerintah. Untuk 

diketahui, hampir 70 persen dana Pemerintah [Ditjen Bimas Hindu] diperuntukkan 

sektor pendidikan, 5 persen untuk urusan, dan 25 persen untuk kepemerintahan. Oleh 

karena itu, sekali lagi saya tegaskan marilah kita berlomba dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas umat melalui sektor pendidikan. Sebagaimana dinyatakan Ida Pedanda 

Made ñkita tidak semata-mata berfikir menanami sawah kita [yang keberadaannya 

semakin hari semakin sempit], tetapi sepatutnya kita semua berfikir untuk menanami 

diri kita dengan pengetahuan dan keterampilanò, karena yang disebutkan terakhir tadi 

tidak akan pernah tergadaikan atau hilang dicuri orang lain. Dengan pendidikan dan 

wawasan luas, jujur, disiplin, dan punya etika, maka niscaya generasi muda kita, ke 
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depan mampu bersaing dengan generasi lainnya. Kesadaran akan pentingnya 

pendidikan harus mampu kita respon secara optimal. 

Hadirin peserta Pasamuan Agung yang berbahagia, 

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada forum terhormat ini 

disertai harapan semoga Pesamuhan Agung ini mampu menghasilkan hal-hal yang 

bermanfaat bagi peningkatan mutu dan kualitas hidup umat Hindu di seluruh 

Indonesia. Dan saya mohon maaf jika dalam sambutan ini ada hal-hal yang kurang 

berkenan. Terima kasih. 

Om Santih, Santih, Santih, Om. 

Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Hindu Depag Rl 

 

ttd 

 

Prof. Dr. IBG Yudha Triquna,  M.S. 

NIP 195804171984031003  
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Daftar Isi  
 

 

Kata Pengantar ééééééééééééééééééééééé..................... 

Sambutan Dharma Adhyaksa éééééééééééééééééééééé.. 

Sambutan Ketua Umum PHDI Pusat ééééééééééééééééééé.. 

Sambutan Gubernur Bali éééééééééééééééééééééééé. 

Sambutan Dirjen ééééééééééééééééééééééééééé.. 

Daftar Isi éééééééééééééééééééééééééééééé.. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan 

Agung Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/X/2009 ééééééééééééé. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Jadual Acara Pesamuhan Agung 

Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 éééééééééééééééé. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Penggantian Antar Waktu Anggota 

Sabha Pandita PHDI Pusat Masa Bhakti 2006-2011 Nomor: 03/Kep/P.A. 

Parisada/X/2009 ééééééééééééééééééééééééé 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Penggantian Antar Waktu Anggota 

Sabha Walaka PHDI Pusat Masa Bhakti 2006-2011 Nomor: 04/Kep/P.A. 

Parisada/X/2009 ééééééééééééééééééééééééé 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus 

Harian PHDI Pusat Masa Bhakti 2006-2011 Nomor: 05/Kep/P.A. 

Parisada/X/2009 ééééééééééééééééééééééééé 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan 

Agung PHDI Nomor: 06/Kep/P.A.Parisada/X/2009 ééééééééééé 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Tata Cara Pelaksanaan Pitra Yajn╢a 

dan Pitra Puja Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada/X/2009 éééééééééé.. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Tata Cara Pelaksanaan Suddhi Vadani 

Nomor: 08/Kep/P.A. Parisada/X/2009 éééééééééééééééé. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Pembentukan Lembaga Konseling 

Perkawinan Nomor: 09/Kep/P.A. Parisada/X/2009 éé..................................... 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Proses Pengurusan Akta Perkawinan 

di Kantor Catatan Sipil Nomor: 10/Kep/P.A. Parisada/X/2009 éééééé... 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Pembentukan Badan Penyiaran Hindu 

Daerah (BPHD) Nomor: 11/Kep/P.A. Parisada/X/2009 ééééééééé.. 

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Penjabaran Program Kerja Parisada 

Hindu Dharma Indonesia Menjadi Program Prioritas Nomor: 12/Kep/P.A. 

Parisada/X/2009 ééééééééééééééééééééééééé 
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Keputusan Pesamuhan Agung Parisada tentang Rekomendasi Nomor: 13/Kep/P.A. 

Parisada/X/2009 ééééééééééééééééééééééééé 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PERATURAN TAT A TERTIB PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
 

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional; 

dan 

b. bahwa sehubungan dengan di atas dan untuk 

kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang 

perlu memutuskan Tata Tertib Pesamuhan Agung 

Parisada. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang 

Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG 

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA. 

Pertama : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu 

Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat 

dan harus dipatuhi oleh peserta Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 18  

 

sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 

Kedua : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu 

Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum 

pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

Ketiga : Bila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan 

ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 
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Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia  

Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009 

 

 

TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG 

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  

 

A. Ketentuan Umum (Pasal 24 AD/Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia) 

1. Pesamuhan Agung merupakan forum Rapat Kerja Nasional yang 

diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

2. Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi Program Operasional. 

b. Menyiapkan usulan untuk dibahas dan diputuskan oleh Sabha Walaka 

dan Sabha Pandita guna dijadikan keputusan Sabha Pandita. 

c. Mengevaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pengurus 

Harian Parisada Pusat dan memberikan arahan program selanjutnya. 

d. Menetapkan pengisian kekosongan melalui pergantian antar waktu 

(PAW) maupun melakukan reshuffle Pengurus Parisada Pusat. 

 

B. Pesamuhan Agung dihadiri oleh: 

1. Utusan Anggota Sabha Pandita 

2. Utusan Anggota Sabha Walaka 

3. Utusan Anggota Pengurus Harian 

4. Utusan Parisada Provinsi seluruh Indonesia 

5. Organisasi, forum, lembaga yang bernafaskan Hindu yang berskala nasional 

dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat. 

 

C. Pimpinan dan Jenis Rapat Pesamuhan Agung 

1. Rapat-rapat Pesamuhan Agung dipimpin oleh Presidium dengan Dharma 

Adhyaksa selaku ketua, dengan para anggota: Ketua Sabha Walaka, Ketua 

Umum, dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Pusat, serta Ketua 

Panitia Penyelenggara secara kolektif dan kolegial. 

2. Jenis-jenis Rapat Pesamuhan Agung: 

a. Rapat-rapat Pleno 

b. Rapat-rapat Komisi 

c. Rapat Tim Perumus 
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D. Pembentukan Team Komisi 

Terdapat 3 team Komisi yaitu: 

Komisi A: TATA KEAGAMAAN  

1. Tata Cara Pelaksanaan Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja, 

2. Tata Cara Pelaksanaan Suddhi Vadani 

3. Rekomendasi Pembentukan Badan Penyiaran Hindu Daerah. 

Komisi B: TATA KEMASYARAKATAN  

1. Pembentukan Lembaga Konseling Perkawinan. 

2. Prosedur Pengurusan Akta Perkawinan Hindu di Kantor Catatan Sipil. 

3. Rekomendasi. 

Komisi C: PROGRAM KERJA  

1. Pemberdayaan umat di bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. 

2. Kesetaraan Gender. 

3. Rekomendasi. 

 

E. Hak dan Kewajiban Peserta 

1. Setiap peserta wajib mengikuti setiap rapat dalam Pesamuhan Agung. 

2. Setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, saran, usul, tanggapan 

terhadap berbagai hal sesuai dengan materi yang dibahas baik lisan maupun 

tulisan. 

3. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara peserta Pesamuhan Agung 

terhadap sesuatu hal, diusahakan dicari jalan keluar dengan prinsip saling 

asih, asah, dan asuh. 

4. Untuk meningkatkan efektifitas pembahasan materi rapat, Pesamuhan Agung 

dapal membentuk Komisi-Komisi sesuai dengan keperluannya. 

5. Masing-masing Komisi dipimpin oleh seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, 

dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi. 

6. Masing-masing Komisi didampingi oleh Anggota Panitia Pengarah (SC) atau 

unsur Pengurus Harian Parisada Pusat. 

7. Masing-masing Komisi menyampaikan laporan hasil rapat Komisi untuk 

disampaikan dalam rapat pleno untuk mendapat pengesahan. 

8. Hasil Pesamuhan Agung disampaikan kepada Pengurus Harian Parisada 

Pusat untuk ditindaklanjuti menjadi program operasional. 

 

F. Hal-Hal Lain  

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat diputuskan dalam 

Rapat Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Kegiatan rapat Pesamuhan Agung dibantu oleh Sekretaris Parisada Pusat dan 

Ketua Panitia untuk kelancaran rapat-rapat Pesamuhan Agung. 
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Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

JADUAL  ACARA PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
 

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional; 

dan 

b. bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas untuk 

kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung tersebut 

dipandang perlu memutuskan Jadual Pesamuhan 

Agung Parisada Pusat. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia 

Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang 

Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna I 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

JADUAL PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA. 

Pertama : Jadual Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus 

dipatuhi seluruh Peserta Pesamuhan Agung Parisada 

Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam 
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lampiran Keputusan ini. 

Kedua : Jadual Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia sebagaimana tersebut dalam dictum pertama 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Keputusan ini. 

Ketiga : Bila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam 

Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 
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Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia  

Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009  

Tentang Jadual Acara Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

 

 

JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  

 

NO. HARI/TGL  JAM  KEGIATAN  KET  PIC 
1. Minggu, 

18 Okt 2009 

13.00-17.00 Penerimaan seluruh peserta 

Pesamuhan Agung bertempat di Inna 

Bali ï Hotel Denpasar 

Akomodasi OC/Panpel 

 PARIPURNA I    

17.00-18.30 Pembacaan Tata Tertib dan Jadual 
Acara Pesamuhan Agung oleh 

Sekum. Pengesahan oleh Pimpinan 

Sidang (Dharma Adhyaksa, Ketua 
Sabha Walaka, Ketua Umum dan 

Sekretaris Umum Pengurus Harian, 

dan Ketua Panitia) 

Inna Bali Hotel 
Denpasar  

OC/Panpel 

18.30-19.00 Peserta menuju acara Pembukaan 

Pesamuhan Agung di Gedung 

Jayasabha Denpasar 

 OC/Panpel 

 PARIPURNA II    

19.00-19.10 Persiapan Pembukaan (MC)   

19.10-19.20 1. Pembacaan Doa Wakil Dharma 

Adhyaksa 

OC/Panpel 

19.20-19.30 2. Lagu Indonesia Raya MC OC/Panpel 

19.30-19.40 3. Pembacaan Kitab Suci Veda  OC/Panpel 

19.40-19.50 4. Tari Penyambutan  OC/Panpel 

19.50-20.00 5. Laporan Ketua Panitia Pesamuhan 

Agung 

 OC/Panpel 

20.00-20.10 6. Sambutan Ketua Umum Pengurus 

Harian Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

20.10-20.20 7. Sambutan Dirjen Bimas Hindu, 

    Depag RI 

 OC/Panpel 

20.20-20.40 8. Sambutan dan Araham Dharma 

Adhyaksa 

 OC/Panpel 

20.40-20.50 9. Sambutan Gubernur Bali sekali-

gus membuka secara resmi 

Pesamuhan Agung 

 OC/Panpel 

20.50-21.30 10. Hiburan  OC/Panpel 

21.30 11. Rehat Konsumsi OC/Panpel 

2. Senin, 

19 Okt 2009 

06.00-08.00 Santap Pagi Konsumsi OC/Panpel 

08.00-08.10 Puja Tri Sandhya (Pratah Sevanam)  OC/Panpel 

08.10-08.30 Laporan Ketua Umum Pengurus  OC/Panpel 
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Harian Parisada Pusat 

08.30-08.50 Laporan Ketua Sabha Walaka 

Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

08.50-09.10 Penjelasan Dharma Adhyaksa 

Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

09.10-09.20 Pelimpahan palu Pimpinan Sidang 

kepada Ketua Umum Pengurus 

Harian Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

09.20-09.40 Rehat (coffee break) Konsumsi OC/Panpel 

09.40-12.00 Evaluasi pelaksanaan Program Kerja 

Parisada, perkembangan keumatan, 

dan arahan Program Kerja 
2009/2010 

 OC/Panpel 

12.00-12.10 Puja Tri Sandhya (Madhandina 

Sevanam) 

 OC/Panpel 

12.10-12.30 Evaluasi pelaksanaan Program Kerja 
Parisada, perkembangan keumatan, 

dan arahan Program Kerja 

2009/2010 (lanjutan) 

 OC/Panpel 

12.30-13.30 Rehat makan siang Konsumsi OC/Panpel 

13.30-15.30 Evaluasi pelaksanaan Program 

lanjutan, dan laporan lembaga-

lembaga Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

15.30-15.45 Pengesahan Penggantian Antar 
Waktu (PAW) 

 OC/Panpel 

15.45-16.15 Pembentukan Komisi-Komisi  OC/Panpel 

16.15-18.00 Rapat Komisi A, B, dan C  OC/Panpel 

18.00-19.00 Puja Tri Sandhya (Sandhya 

Sevanam) dilanjutkan dengan santap 

malam 

Konsumsi OC/Panpel 

19.00-21.00 Rapat Komisi A, B, dan C  OC/Panpel 

21.00-22.00 Penyampaian dan tanggapan Hasil 
Rapat Komisi-Komisi 

 OC/Panpel 

22.00-22.30 Pengesahan Hasil Rapat Komisi 

dilanjutkan dengan Penyerahan 
Hasil-hasil Pesamuhan Agung oleh 

Ketua Panitia kepada Pimpinan 

Sidang dan selanjutnya diserahkan 
kepada Ketua Umum Pengurus 

Harian Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

22.30-23.00 Penutupan Pesamuhan Agung oleh 

Dhama Adhyaksa Parisada Pusat 

 OC/Panpel 

23.00 Rehat coffee break dan istirahat ke 

kamar masing-masing 

Konsumsi OC/Panpel 

3. Selasa, 

20 Okt 2009 

07.00-08.00 Santap Pagi Konsumsi OC/Panpel 

08.00-12.00 Kembali ke daerah masing-masing  OC/Panpel 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  
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PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 03/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  PUSAT 

MASA BHAKTI 2006 ï 2011 
 

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Sabha 

Pandita telah mangajukan permohonan pengunduran 

diri, tidak aktif, dan/atau tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, 

perlu dilakukan penggantian antar waktu dan atau 

reshuffle agar pelaksanaan, fungsi, dan tugas anggota 

Sabha Pandita terlaksana sebagaimana mestinya; 

b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan 

wewenang antara lain menetapkan pengisian 

kekosongan lowongan antar waktu dan/atau reshuffle 

anggota Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma 

Indonesia; dan 

c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk 

mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu 

personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma 

Indonesia masa bhakti 2006-2011. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesian Nomor: VI/TAP/M. Sabha IX/2006 

tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha 

Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada 

Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006-2011. 

3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: II/M. Sabha/IX/2006 tentang 
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Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/XI2009 

tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan 

Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 

2009. 

5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Jadual Pesamuhan Agung Parisada Hindu 

Dharma Indonesia Tahun 2009. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA 

SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA 

INDONESIA MASA BHAKTI 2006 - 2011. 

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima 

kasih kepada personal yang namanya tercantum pada 

kolom 2 dalam daftar lampiran. 

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam 

penetapan ini, akan ditinjau sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 
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Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 03/Kep/P.A. Parisada/X/2009  

Tentang Peggantian Antar Waktu Anggota 

Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Pusat Masa Bhakti 2006-2011 

 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  

MASA BHAKTI 2006 - 2011 
 

NO. NAMA YANG DIGANTI  NAMA PENGGANTI  JABATAN  

1 2 3 4 

1. Ida Pandita Mpu Dukuh 

Jaya Prateka 

Pandita Rsi Abdi Jaya 

Mukti 

Anggota Sabha 

Pandita 

   

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG 

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 04/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  

MASA BHAKTI 2006 ï 2011 
 

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Sabha 

Walaka telah mangajukan permohonan pengunduran 

diri, tidak aktif, dan/atau tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, 

perlu dilakukan penggantian antar waktu dan atau 

reshuffle agar pelaksanaan, fungsi, dan tugas anggota 

Sabha Walaka terlaksana sebagaimana mestinya; 

b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan 

wewenang antara lain menetapkan pengisian 

kekosongan lowongan antar waktu dan/atau reshuffle 

anggota Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma 

Indonesia; dan 

c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk 

mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu 

personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma 

Indonesia masa bhakti 2006-2011. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesian Nomor: VI/TAP/M.  Sabha IX/2006 

tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha 

Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada 

Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006-2011. 

3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang 
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Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009. 

5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Jadual Pesamuhan Agung Parisada Hindu 

Dharma Indonesia Tahun 2009. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA 

SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA 

INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2006-2011. 

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima 

kasih kepada personal yang namanya tercantum pada 

kolom 2 dalam daftar lampiran. 

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam 

penetapan ini, akan ditinjau sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 
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Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia  

Nomor: 04/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota 

Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Pusat Masa Bhakti 2006-2011 

 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA P USAT 

MASA BHAKTI 2006 - 2011 
 

NO. NAMA YANG DIGANTI  NAMA PENGGANTI  JABATAN  

1 2 3 4 

1. I Putu Setia Drs. I Gde Rudia 

Adiputra, M.Ag. 

Anggota Sabha 

Walaka 

2. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. Kombes Pol. (Purn) 

Drs. I Ketut Pasek 

Suyasa 

Anggota Sabha 

Walaka 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 05/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  

MASA BHAKTI 2006 ï 2011 
 

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa Pengurus Harian 

telah mangajukan permohonan pengunduran diri, tidak 

aktif, dan/atau tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, 

perlu dilakukan penggantian antar waktu dan/atau 

reshuffle agar pelaksanaan fungsi, dan tugas Pengurus 

Harian terlaksana sebagaimana mestinya; 

b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan 

wewenang antara lain menetapkan pengisian 

kekosongan lowongan antar waktu dan/atau reshuffle 

Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia; 

dan 

c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk 

mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu 

dan/atau reshuffle personalia Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2006-

2011. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: VI/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang 

Pengesahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha 

Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Masa Bhakti 2006 - 2011. 

3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 
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Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang 

Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2009. 

5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Jadual Pesamuhan Agung Parisada Hindu 

Dharma Indonesia Tahun 2009. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN ATAU 

RESHUFFLE PENGURUS HARIAN PARISADA 

HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA 

BHAKTI 2006-2011. 

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima 

kasih kepada personal yang namanya tercantum pada 

kolom 2 dalam daftar lampiran masa bhakti 2006 - 2011. 

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam 

penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  
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PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia  

Nomor: 05/Kep/P.A. Parisada/X/2009  

Tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus 

Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Pusat Masa Bhakti 2006 -2011 

 

 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  

PARISADA HIN DU DHARMA INDONESIA PUSAT  

MASA BHAKTI 2006 - 2011 
   

NO. NAMA YANG DIGANTI  NAMA PENGGANTI  JABATAN  

1 2 3 4 

1. IK Sudiasna Drs. Nyoman Udayana 

Sangging, S.H., M.M. 

Ketua Litbang 

Pengurus Harian 

Parisada Pusat 

2. Drs. Nyoman Udayana 

Sangging, S.H., M.M. 

KBP (P) Drs. IG. Putu 

Brata, PS., M.Sc., M.M. 

Sekretaris VIII 

Bidang Kerjasama 

Antar Lembaga 

3. Alit Bagiasna Prof. Dr. 1 Made Titib, 

Ph.D. 

Ketua XI Korwil 

Bali Nusra 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PEMBENTUKA N KOMISI PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Pariasada Hindu Dharma 

Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional 

dalam Parisada; dan 

b. bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan 

berbagai keputusan yang akan diambil oleh 

Pesamuhan Agung, dipandang perlu untuk 

membentuk komisi- komisi. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

tentang Jadual Acara Pesamuhan Agung Parisada 

Hindu Dhanna Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripuma III 

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 

tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI PESAMUHAN 
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AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA. 

Pertama : Membentuk 3 (tiga) Komisi Pesamuhan Agung Parisada 

Hindu Dharma Indonesia dengan tugas pokok sebagai 

berikut: 

1. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan 

mengenai Keputusan Pesamuhan Agung yang menjadi 

ruang lingkup tugasnya. 

2. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya pada 

Sidang Paripurna Pesamuhan Agung Parisada sesuai 

dengan jadual acara yang telah ditetapkan. 

Kedua : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 

terdiri atas 3 (tiga) komisi yaitu : 

1. Komisi A : Membahas tentang Tata Keagamaan 

meliputi: 1) Tata Cara Pelaksanaan Pitra Yajn╢a dan 

Pitra Puja, 2) Tata Cara Pelaksanaan Suddhi Vadani, 

dan 3) Rekomendasi Pembentukan Badan Penyiaran 

Hindu Daerah. 

2. Komisi B: Membahas tentang Tata Kemasyarakatan 

meliputi: 1) Pembentukan Lembaga Konseling 

Perkawinan, 2) Prosedur Pengurusan Akta Perkawinan 

Hindu di Kantor Catatan Sipil, dan 3) Rekomendasi. 

3. Komisi C: Membahas tentang Program Kerja 

meliputi: 1) Pemberdayaan umat di bidang Ekonomi, 

Pendidikan, Kesehatan, 2) Kesetaraan Gender, dan 3) 

Rekomendasi. 

Ketiga : Keanggotaan untuk masing-masing Komisi sebagaimana 

dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan 

ini.  

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  
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PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran 1: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia  

Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

 

 

K O M I  S I  A:  

 

Ketua  : Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M.Si., S.Ag. 

Wakil Ketua : I GM Sunartha, S.Ag., MM 

Sekretaris : I Wayan Sudarma 

Anggota  : 

 

NO. N A M A  UTUSAN 

1.  1 MADE TITIB SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

2.  WAYAN SUDIRTA SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

3.  I KETUT SUYADNYA SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

4.  I WAYAN NENTRA WALAKA PHDI SULSEL 

5.  IDA PEDANDA PUTRA PIDADA 

KENITEN 

SABHA PANDITA PHDI PUSAT 

6.  MADE WIDIADA GUNAKAYA  WALAKA PHDI JABAR 

7.  DEWA PUTU SURADANA DPP PRAJANITI 

8.  DRS. I KETUT SUKRATA SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

9.  DRS. UKN MUDANA PHDI BALI 

10.  PROF. DRS. I KETUT WIDNYA, 

MA., M.PHIL., PH.D 

STAHN CEDE PUDJA 

MATARAM  

11.  DRS. I KOMANG BENDESA MAS PHDI NTB 

12.  JERO MANGKU WAYAN RAJIN PINANDITA SANGGRAHA 

NUSANTARA 

13.  PUTU DUPA BANDEM KALBAR/ANGGOTA SABHA 

WALAKA  

14.  I GM SUNARTHA PHDI PROV. PAPUA 

15.  I G.M. PUTRA KUSUMA PHDI PROV. NTT 
16.  I KETUT PASEK SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

17.  IDA PANDITA SRI MPU ANANDA 

WIRA KUSUMA 

PARISADA PUSAT 

18.  IDA PADANDA GDE PANJI 

SOGATA 

SABHA PANDITA 

19.  IDA PANDITA DANG GURU 

SWECA DHARMA 

SABHA PANDITA PUSAT 
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20.  IDA PANDITA JAYA 

SATTW1KANANDA 

PHDI PUSAT 

21.  IDA PEDANDA GDE KERTHA 

ARSA 

NTB 

22.  I MADE SIMI. S.SOS PHDI PROV. SULTENG 

23.  H.H.G. IDA WAISNAWA PANDITA 

DAMODARA 

ISKCON-INDONESIA 

24.  NYOMAN WISNAWO KALIMANTAN TIMUR  

25.  JRO ISTRI SUKASARI NTB 

26.  I KETUT BANTAS S.AG., M.FIL.H DKI. JAKARTA 

27.  MADE PUSPA ARINI PHDI PUSAT 

28.  N1 MADE SWITR1, SE PHDI BANTEN 

29.  DRS. I WAYAN CATRA YASA PHDI KEDIRI 

30.  PUTU SRI RAMANUSA ACHARYA SYDNEY AUSTRALIA 

31.  I GEDE WAYAN MULIA PARUMAN WALAKA 

SULTENG 

32.  KETUT SUADA WALAKA PHDI DKI  

33.  PANDITA MPU BHASKARA SABHA PANDITA PHDI PUSAT 

34.  IDA PANDITA DHARMIKA 

SANDHI KERTAYASA 

SABHA PANDITA PHDI PUSAT 

35.  IDA PANDITA MPU NABE DWIJA 

WIRA KUSUMA 

SABHA PANDITA PHDI PUSAT 

36.  NI PUTU WINANTI, S.AG. M.PD WALAKA PHDI BALI  

37.  GUSTI MADE SUDARMIKA WALAKA PHDI MALUKU  

38.  I WAYAN SUDARMA  PH PHDI PUSAT 

39.  PANDITA MPU 

SAMYOGATANAYA  

SABHA PANDITA PHDI PUSAT 

40.  IDA BHAGAWAN HARIANOM 

PALGUNA 

PARUMAN SULINGGIH PHDI 

BALI  

41.  DRS. WAYAN SUTA YANA, SH KETUA PHDI JAMBI 

42.  SUHARSO BAYU KUNTORO, M.SI PHDI DIY 

43.  I PUTU ARTAYASA, S,H PHDI MALUT 

44.  I MADE ARTHA, BA PHDI BALI 

45.  DR. I GUSTI NGURAH SUDIANA, 

M.SI 

PHDI BALI 

46.  I KETUT SUBAGIASTA PHDI BALI 

47.  JERO BHAWATI KETUT RIKA PHDI PUSAT 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  
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PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran 2: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

 

 

KOMISI B : 

 

Ketua  : I Ketut Bantas, S.Ag., M.Phil.H 

Sekretaris : Dra. I Gusti Ayu Sri Astuti MS 

Anggota  : 

 

NO. N A M A  UTUSAN 

1.  MADE MAYOR SUDHARSANA SEKRETARIS SABHA PANDITA 

PHDI PUSAT 

2.  ANANG AHMADI  POLTABES DENPASAR 

3.  DRS. I GEDE RENJANA, MBA PHDI NTB 

4.  G. LANANG MEDIA SABHA WALAKA  

5.  PUTU WIRATA DWIKORA SABHA WALAKA  

6.  I WAYAN SUDIATNYA  UTUSAN KEP. BABEL 

7.  MADE SUARJA UTUSAN BABEL 

8.  IDA PERANDA BANG BURUAN 

MANUABA 

PHDI 

9.  WAGIYO S ANGGOTA SABHA WALAKA  

10.  LEWIS. KDR. BBA SABHA WALAKA PHDI PUSAT 

11.  IDA RSI HARI DANTAM  PHDI BALI 

12.  IR. I PUTU SURYA PROV. SULTENG 

13.  DRS. PUTU WIJAYA. M.A ISKCON INDONESIA 

14.  I NENGAH RUPA SABHA WALAKA  

15.  IW. SUARJAYA SABHA WALAKA  

16.  SUNARTO NGATE SABHA WALAKA SULSEL 

17.  I GEDE JAMAN SABHAWALAKA  

18.  DRS. RANGKAPI NAU, MM LEMBAGA MAJELIS BESAR 

HINDU KHAHARINGAN 

KALTENG 

19.  I NY OMAN SUARYA PHDI SULAWESI TENGGARA 

20.  WIKANTI, S.AG WHDI PUSAT 

21.  DRS. I MADE SUJANA, M.PD DITJEN BIMAS HINDU DEPAG 

RI 

22.  BUDIONO, S.AG WALAKA PHDI JAMBI  
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23.  I MADE ARINI  WALAKA PHDI PUSAT 

24.  NI WAYAN SUDR1 YAYASAN TAT TWAM ASI  

25.  IDA BAGUS PUJAAR1BAWA PHDI PROV. SUMSEL 

26.  A.A. ANOM SUARTHA PHDI PROV. BANTEN 

27.  DR. I KETUT GERUDUG, M.PH WALAKA PHDI PUSAT 

28.  IR. PUTU PRAPANCA PHDI PROV. R1AU 

29.  A.A. KETUT DARMAJA PHDI PROV. JAWA TENGAH 

30.  I NYOMAN SUARTA WALAKA PHDI PUSAT 

31.  IDA BAGUS PUTU CANDI PHDI PROV. PAPUA 

32.  GUSTIAYU ASTUTI WALAKA PHDI PUSAT 

33.  NI MADE KARMIASIH   

34.  I KETUT BANTAS, S.AG, 

M.PHIL.H 

PHDI PROV. DKI JAKARTA 

35.  GEDE ADIPUTRA WINAYA   

36.  IR. I GEDE WIRYADA  

 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 53  

 

Lampiran 3: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

 

 

KOMISI C : 

 

Ketua  : I Gede Sudibya 

Sekretaris : I Made Mandra 

Anggota  : 

 

NO. N A M A  UTUSAN 

1.  IN SUWANDHA SABHAWALAKA  

2.  WAYAN SUYADNYA  SABHAWALAKA  

3.  P. N PUSPANINGHYUN SABHAWALAKA  

4.  I MADE MANDRA  SABHA WALAKA  

5.  I WAYAN WITA  PHDI PUSAT 

6.  NYOMAN UDAYANA SANGGING PHDIPUSAT 

7.  PROF. DR. I NYOMAN SIRTHA LITBANG PARISADA 

8.  IDG NGURAH UTAMA  PHDI PUSAT 

9.  I NYOMAN PEGUG PHDI PUSAT 

10.  IR. I KETUT BUDARAGA, MS PHDI SUMBAR 

11.  NI MADE ARTINI  PHDI KEP RIAU 

12.  I GEDE WIRYADA SUDIBYA PHDI KEP RIAU 

13.  I MADE ARYA SUDARMA  PHDI SUMSEL 

14.  I KETUT SEREGIG, SH, MH PHDI LAMPUNG 

15.  I KETUT SUDIARTHA PHDI JAT1M 

16.  IDA BAGUS SUKARDIKA PHDI JATIM 

17.  NYOMAN WIDHIARSANA  PHDI NTB 

18.  NYOMAN RADJENDRA PHDI NTT 

19.  RUSNA DEWITA, SE PHDI KALTENG 

20.  PROF. DR. I NYOMAN SUDYANA, 

M.SC. 

PHDI KALTENG 

21.  I PUTU SUKRA PHDI KALTIM  

22.  ARBANI  PHDI KALSEL 

23.  I WAYAN TASTRA ARSANA PHDI KALSEL 

24.  DR. IR. KETUT PUSPA ADNYANA, 

MT 

PHDI SULTENG 

25.  N. DARMAYASA PHDI SULSEL 
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26.  I NYOMAN SUDHA PHDI PAPUA 

27.  I KOMANG A. WARDANA  PHDI PAPUA 

28.  DRS. I KETUT ARDANA, M.PD. ORGANISASI 

29.  I GEDE PUTU SATWIKA YAJN╢A, 

MSC. 

LEMBAGA 

30.  MANGKU WAYAN LANTRA  ORGANISASI 

31.  WAYAN SUDANE BDDN 

32.  MIDDAY  LEMBAGA 

33.  IGA ANOM GAUTAMA  PP KMHDI 

34.  I GEDE SUDIBYA  

35.  I NYOMAN SURAHATTA PHDI PROV. JATENG 

36.  SOERYONO PHDI PROV. SULUT 

37.  I WAYAN SUDIARTA  PHDI PROV. GORONTALO 

38.  RUSNA DEWITA, SE PHDI KALTENG 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 56  

 

KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESI A 
Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

TATA CARA PELAKSANAAN PITRA YAJ N╢A DAN PITRA PUJA  

 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja dalam 

Agama Hindu perlu disosialisasikan oleh umat Hindu sesuai 

dengan desa kala patra; dan 

b. bahwa untuk melaksanakan Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja perlu 

adanya kesederhanaan serta keseimbangan tatwa, susila, 

upacara. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 

Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang 

Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripuma II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PITRA YAJN╢A DAN PITRA 

PUJA. 

Pertama : Tata Cara Pelaksanaan Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja bagi umat 

Hindu perlu pemahaman dalam tingkatan Yajn╢a sebagai 

persembahan kepada Pitara. 

Kedua : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada/X/2009  

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pitra 

Yajn╢a Dan Pitra Puja 

 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PITRA YAJN╢A 

(SAWAWEDANA)  
 

I.  Pendahuluan 

Veda sebagai kitab suci merupakan sumber ilmu pengetahuan termasuk ajaran 

agama, namun sabda suci Hyang Widhi Wasa yang dihimpun dan tidak semua 

isinya dapat langsung dipahami dan dilaksanakan oleh umat. Karena itu para 

Rsi kemudian menerjemahkan dan menyusunnya kembali dalam format yang 

lebih mudah untuk memahaminya. Demikianlah kitab-kitab Smrti, Upanisad 

Darsana, Itihasa, Purana, dan lain-lain mengalir dari Veda. Sejak jaman dahulu 

telah diperkenalkan banyak tulisan yang tujuannya nenuntun dan membina 

umat untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Veda dalam kehidupan 

sehari-hari. Di Indonesia telah ditulis berbagai naskah berupa Lontar-lontar 

Tattva yang memuat filsafat tentang hakekat ke-Tuhanan, manusia maupun 

tuntunan pelaksanaan Yajn╢a. 

 

Utpati, Sthiti, dan Pralina (lahir, hidup, mati) merupakan hukum alam (Rta) 

yaitu suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan dihindari oleh semua 

mahluk. Lahir diibaratkan sebagai kedatangan, hidup sebagai pertumbuhan dan 

perkembangan, sedangkan mati diibaratkan sebagai kepergian (Atma 

meninggalkan jasadnya). Atma ditopang oleh karmanya selama hidup 

mengikuti proses perjalanan menuju sumbernya, sedangkan jasadnya berupa 

jenazah harus dikembalikan kepada sumber pembentuknnya yaitu Panca Maha 

Bhuta (Prtiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa). Veda mengajarkan bahwa proses 

tercepat untuk itu adalah melalui perabuan yang disebut Antyesti Samskara atau 

Atiwa-tiwa dan yang lebih populer disebut Ngaben dalam Upacara Pitra Yajn╢a. 

 

A. Latar Belakang 

Situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh umat Hindu selalu 

berkembang dan berbeda-beda pada masing-masing tempat, waktu, situasi, 

dan kondisi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan 

Upacara Pitra Yajn╢a yang tujuannya untuk menghadapi situasi dan kondisi 

lingkungan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang tercantum dalam 

ajaran Veda. 
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Pelaksanaan upacara yajn╢a selalu fleksibel, artinya dapat dikembangkan 

mengikuti perkembangan jaman, lingkungan, situasi dan kondisi tersebut 

dalam koridor tuntunan Dharma yang hasil akhirnya sama, yakni 

mengantar umat untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan rohani. 

Catur Drsta dijadikan dasar dalam pelaksanaan yajn╢a yang terdiri dari 

Sastra Drsta (berdasarkan Sastra Agama), Purwa Drsta (berdasarkan 

tradisi masa lalu), Loka Drsta (berdasarkan tradisi dalam suatu daerah atau 

lokal genius) dan Desa Drsta (berdasarkan tradisi di tempat pelaksanaan 

yajn╢a). 

 

B. Tujuan  

Kematian atau meninggal berarti putusnya hubungan jiwa dan raga atau 

dengan dunia nyata. Ia dikatakan kembali ke alam niskala. Hyang Widhi 

Wasa, pencipta kelahiran dan kematian berwenang menentukan batas usia, 

dan tidak dapat diramal dengan tepat kapan waktunya seseorang akan 

berpulang. 

 

Berkenaan dengan berpulangnya seseorang itulah diperlukan suatu acuan 

khusus yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Mengingat 

beragamnya acuan yang ada tentang perawatan jenazah dan Pitra Yajn╢a 

baik berupa buku, lontar, dan sumber lainya membuat kita harus berpikir 

ulang tentang acuan yang harus diikuti dan laksanakan. Acuan ini disusun 

berdasarkan perpaduan lontar dan literatur, narasumber, dan kesepakatan 

umat yang dibahas dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Tahun 2009. 

 

C. Dasar Pelaksanaan 

Pedoman pelaksanaan upacara Pitra Yajn╢a ini disusun berdasarkan: 

1. Pustaka Lontar Pratekaning Wong Mati, tentang Upacara dan Tata 

Cara Merawat Sawa (jenazah); 

2. Pustaka Lontar Sastra Kepatian, tentang Surating Wong Mati; 

3. Pustaka Lontar Janma Prawrti, tentang Mendem Sawa (jenazah) 

Mekingsan di Agni dan Mertiwi; 

4. Pustaka Lontar Empu Lntuk Aben tentang upakara Sawa Wedana. 

 

Dalam pelaksanaan Upacara Pitra Yajn╢a (mekingsan di Geni dan Mertiwi) 

ini juga diperhatikan satu ketentuan apabila seseorang meninggal karena 

salah pati dan ngulah pati, maka sebelum pelaksanaan upacara harus 

dilakukan upacara penebusan terhadap yang meninggal, kemudian 

dilanjutkan upacara Pitra Yajn╢a. 

 

Hari-hari yang harus dihindari dalam pelaksanaan Upacara Pitra Yajn╢a 

antara lain: Pumama, Tilem, Prawani, Pasah, Semut Sedulur, Kala 
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Gotongan, Piodalan Pura di desa setempat. Pada hari-hari di atas tidak 

dibenarkan untuk melaksanakan upacara mekingsan di Geni, Mertiwi 

maupun Ngelungah. 

 

II.  Prosesi Mekingsan di Geni, Mertiwi, Ngelungah dan Keruron 
Sawa Wedana adalah tingkatan dalam suatu upacara Pitra Yajn╢a. Yang 

termasuk Upacara Sawa Wedana adalah Ngeringkes, Ngaben, Nywasta, dan 

Ngelungah. 

 

Ngeringkes 

Adalah suatu upacara merawat jenazah (sawa), mulai dari cara memandikan, 

menggulung, memberikan perlengkapannya (disebut atiwa-tiwa) hingga sawa 

itu diperabukan (Agni Pralina) atau dikuburkan (Mertiwi). Mertiwi dan Agni 

Pralina adalah upacara mekingsan yaitu menguburkan atau membakar jenazah 

(sawa) secara darurat tanpa disertai upacara dan upakara pengabenan. 

mekingsan di agni tulangnya dikumpulkan dan dibungkus kain putih kemudian 

dibuang/dilarung ke laut). Keterangannya terdapat dalam Pustaka Lontar 

Pratekaning Wong Mati. 

 

Ngaben 

Adalah suatu upacara penyucian dan peleburan Sawa dan unsur Panca Maha 

Bhuta (Bhuana Alit) ke unsur Panca Maha Bhuta (Bhuana Agung). Pada 

upacara ini akan terjadi pemisahan antara Purusa dan Prakrti untuk kembali ke 

sumbernya masing-masing. Proses pengembalian ini bisa ditempuh melalui 

ritual dengan sarana Air (Toya Pranawa), Tanah (Swasta Bambang) dan Api 

(Agni). 

 

Sarana api dipilih guna mempercepat proses pengembalian unsur-unsur Bhuana 

Alit ke Bhuana Agung, jika sawanya sudah diperabukan (Mekingsan di Agni) 

maka pengabenannya disebut Kusa Pranawa sedangkan yang sudah dipendem 

(dikuburkan) disebut Supta Pranawa. 

 

Nywasta 

Menurut Pustaka Lontar Yama Purwana Tatwa, yang disebut Nywasta adalah 

suatu upacara pengabenan jika sawa tidak ditemukan karena hancur atau tidak 

dikenali identitasnya, atau hilang dan tidak diketahui secara pasti kuburannya, 

atau karena sulit mengangkat tulang kerangkanya dari kuburan. 

 

Ngelungah 

Upacara ngaben bagi sawa yang masih berupa janin sempurna atau anak-anak 

yang belum tanggal gigi (balita). Sawa nya tidak diperabukan, tetapi 

dikuburkan. Kuburannya diratakan setelah melalui proses upacara. 
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Keruron  

Upacara kematian akibat keguguran kandungan dalam bentuk gumpalan darah 

yang belum berbentuk manusia. 

 

III.  Mengunjungi Rumah Duka 

Sesuai dengan tradisi, pada saat ada kedukaan, warga tetangga/anggota banjar 

atau paguyuban lain yang sejenis, sedapat mungkin meluangkan waktu hadir ke 

rumah duka atau ke rumah sakit apabila jenazah tidak dibawa ke rumah. Ini 

sangat penting guna memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan, 

sehingga tidak merasa sendiri. 

 

Warga banjar/paguyuban merupakan bagian keluarga yang senasib 

sepenanggungan. Di rumah duka atau rumah sakit dilantunkan Mantram Pitra 

Puja (berdasarkan Surat Parisada Pusat Nomor: 01981/Parisada P/XI/2004 

tanggal 5 Nopember 2004 dan Surat Dirjen Bimas Hindu dan Budha Nomor: 

Dj.V/Dt.V.II/5/BA.03.1/1718/2004 tanggal 10 Nopember 2004). Adapun 

urutan mantramnya adalah sebagai berikut: 

1. Asana: Om prasada sthiti sarira siwa suci nirmala ya namah svaha. 

2. Prinayama: Om Ang namah, Om Ung namah, Om Mang namah. 

3. Karasodhana: Tangan Kanan: Om suddhamam svaha, Tangan Kiri: 

Om ati suddhamam svaha. 

4. Pitra Puja: 

a. ñOm svargantu pitaro devah; 

Svargantu pitara ganam, 

Svargantu pitarah sarvaya namah svadaò 

(Om Hyang Widhi semoga atmannya mendapat tempat di surga, 

semoga semua atman suci mendapat tempat di surga, sembah hamba 

hanyalah kepada Hyang Widhi dan hormat hamba kepada semua 

atma suci). 

 

b. ñOm moksantu pitaro devah 

Moksantu pitara ganam 

Moksantu pitarah sarvaya namah svadaò 

(Om Hyang Widhi semoga semua atmanva mencapai moksa, 

semoga semua atma suci mencapai moksa, sembah hamba hanyalah 

kepada Hyang Widhi dan hormat hamba kepada semua atma suci). 

 

c. ñOm Sunyantu pitaro devah 

Sunyantu pitara ganam 

Sunyantu pitarah sarvaya namah svadaò 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 62  

 

(Om Hvang Widhi semoga semua atmanya mendapat ketenangan, 

semoga semua atma suci mendapat ketenangan. sembah hamba 

hanyalah kepada Hyang Widhi dan hormat hamba kepada semua 

atma suci). 

 

d. ñOm bhagyantu pitaro devah 

Bhagyantu pitara ganam 

Bhagyantu pitarah sarvaya namah svadaò 

(Om Hyang Widhi semoga semua atmanya mendapat kebahagiaan 

sejati, semoga atma suci dianugrahi kebahagiaan sejati, semoga 

semua atma suci dianugrahi kebahagiaan sejati, sembah hamba 

hanyalah kepada Hyang Widhi dan hormat hamba kepada semua 

atma suci). 

e. ñOm ksamantu pitaro devah 

Ksamantu pitara ganam 

Ksamantu pitarah sarvaya namah svadaò 

(Om Hyang Widhi semoga semua atmanya mendapat 

pengampunan, semoga atma suci dibebaskan segala dosanya, 

semoga semua atma suci dianugrahi kebahagiaan sejati, sembah 

hamba hanyalah kepada Hyang Widhi dan hormat hamba kepada 

semua atma suci). 

 

5. Hening sejenak: (Mohon atma yang meninggal tersebut segera menyatu 

kepada Hyang Widhi dan dibebaskan dari pahala karma buruknya). 

6. Parama Santi: Om santih santih santih Om. 

 

IV.  Sarana, Upakara, dan Banten 

A. Ngeringkes 

1. Sarana untuk memandikan Sawa (jenazah) adalah: 

a. Pepaga atau dipan (1 buah). 

b. Daun pisang kepok/saba (bila ada), untuk alas memandikan (2 

lembar). 

c. Kayu atau bambu serta carang dapdap untuk tiang leluwur (4 btng). 

d. Ember dan gayung untuk air biasa, air kumkuman dan air asem (3 

buah dan 1 gayung). 

e. Pisau untuk ngerik kuku tangan dan kaki (1 buah).  

f. Sabun mandi, handuk, sisir dan minyak wangi (masing-masing 1 

buah). 

g. Bantal/galeng kecil untuk alas kepala saat memandikan (1 buah). 

h. Perban dan Kapas untuk pembalut jika sawa (jenazah) terluka. 
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i. Toya tabah (air tawar), Air Kumkuman dan Air Asem untuk 

keperluan permandian secukupnya. 

 

 

2. Upakara untuk memandikan Sawa adalah: 

a. Sisig dibuat dari beras atau rengginang yang dibakar (1 takir). 

b. Ambuh dibuat dari parutan kelapa (1 takir). 

c. Telor ayam mentah (1 butir). 

d. Boreh (lulur) dan gamongan, Isen/Laos dan Kunyit masing- masing 

(1 takir). 

e. Kekosok dan beras berwama Putih dan Kuning masing- masing (1 

takir). 

f. Benang secukupnya untuk itik-itik  (pengikat kedua ibu jari tangan 

dan kaki). 

g. Kain putih untuk keperluan: 

- Leluur (atap memandikan sawa) yang dirajah Aksara Ongkara 

Ngadeg dan Sumungsang dengan ukuran 1,5 m
2
. 

- Angkeb Rai (muka) yang dirajah aksara Mangkara (30 cm
2
). 

- Angkeb Baga/Pasta (Kemaluan) dengan rerahahan Aksara 

Ahkara (30 cm
2
), dengan kain berwama hitam. 

 

3. Menggulung Sawa: 

a. Sarana 

- Bendusa (peti jenazah) 1 buah; 

- Tikar untuk menggulung sawa 1 buah. 

- Sanggar Surya untuk Sang Hyang Siwa Raditya dan Ngayat ke 

Kemulan 1 buah. 

- Sekar Ura terdiri dari samsam, bunga, bija, dan uang 

seperlunya. 

- Sekar sinom (rangkaian hiasan dari janur berisi bunga sesuai 

ukuran Bendusa yaitu 3 buah yang panjang dan 3 buah yang 

pendek). 

- Kain putih penutup Iuar dan bendusa secukupnya. 

b. Bahan Simbolis Sawa (bila memungkinkan) adalah: 

- Pecahan cermin (2 bh). 

- Daun intaran (2 lembar). 

- Waja/baja berupa potongan kecil (1 buah). 

- Daun Gadung/Sekapa/Kasturi (1 lembar). 

- Daun Teratai (1 lembar). 

- Daun Sirih (20 lembar). 

- Pusuh kembang menuh/melati (2 buah). 

- Kembang Teleng (2 buah). 
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c. Sarana berupa Kawangen sebanyak 7 (tujuh) buah dengan perincian 

sebagai berikut: 

- 3 buah kawangen berisi uang kepeng masing-masing dengan 

jumlah 11 buah untuk di kepala, dada dan hulu hati. 

- 4 buah kawangen berisi uang bolong masing-masing dengan 

jumlah 5 buah untuk disiku kanan dan kiri serta ditaruh di lutut 

kanan dan kiri. 

- Untuk pemuspan bagi sawa (jenazah) agar disiapkan juga 1 

buah Kawangen lagi berisi uang kepeng dengan jumlah 25 buah 

ditaruh pada tangan yang diitik-itik. 

d. Kain untuk Ngeringkes: 

- Kain Putih untuk menggulung Sawa dengan ukuran satu depa + 

satu Hasta + Satu Musti (2 M). 

e. Kain untuk Busana Sawa laki-laki. 

- Kancut/kain pria (1,5 M). 

- Umpal/Kampuh pria (1,5 M). 

- Sabuk/ikat pinggang (secukupnya). 

- Udeng/destar (1 M). 

f. Kain untuk Busana Sawa perempuan: 

- Kamben/kain perempuan (1,5 M). 

- Tapih/kain dalam (1,5 M). 

- Stagen/ikat pinggang dan kain (secukupnya). 

- Senteng/penutup dada (secukupnya). 

g. Upakara atau Banten untuk upacara Ngeringkes: 

- Banten Pejati untuk Hyang Siwa Raditya (Sanggar Surya). 

- Banten Pejati untuk ngayat ke Sanggar Kamulan. 

- Banten untuk Sawa yaitu Pejati, Pengulapan, Pengambean, 

Nasi Punjung, Prayascita Durmanggala sekaligus untuk Ulap 

Ambe Peti, dan ke sor/beten segehan Manca Warna. 

- Banten Arepan Pamangku yaitu Pejati, Tirtha Pangelukatan, 

Tirtha Pabersihan dan Tempat air untuk Tirtha Pengeringkesan. 

 

B. Banten untuk Pertiwi (Metitip di Pertiwi) atau D ikuburkan  

1. Banten Pejati untuk Sang Hyang Siwa Raditya (Sanggar Surya). 

2. Banten Pejati ke Ibu Pertiwi (Sang Hyang Berawi). 

3. Banten Pejati ke Pura Dalem atau Prajapati. 

4. Banten Pejati untuk Sedahan Setra. 

5. Banten Pejati untuk Bangbang (bang lahat). 

6. Banten Pejati untuk Sawa atau, pitra ditamhah Nasi Punjung Putih 

Kuning, Bubuh Pirata, Ayaban (Sakasidan) dan Segehan Panca Wama 

ke sor/beten. 
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7. Banten Arepan Pamangku yaitu Pejati, Prayascita, Durmanggala, 

Tirtha Pangelukatan, Tirtha Pabersihan , Tirtha Pemuput Karya 

(Mendem), Tirtha Pura Dalem atau Tirtha Pura Prajapati. 

 

C. Banten untuk Agni Pralina (Metitip  di Agni) atau Diperabukan: 

1. Banten Pejati untuk Sang Hyang Siwa Raditya (Sanggar Surya).  

2. Banten pejati untuk Sang Hyang Agni. 

3. Banten Pejati ke Pura Dalem atau Prajapati. 

4. Banten Pejati untuk Sedahan Pemuhun. 

5. Banten Pejati untuk Sawa (jenazah) atau Pitra ditambah Nasi Punjung 

Putih Kuning, Bubur Pirata, Ayaban (Sakasidan/ semampunya) dan 

segehan Manca Wama ke sor/beten. 

6. Banten Pejati untuk Arepan Pamangku ditambah Prayascita, 

Durmanggala, Tirtha Penglukatan, Tirtha Pabersihan, Tirtha Pamuput 

Karya (ngeseng), Tirtha Pura Dalem atau Prajapati. 

7. Banten atau Upakara untuk Ngirim Abu (Galih/Asti) adalah: 

a. Banten Pejati untuk ke Tengah Segara. 

b. Banten Punjung untuk Abu (Galih/Asti), ke sor/beten segehan. 

 

D. Banten untuk Upacara Ngelungah 

1. Banten Pejati untuk Sang Hyang Siwa Raditya (Sanggar Surya). 

2. Banten Pejati untuk ke Pura Dalem atau Prajapati. 

3. Banten Pejati untuk Sedahan Setra. 

4. Banten Pejati untuk nunas Tirtha Pengrapuhan ditambah Suci Sari, 

Ajuman Putih Kuning, Bubur Sumsum 5 takir, Tumpeng Poleng 

meplekir medaging Kewangen 1 buah, Padang Lepas 5 batang, 

muncuk ambengan 5 pucuk, seet mingmang 1 buah, Payuk Anyar 1 

buah medaging Toya dan seet mingmang 1 buah. 

5. Banten Pejati untuk Bambang Rare ditambah Suci Sari, Pengulapan, 

Kelungan Nyuh Gading mesurat ONG KARA medaging Rwaning 

Waringin 3 muncuk tekaning seet mingmang 6 katih dados asiki 

talining benang cemeng tigang ileh. 

6. Banten Pejati untuk Sawa (Pitra Rare) ditambah Punjung Putih 

Kuning, Banten Bajang dan Bangsah Buah/Pinang. 

7. Banten Pejati arepan Pamangku ditambah Prayascita, Durmanggala, 

Tirtha Panglukatan, Tirtha Pabersihan, Tirtha Pamuput Karya 

(mendem). 

 

E. Banten Keruron 

Keruron adalah upacara kematian karenakeguguran dan kehamilan yang 

masih dalam bentuk gumpalan darah dan belum berbentuk jabang bayi. 
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Upakaranya hanya cukup dengan prayascita sebagai simbol penyucian diri, 

terutama Ibunya dan keluarga, termasuk rumah duka. 

 

F.    Banten Pabersihan serta Penyucian di Rumah Duka 

1. Jika Sawa berada di Rumah atau sempat dibawa kerumah walaupun 

meninggal di Rumah Sakit. 

a. Banten Pejati ke Sanggar Kemulan (Bhatara Hyang Guru). 

b. Caru Eka Sata (Ayam Brumbun) dan seruntututannya menggunakan 

Sanggar Cucuk. 

c. Prayascita dan Durmanggala. 

2. Jika Sawa tidak ada dirumah diselesaikan diluar rumah (Rumah Duka 

atau di Rumah Sakit) cukup menggunakan prayascita. 

 

V. Prosesi Ngeringkes (Memandikan Jenazah) 

Ngeringkes secara ritual dapat dilakukan di Rumah Sakit kalau meninggal di 

Rumah Sakit atau dirumah sendiri yang dituntun oleh Pinandita (Pamangku ). 

Adapun urutannya adalah sebagai berikut: 

1. Jenazah dibaringkan ditempat memandikan jenazah (pepaga) yang telah 

dialasi /dialedin dengan daun pisang saba/kepok 2 lembar dan di atas 

pepaga telah dipasang leluur yang dirajah; 

2. Semua kain penutup (rurub) dibuka, kain penutup muka (Angkeb Rai ) 

dipasang di muka dan kain hitam dipakai menutup baga/ pasta 

(kelamin); 

3. Prosesi pemandian dimulai dari kepala, dibersihkan dan dikeramas/ 

ambuhin dengan santan kelapa; 

4. Giginya dibersihkan dengan sisig (beras/rengginang dibakar); 

5. Sawa (jenazah) diberi lulur (boreh) yaitu gamongan untuk bagian muka, 

Isen (lengkuas) untuk badan dan Kunyit untuk Tangan dan Kaki; 

6. Kekosok yang putih dan kuning untuk seluruh tubuh dan Belonyoh yang 

putih untuk kepala dan kuning untuk badan, tangan dan kaki; 

7. Untuk menghilangkan bau lalu disiram dengan air asem; 

8. Untuk membuat wangi disiram dengan air kumkuman; 

9. Jenazah dikeringkan dengan handuk; 

10. Usapkan telor ayam mentah dari kepala hingga kaki; 

11. Tikar yang sudah siap dengan kain pengelulunan, lalu ditaruh diatas 

pepaga, dibawah jenazah, setelah daun alas/aled pemandian jenazah 

ditarik, posisi kain adalah sebagai berikut: 

a. Paling bawah tikar pengelulunan. 

b. Di atasnya ditaruh kain putih pengelulunan. 

c. Di atasnya ditaruh Kampuh/Saput agak keatas (kalau laki- laki). 

d. Di atas kampuh barn Kamben/kain lebar dan sabuk. 
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e. Kalau perempuan diatas kain pengelulunan dipasang Kamben kain 

lebar agak keatas. 

f. Di atasnya diisi Kain dalam/tapih dan sabuk. 

g. Kain penutup dada bagi perempuan ditaruh agak keatas supaya tepat 

ada di bawah ketiak. 

h. Setelah dipasang kain tersebut lalu kain beserta perlengkapannya itu 

dipasang sebagaimana layaknya seseorang baik laki/perempuan 

memakai kain. 

12. Jenazah diposisikan supaya pas dengan kondisi kain pengelulunan yang 

ada dibawahnya. Dilanjutkan dengan pemasangan eteh-eteh pabersihan, 

setelah posisi jenazah sudah ada diatas kain pengelulunan serta masih 

ada diatas pepaga. Adapun urutannya sebagai berikut: 

a. Kuku tangan dan kaki dikerik dengan pisau; 

b. Itik -itik (pengikat jempol tangan dan kaki) diikatkan; 

c. Rambut diisi minyak rambut dan disisir rapi lalu dipakaikan udeng 

(destar) bagi laki-laki dan dipusungkan/disanggulkan bagi 

perempuan; 

d. Daun Intaran dipasang di Alis; 

e. Cermin dipasang pada kedua mata yang diatasnya diisi kembang 

Teleng; 

f. Di kedua lubang hidung diisi Pusuh Menur; 

g. Waja dipasang di gigi; 

h. Monmon/Bunga Medori Putih dipasang di mulut dengan posisi per 

matanya ada dalam mulut; 

i. Di atas dada ditaruh Bija Catur Wama (Putih, Kuning, Merah dan 

Hitam); 

j. Kawangen (7 buah) dipasang pada: 

- 1 buah di kepala. 

- 1 buah di dada. 

- 1 buah di hulu hati. 

- 2 buah di siku kanan dan siku kiri. 

- 2 buah di lutut kanan dan lutut kiri. 

k. Sebagai sarana Pemuspan bagi sawa 1 buah kawangen ditaruh di 

tangan yang sudah diikat titik-titik ke arah dada; 

l. Setelah siap semuanya barulah dimulai upacara menggulung sawa 

oleh Pamangku (ekajati) yaitu persaksian kepada Sang Hyang Siwa 

Raditya (Sanggar Surya), persaksi ke Sanggar Kemulan yang 

bersangkutan, pemberian saji kepada sawa ( jenazah). Tirtha yang 

digunakan pada saat pengeringkesan adalah Tirtha Pangelukatan, 

Tirtha Pabersihan, dan terahkir adalah Tirtha Pengeringkesan 

dengan pemercikan 3 kali di Kepala, Badan dan Kaki; 

m. Lalu jenazah di gulung dengan kain pengelulunan dengan posisi: 
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- Laki-laki, ujung kain sebelah kiri berada didalam, ditutup 

dengan ujung kain sebelah kanan; 

- Perempuan, ujung kain sebelah kiri menutupi kain sebelah 

kanan; 

n. Paling luar adalah tikar, cara menggulung sama dengan gulungan 

kain didalamnya melihat kondisi (Laki/ Perempuan); 

o. Bagian Kepala dan Kaki dibuat pocongan; 

p. Tali Wangke diikatkan pada bagian atas, tengah dan bawah; 

q. Dimasukkan ke dalam peti (diprayascita) dan ulap-ulap di atas 

ditaruh diatas peti. 

r. Peti diisi kain putih buat penutup, dan Sekar Sinom dipasang di 

atasnya dengan posisi 3 buah memanjang dan 3 buah lagi melebar; 

s. Setelah dilakukan Mapegat atau Muspa oleh keluarganya maka 

Bendusa siap untuk diberangkatkan ke setra atau kremasi untuk 

selanjutnya pelaksanaan upacara Mertiwi atau Agni Pralina; 

 

VI.  Prosesi di Kuburan atau di Perabuan 

A. Metitip di Pertiwi/Mertiwi (Mendem Sawa atau  Dimakamkan) 

1. Mempersiapkan Bangbang (liang lahat) di Setra sesuai dengan ukuran 

Bendusa dengan panjang ± 2 meter, lebar ± 80 cm dan kedalaman 

liang lahat +1,5 meter; 

2. Bangbang terlebih dahulu dibersihkan dengan Tirtha Prayascita; 

3. Bendusa ditaruh di tempat upacara dekat liang lahat dan dibuka 

tutupnya. Bagian muka jenazah dibuka, kemudian disiapkan banten 

Pejati ke Sang Hyang Siwa Raditya, Sang Hyang Prajapati guna 

menerima Atma/roh yang meninggal dunia agar diampuni segala 

dosanya, Sang Hyang Ibu Pertiwi agar menerima unsur-unsur Panca 

Maha Butha (dari Sawa yang bersangkutan) dan Sedahan Setra 

(Penghuluning Bangbang) agar tidak menghalangi upacara Mendem 

Sawa; 

4. Pemuput upacara Metitip di Pertiwi (mendem sawa) adalah Pamangku 

(Eka Jati) Setelah Puja astuti oleh Pamangku maka dilanjutkan dengan 

Pemercikan tirtha: Tirtha Pangelukatan (untuk menghilangkan segala 

mala/noda), Tirtha Pabersihan (untuk mensucikan atma/roh orang 

yang meninggal) dan Tirtha Pura Prajapati (untuk memberi restu dan 

menjaga atma/roh dan orang yang meninggal); 

5. Setelah pemercikan tirtha dan menyuguhkan Saji Tarpana untuk Pitra 

maka keluarganya melaksanakan pemuspan; 

6. Selesai upacara Mertiwi maka Bendusa ditutup kembali dan siap 

untuk dipendem atau dimasukkan ke liang lahat, dan selanjutnya 

ditimbun; 
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7. Dan sejak raendem berturut-turut selama 3 (tiga) hari dilakukan 

Ngunya yaitu mendoakan Pitra/Roh dari orang yang meninggai secara 

bersama-sama di rumah duka. 

 

B. Metitip di Agni/Agni Pralina (Sawa Diperabukan)  

1. Menentukan terlebih dahulu apakah perabuan ini akan menggunakan 

kayu atau kremasi. Jika menggunakan kayu maka yang utama kayu 

Cendana, Madyama adalah kayu Majegau (gaharu), Kanistama adalah 

kayu Aba atau sembarang kayu; 

2. Sesudah sampai di Setra maka Bendusa ditaruh pada tempat yang 

sudah disediakan, Bendusa dibuka begitu juga jenazah dibuka 

mukanya siap untuk diupacarai; 

3. Adapun banten sama dengan upacara Nitip di Pertiwi, hanya 

perbedaanya untuk Sedahan Setranya adalah Sang Hyang Berawi 

yaitu Sedahan Pemuhun; 

4. Setelah Puja Astuti oleh Pamangku (Eka Jati) kemudian mulai 

pemercikan tirtha seperti halnya Mertiwi (Metitip di Prtiwi) dan 

penyuguhan Saji Punjungan untuk Pitara. Setelah itu baru keluarga 

melaksanakan pemuspan; 

5. Setelah selesai itu dilaksanakan Presawya yaitu memutar bendusa tiga 

kali ke arah kiri lalu sipa untuk dimasukkan ke dalam krcmatorium 

kalau di kremasi atau ke pembakaran dengan kayu; 

6. Jika sawa itu sudah habis terbakar menjadi abu lalu disiram dengan air 

tawar, setelah dingin abu tulang (asti) diambil dan dikumpulkan yaitu 

masing-masing 1 tamas untuk tulang bagian kepala, 1 tamas untuk 

tulang bagian badan dan tangan dan 1 tamas lagi untuk bagian kaki. 

Ketiga bagian tulang yang berada di dalam tamas itu ditaruh 

beralaskan kain putih dengan susunan tulang kepala bagian atas, 

tulang badan dan tangan bagian tengah dan tulang kaki pada bagian 

bawah. Alas semua ini adalah tikar pandan; 

7. Setelah diberi saji maka abu tulang itu kemudian dibungkus menjadi 

satu dengan kain putih untuk dihanyutkan ke laut; 

8. Pada upacara mekingsan di Agni (Agni Pralina) tidak membuat Puspa 

Asti tetapi Sekah Tunggal yaitu kain pembungkus abu tulang itu 

dibuat seperti prucut bentuk bunga disisipi Kawangen; 

 

Ngelungah 

1. Jenazah bayi/anak yang sudah bersih dibawa ke Setra yaitu tempat 

dimana akan dikuburkan; 

2. Upacara Ngelungah dilakukan oleh Pamangku (Eka Jati) dengan 

terlebih dahulu matur piuning ke Pura Dalem, membawa Pejati untuk 

mohon Tirtha Pengrapuhan ke Pura Prajapati dan Upakara untuk 
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Sedahan Setra dimana Sawa (jenazah) bayi/anak akan 

dipendem/dikuburkan; 

3. Bangbang (liang hahat) terlebih dahulu diprayascita dan sawa 

(jenazah) bayi/anak diletakkan didekat bamngbang pada tempat 

upacara yang sudah disediakan; 

4. Banten unluk kepentingan Ngelungah disiapkan yaitu banten untuk 

bangbang, banten untuk rare/anak, dan Prajapati untuk Sang Hyang 

Siwa Raditya; 

5. Setelah Puja Astuti selesai dilakukan oleh Pamangku maka kemudiau 

dilanjutkan dengan pemercikan Tirtha: Penglukatan dan Tirtha 

Pabersihan. Penyuguhan Sesaji untuk Pitra Rare dan diteruskan 

dengan pemercikan Tirtha (Nyuh Nyumulung) sebagai pemberian 

restu kepada Bayi/Rare itu maka percikkan juga Tirtha dari Pura yang 

bersangkutan, Pura Kawitan (Kemulan), Pura Dalem atau Prajapati 

dan terakhir Tirtha Pengrapuhan. Dengan demikian maka selesailah 

upacara Ngelungah; 

6. Sawa bayi/anak kemudian dipendem berikut sesaji untuk Pitra rare 

lalu ditimbun dengan tanah dan kuburannya dirapuh atau diratakan. 

 

VII.  Pemberangkatan Bcndusa (Peti Jenazah) 

1. Dalam perjalanan Bendusa ke Setra atau Kremasi, rombongan yang 

pertama adalah yang membawa Penuntun dan Sekar Ura. Kemudian 

Bendusa, rombongan keluarga, rombongan warga banjar/paguyuban dan 

terakhir kerabat lainnya; 

2. Posisi Bendusa diusung dengan posisi bagian kaki berada didepan dan 

bagian kepala berada dibelakang. Jika menggunakan mobil jenazah 

maka bagian kepala berada didepan dan bagian kaki di belakang; 

3. Sesampainya di kuburan atau di tempat Kremasi dilanjutkan dengan 

upacara sesuai drestha. 

 

VIII.  Penutup 

Demikianlah pedoman pelaksanaan Pirta Yajn╢a yang dijadikan acuan agar 

tidak terjadi tumpang tindih atau ragu-ragu lagi dalam melaksanakan kegiatan 

Pitra Yajn╢a. 

 

Daftar Pustaka 

1. Pustaka Lontar Pratekaning Wang Mati, tentang Upacara dan Tata Cara Merawat 

Sawa (jenazah); 

2. Pustaka Lontar Sastra Kepatian, tentang Surating Wong Mati; 

3. Pustaka Lontar Janrna Prawrti, tentang Pelaksanaan Sawa (Jenazah) Mekingsan 

di Agni dan Mertiwi; 

4. Pustaka Lontar Empu Lutuk Aben tentang upakara Sawa Wedana; 
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5. Surayin, Ida Ayu Putu, 2004, Upakara Yajn╢a Pitra Yajn╢a. Paramita Surabaya; 

6. Parisada Hindu Dharma Indonesia OKI - Jakarta, 2003, Buku Pedoman 

Pelaksanaan Pitra Yajn╢a, Jakarta; 

7. Keputusan PHDI Pusat No.0198/Parisada-P/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004 

dan Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Nopember 

DJV/D1.V.II/5/BA.03.1/1718/2004 tanggal 10 Nopember 2004. tentang Doa 

Pitra Puja; 

8. Retha, I Putu, Kidung Pitra Yajn╢a, Rhika Dewata, Singaraja - Bali. 

 

LAMPIRAN  

Kidung Pitra Yajnᶅa 

A. Kidling Rikala Mabersih (Nangining Layon/Sawa. 

1. Atha sedengira mantuk sang sura laga ringhayun, 

Tucapa haji Wiratan karyasa nangisi weak, 

Pinahajengnira lay wan sang putranalap iniwo, 

Pada lituhajeng anwam lwir kandarpa pina telu. 

2. Lalu laraniran asasambat sang putranira pejah, 

Laki bi sira sumungkem ring putra luru kinusa, 

Ginamelira ginantikang laywan lagi ginugah, 

Inutusira masabda kapwajaran bibi haji. 

 

B. Nyiraman Layon/Sawa. 

1. Bala ugu dina melah manuju tanggal mwang sasih, 

Pan Brayut panamaya asisig adyus akramas, 

Sinalinan wastra petak mamusti madayang batis, 

Sampun puput maprayoga kaswen ngemasin palatra. 

2. Ikang layon ginosongan istrine tumut asatya, 

De pamahayune matingkah eteh-eteh sang palatra, 

Toya hening pabersihan misi ganda burat wangi, 

Lengise pudak sategal sumar ganda serbuk harum. 

3. Pusuh menuhe utama malem sampun macawisan, 

Satekaning don intaran bebek wangi lengis kapur, 

Monmon mirah windusara waja meke Panca datu, 

Don tuwung suba masmar skapa kalawan taluh. 

4. Buku-buku panyolasan pagamelane salaka, 

Kawangene panylawean gegalenge satak keteng, 

Sampun puput pabersihan winaletan dening kasa, 

Tikeh halus wijil jawa, lante maulat penyalin. 

5. Tatindihe sutra petak minuruban sarwa kasa, 
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Anak putunya ngebakti ibunya mungguh ring hayun, 

Ginosongan punang laywan len kidung mawanti-wanti; 

Bedil kulkul tan karengwan gong gambang gender lan angklung.  

 

Disamping Kidung ini, masih banyak kidung, kakawin dan sloka lainnya, yang dapat 

digunakan, berkaitan dengan upacara Pitra Yajn╢a 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONE SIA 
Nomor: 08/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

TATA CARA PELAKSANAAN SUDDHI VADANI  

 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan perkawinan 

agama Hindu, kawin dengan lain Agama dipandang perlu 

melakukan Suddhi Vadani; dan 

b. bahwa berhubung dengan itu Lembaga terkait khususnya 

Parisada Hindu Dharma Indonesia menjelaskan tata cara 

Suddhi Vadani. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN SUDDHIVADANI.  

Pertama : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Daerah untuk 

mensosialisasikan kepada umat Hindu tentang Tata Cara 

pelaksanaan Suddhi Vadani. 

Kedua : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 74  

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 08/Kep/Pa.A. Parisada/X/2009 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Suddhi Vadani 

 

 

TATA CARA PELAKSANAAN SUDDHI VADANI  

 

1. Pengertian Suddhi Vadani 

Secara ethimologi suddhi Vadani berasal dari kata suddhi dan Vadani. Suddhi 

dari bahasa Sanskerta (f), yang berarti penyucian, persembahan, upacara 

pembersihan. Kata yang sepadan dengan suddhi adalah suddha (mfn), yang 

berarti bersih, suci, cerah, putih tanpa cacat atau cela. Baik kata suddhi maupun 

suddha berasal dari akar kata kerja suddh (kl. I, Paras, Atm.), yang berarti 

membersihkan, menyucikan, menjadi bersih, suci. Vadani secara gramatikal, 

berasal dari kata benda vada (mfn) yang berarti perkataan, pembicaraan, yang 

dalam kata majemuk, kata vada itu hanya terpakai sebagai kata terakhir, misalnya 

Priyamvada yang berarti berbicara dengan baik atau dengan pantas. 

 

Vadani (nom./vok,plur.n) berarti banyak perkataan, banyak pembicaraan. Adapun 

bentuk-bentuknya seperti: vadana (n) atau vadana (f) yang dapat berarti muka, 

mulut, prilaku/ cara berbicata. Vadanya (mn) atau vadanya (f) yang berarti fasih 

bicara, ramah, banyak berbicara. Dengan memperhatikan arti kata suddhi dan 

Vadani tersebut, maka suddhi Vadani dapat diartikan dengan kata-kata 

penyucian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa upacara Suddhi Vadani adalah 

upacara dalam Hindu sebagai pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji 

seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati suci menyatakan dirinya sebagai 

penganut Agama Hindu. 

 

Dalam pengukuhan ini yang menjadi saksi utama adalah Hyang Widhi Wasa 

(Tuhan), yang bersangkutan sendiri dan Pimpinan Parisada Hindu Dharma 

Indonesia atau yang ditunjuk untuk mewakili acara dimaksud. 

 

2. Kedudukan Upacara Suddhi Vadani dalam Hukum Hindu 

Sebelum dikemukakan bagaimana kedudukan upacara suddhi Vadani dalam 

hukum Hindu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian hukum 

Hindu itu sendiri. Di dalam sastra Hindu dijumpai beberapa istilah hukum seperti 

Widhi, Drsta, Acara, Agama, Wyawahara, Nitisuara, Rajaniti, Arthasastra, dan 

lain sebagainya. Bentuk hukum yang mumi disebut Rta. Bentuk hukum ini adalah 

absolut transendental, sedangkan bentuk hukum yang dijabarkan ke dalam 

amalan manusia disebut Dharma. Hukum Agama yang disebut Dharma ini 
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bersifat relatif, karena selalu dikaitkan dengan pengamalan manusia dan karena 

itu bersifat mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai kebahagiaan, 

kesejahteraan didalam hidupnya. 

 

Di dalam Veda dinyatakan bahwa, mula-mula setelah Tuhan menciptakan alam 

semesta ini, kemudian oleh Tuhan diciptakan hukumnya yang mengatur 

hubungan antar partikel yang diciptakan-Nya. Sekali Tuhan tentukan hukumnya 

untuk selanjutnya demikianlah jalannya hukum itu untuk selama-lamanya. 

 

Dalam ilmu sosial, konsepsi hukum itu kemudian berkembang dalam dua istilah 

yaitu; hukum alam dan hukum bangsa. Hukum alam disebut Rta, sedangkan 

hukum Bangsa disebut Dharma yang bentuknya berbeda-beda menurut adat 

setempat, karena itu istilah Dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya di 

semua tempat, melainkan dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. 

Rta dipandang sebagai landasan idiil, sedangkan Dharma adalah bentuk hukum 

yang ingin diterapkan dalam pengaturan masyarakat di dunia. 

 

Dharma sebagai istilah hukum mencakup dua pengertian yaitu: 

1. Berarti norma; 

2. Berarti keharusan yang kalau tidak ditaati akan mendapatkan sangsi. 

 

Karena itulah Dharma dalam artian hukum, paling banyak dipergunakan yang 

bertujuan untuk mengatur lembaga antar manusia di dalam menciptakan 

kesejahteraan duniawi. dan kebahagiaan rohani. 

 

Pada dasarnya Dharma sebagai sumber hukum Hindu berakar dari lima sumber, 

yaitu: 

1. Sruti  

Kata Sruti berarti wahyu yang memuat berbagai keterangan yang 

disampaikan untuk dijadikan pegangan yang memuat tentang puji-pujian ke 

hadapan Hyang Widhi, kegaiban alam semesta, penjelasan alam semesta, 

kemasyarakatan, rumah tangga, silsilah dewa-dewa, leluhur dan sebagainya. 

 

Dengan demikian Sruti yang merupakan wahyu dari Tuhan, kebenarannya 

tidak disangsikan lagi oleh penganutnya (Hindu). Hal ini diperkuat lagi 

dalam Manawa Dhannasastra 11.10. berikut: 

ñSrutistu vedo vijneyo, dharmasastram tu vai smrtih te 

scirvartheswamimamsye, tabhyam dharmohi nirbabhauò 

Artinya: 

Sesungguhnya Sruti (Wahyu) adalah Veda, demikian pula Smrti adalah 

Dharma Sastra, keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun, 
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karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari ajaran Agama 

Hindu (Dharma). 

 

2. Smrti  

Sebagaimana halnya Sruti, Smrti juga sebagai sumber hukum Hindu. Yang 

tergolong Smrti adalah nama-nama kelompok buku yang merupakan hasil 

pemikiran dan ditulis berdasarkan interpretasi Veda dan telah dijadikan 

panutan sejak berabad-abad oleh orang yang tergolong Sista. 

 

Kitab Smrti terdiri dari Vedangga dan Upaveda. Di dalam Upaveda terdapat 

Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwaveda, dan Dharmaveda. 

 

3. Sila 

Sila adalah etika yang diterima secara umum oleh orang-orang yang bijak 

dan suci, sedangkan etika adalah tingkah laku seseorang, meliputi cara 

berbicara, cara berbuat, serta alam pikiran yang diucapkan atau yang 

diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku. Sila sebagai sumber dharma pada 

dasamya tidak tertulis, tetapi lambat laun dapat dibukukan. Untuk mencapai 

sila sebagai salah satu nilai penting dalam masyarakat, perlu disusun kitab-

kitab yang memuat norma-norma yang kemudian disebut Sasana, sehingga 

dalam pemakaian istilah sehari-hari seringkali dua istilah itu digabungkan 

menjadi satu kata majemuk yaitu ñSila Sasanaò seperti: Lontar Putra Sasana, 

Wrti Sasana, Siwa sasana, Sila sasana. Dalam praktek kehidupan Agama 

Hindu sehari-hari kitab tersebut tadi tetap menjadi pedoman atau sumber 

dharma yang mengatur soal etika sebagai salah satu ajaran Dhanna. 

 

4. Sadacara atau Acara 

Acara adalah adat kebiasaan setempat yang telah diterima dan dijadikan 

sebagai bagian dari kepercayaan oleh masyarakat di mana mereka tinggal. 

Agama Hindu memberi pengakuan yang tegas tentang Acara sehingga 

dengan pengakuan itu, adat setempat diakui sebagai sumber Dharma. 

 

Hal ini ditegaskan oleh Manawa Dharmasastra Buku VIII. 46 sebagai 

berikut: 

ñSadbhiracaritam yatsyad, dharmakaisca dvijati bhih, taddesakula 

jatinam, aviruddham prakalpciyetò 

Apa yang mungkin telah dijalankan oleh orang-orang yang bajik, oleh orang-

orang dwijati karena patuh kepada hukum, itu akan ditetapkan menjadi 

undang-undang, bila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dari 

suatu daerah, keluarga dan keturunan. Dengan kalimat ñbila tidak 

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dari suatu daerah, keluarga dan 
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keturunan mengandung pengertian bahwa acara atau kebiasaan setempat 

patut dihormati sebagai sumber Dharmaò. 

 

5. Atmanastusti 

Atmanastusti artinya memberi kebahagiaan pada seseorang atau diri sendiri. 

Karena pengertian Atmanastusti bersifat relatif dan tidak sama ukuran 

kepuasan seseorang, maka dasar ukurannya adalah melalui ajaran 

musyawarah atau parisada. 

 

Timbulnya ajaran Atmanastusti adalah didasarkan pada keyakinan bahwa 

tidak semua hal diatur dengan tegas dalam Veda, sehingga perlu ada 

pemecahannya apabila belum diatur secara tegas atau ada peraturan yang 

berbeda, maka azas dan teori Atmanastusti inilah yang diperlukan. Ajaran 

Atmanastusti memberi dasar hukum atau kedudukan yang kuat kepada 

Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga keagamaan 

yang penting dalani masyarakat Hindu. 

 

Dari penjabaran konsepsi hukum menurut Veda dan sumber- sumber Dharma 

tersebut tadi, yang kesemuanya bertujuan mengatur kehidupan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, maka kedudukan upacara Suddhi 

Vadani dalam hukum Hindu juga diakui dan dapat diterima oleh masyarakat 

umat Hindu karena sudah memiliki dasar hukum. Timbulnya pemikiran 

untuk melaksanakan upacara Suddhi Vadani karena dihadapkan oleh 

kenyataan adanya pengalihan Agama dari Agama bukan Hindu menjadi 

penganut Hindu baik melalui proses perkawinan maupun atas dasar kemauan 

sendiri. Dalam ajaran Hindu setiap orang yang mulai masuk menjadi 

penganut Hindu, kepadanya wajib melaksanakan upacara Suddhi Vadani. 

 

Di sinilah berlaku azas atau teori Atmanastusti yang menjadi salah satu 

sumber Dharma. Dengan diterimanya upacara Suddhi Vadani sebagai 

upacara pengukuhan ucapan, maka seseorang yang sudah melaksanakan 

upacara Suddhi Vadani sudah syah menjadi penganut Hindu sebagaimana 

halnya penganut Hindu yang lain. Bagi mereka diwajibkan untuk mentaati 

dan menjunjung tinggi ajaran Agama Hindu. Hal ini sebagai bukti upacara 

Suddhi Vadani memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berlandaskan pada 

ajaran Atmanastusti sebagai salah satu sumber Dharma dan bukan semata-

mata dibentuk untuk mengikuti ajaran Agama lain, seperti: Peng-Islaman 

bagi penganut Islam, pembaptisan bagi penganut Kristen. Kemudian 

bagaimana kedudukan upacara Suddhi Vadani dalam Undang-Undang 

Perkawinan No.l Th.1974? Undang-Undang Perkawinan No.l Th.1974, yang 

resminya berlaku pada tanggal, 2 Januari 1975 dan berlaku secara efektif 

pada tanggal, 1 Oktober 1975. Undang-undang ini merupakan Undang-

Undang perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara dari 
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wilayah Indonesia. Sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional, undang-

undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan 

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi 

berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang ini 

memberi peranan yang sangat menentukan syah tidaknya suatu perkawinan 

kepada hukum Agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, 

disamping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur 

hukum adat. Keadaan sebagaimana dimaksud nampak jelas dalam pasal 2 

ayat 1 yang menjadikan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing 

sebagai ukuran untuk menentukan syah tidaknya suatu perkawinan. 

Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum Agama ini akan lebih 

jelas lagi bila dibaca pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: 

ñPerkawinan adalah syah apabVa dilakukan menurut hukum 

masing-masing Agamanya dan kepercayacmnya ituò (Undang- 

Undang perkawinan 1974.31)ò. 

Atas dasar tersebut untuk diterimanya perkawinan antar pasangan yang 

berbeda Agama baik oleh hukum Hindu maupun oleh Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974, maka calon mempelai yang belum beragama Hindu 

terlebih dahulu wajib melaksanakan upacara Suddhi Vadani, maksudnya 

kedua mempelai disatukan Agamanya menjadi Agama Hindu, bila sudah 

melaksanakan Upacara Suddhi Vadani tidak lagi dikenal istilah perkawinan 

antar Agama hal ini berarti perkawinan sudah dapat diterima oleh Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 2 ayat (1) 

memberikan status hukum perkawinan antar pasangan yang berbeda Agama. 

Karena Undang-undang Perkawinan ini menggantungkan sahnya suatu 

perkawinan kepada hukum Agama dan kepercayaan masing-masing 

pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya 

juga didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur 

menurut hukum Agama dan kepercayaan itu. 

 

Tata Cara Pelaksanaan Upacara Suddhi Vadani 

A. Persyaratan Administrasi 

Bagi seseorang yang akan melaksanakan upacara Suddhi Vadani, baik yang 

dilakukan oleh perorangan maupun kolektip (massal) diwajibkan terlebih dahulu 

memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya: 

1. Membuat surat pernyataan untuk menganut Agama Hindu, tanpa ada tekanan 

atau paksaan dari pihak lain. 

2. Membuat surat permohonan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia 

setempat atau lembaga adat untuk pensuddhian. 
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3. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan foto copy 

Kartu Tanda Penduduk. 

4. Adanya saksi-saksi dalam pelaksanaan upacara Suddhi Vadani. Dalam 

pelaksanaan upacara Suddhi Vadani tidak ditentukan batas umur bagi calon 

yang akan disuddhikan karena upacara ini bersifat sebagai penyucian lahir 

batin seseorang. 

 

B. Sarana Upacara 

Setiap upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu selalu ditunjang dengan 

sarana yang disebut upakara yang umumya dalam bentuk materi. Adapun yang 

dikatagorikan pokok-pokok upakara yang sudah lazim digunakan oleh umat 

Hindu adalah: 

1. Berwujud dedaunan, seperti: daun kelapa, daun enau, daun pisang, daun sirih 

dan lain-lainnya. 

2. Berwujud buah-buahan, seperti: buah kelapa, beras/padi, pinang, kacang-

kacangan dan lain-lainnya. 

3. Berwujud bunga-bungaan atau kembang. 

4. Berwujud air. 

 

Memperhatikan jenis-jenis upakara yang digunakan, jelas sekali tidak 

menyimpang dengan apa yang digariskan Bhagavad Gita IX.26 berikut ini: 

ñPattram puspam phalam toyamyo me bhaktya prayachchati, tad 

aham bhaktyupahritam asnami prayatatmanahò 

Artinya: 

Siapa yang sujud kepada-Ku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum 

bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air. Aku terima sebagai bakti 

persembahan dari, orang yang berhati suci. 

 

Sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu bertujuan untuk mengarahkan 

dan menuntun pikiran seseorang untuk memuja Hyang Widhi penuh dengan 

ketenangan. Mengingat sarana upacara yang digunakan diatur sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan nilai estetika yang mengagumkan baik dari segi lahiriah 

maupun batiniah. 

 

Perlu diketahui, didalam penggunaan sarana upacara pada saat melangsungkan 

upacara Suddhi Vadani, bukannya besar atau kecilnya upakara yang dijadikan 

tolok ukur sebagai pengesahan, melainkan ketulusan hati dan kesucian pikiran 

dari yang melaksanakan dan mengikuti upacara Suddhi Vadani tersebut. Upacara 

yang dilaksanakan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada 

lokasi/daerah masing-masing, sepanjang tidak menyimpang dari apa yang telah 

disurat dalam ajaran Agama Hindu. 
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Sesuai dengan hasil Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek- aspek 

Agama Hindu yang diselenggarakan tanggal, 18 s/d 20 Februari 1982 ditetapkan 

adanya 3 (tiga) tingkatan atau kategori sarana upacara Suddhi Vadani, yaitu: 

a. Menggunakan upakara/banten, seperti: prayascita, tataban, penggunaan 

sarana termasuk tingkatan paling besar (uttama). 

b. Menggunakan sarana berupa: bunga, bija dan bhasma. Penggunaan sarana ini 

sudah termasuk tingkatan sederhana (madyama). 

c. Menggunakan sarana berupa: bunga, bija, air. Penggunaan sarana ini sudah 

termasuk tingkatan kecil (kanistha). 

 

Disamping itu penggunaan Api dalam bentuk dupa dan dipa, mengucapkan 

mantram penyucian diri: OM, SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, W A, Y A, AM, 

UM, MAM, OM tetap dilaksanakan baik upacara tersebut dalam tingkatan besar, 

sederhana maupun kecil. 

 

Adapun makna dari penggunaan sarana upacara pada saat Suddhi Vadani adalah: 

1. Beyakala: untuk melenyapkan segala kekotoran sehingga menumbuhkan 

kesucian diri seseorang, terhindar dari roh jahat dan sejenisnya. Disamping 

itu upakara Beyakala merupakan simbolisasi untuk melenyapkan pengaruh 

bhutakala yang bercokol pada tubuh seseorang, dengan upacara Beyakala ini 

diharapkan calon yang sudah disuddhikan dapat meningkatkan kesucian 

dirinya. 

2. Prayascita: berfungsi sebagai pembersihan secara lahir batin seseorang, dari 

segala kotoran. Prayascita mempiinyai arti simbolisasi sebagai penyucian 

pikiran, dengan kekuatan dan kemahakuasaan para Dewa sinar sucinya 

Hyang Widhi semua hal yang bersifat negatif dapat dilenyapkan dari fisik 

seseorang sehingga atma yang bersemayam dalam diri pribadi dapat 

memancarkan sinar sucinya. 

3. Tataban/Ayaban: berfungsi sebagai persembahan kepada Hyang Widhi 

sebagai pemyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang 

melaksanakan Upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa 

sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih 

dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. 

4. Bunga/Kenibang: dipakai sebagai pernyataan rasa bhakti yang tulus ikhlas 

kehadapan Hyang Widhi serta para leluhur. Hal ini terbukti bunga/kembang 

yang digunakan adalah bunga yang segar dan harum. 

5. Bija : berfungsi untuk mensucikan pikiran, perkataan dan perbuatan (bayu, 

sabda, idep). Bija yang dibuat dari beras yang dicampur dengan air cendana, 

kemudian diberikan puja mantra oleh pandita diyakini oleh umat Hindu 

sebagai simbol benih yang suci dan sempurna, dengan harapan kesucian itu 

dapat tumbuh berkembang memancar pada diri seseorang. Karena itu Bija 

digunakan pada pusat titik matinya tubuh manusia, seperti pada dahi, hulu 

dada, pelipis dan ditelan. 
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6. Bhasma: dibuat dari tepung cendana dicampur dengan air, sebagai 

simbolisasi peleburan terhadap segala perbuatan yang tidak baik dan 

kecemaran pikiran. 

7. Air : sebagai simbolisasi peleburan dosa dan melenyapkan noda-noda 

sehingga badan menjadi bersih dan suci, memohon kesehatan, ketentraman 

dan kebahagiaan lahir batin. Air yang sudah disucikan dengan puja mantra 

oleh pandita disebut dengan Tirtha, penggunaannya dipercikkan diatas 

kepala (ubun-ubun), diminum, diraup dimuka sebagai pembersihan bayu, 

sabda dan idep. 

8. Api : berfungsi sebagai lambang sinar suci Hyang Widhi yang menyinarialam 

semesta beserta isinya dengan penuh kebijaksanaan dan memberi kehidupan 

kepada alam semesta, sebagai perantara yang menghubungkan antara pemuja 

dengan yang dipuja, sebagai pembasmi segala kotoran dan mengusir roh 

jahat dan sebagai saksi upacara di dalam kehidupan umat Hindu. 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa sloka sebagai berikut: 

ñAgne naya supatharaye asman, viswa ni denavayunani vidwan, 

Yuyudhy as mayjuhura am, Enobhuyistam tena ma uktim vidhema 

(Isa Upanisad, 18)ò. 

Artinya: 

Oh Tuhan, kuat laksana api, Maha Kuasa, tuntunlah kami semua, segala yang 

hidup kejalan yang baik, segala tingkah laku menuju kepada-Mu yang 

bijaksana, jauhkan dari jalan yang tercela yang jatuh dari pada-Mu, baik 

penghormatan maupun kata-kata yang hamba lakukan. 

 

ñBrahmarpanam Brahma Hawir Brhamagnau brahmana hutam, 

Brahmaiva tena gantawyam, Brahma karma samadhina. (Bhagavad 

Gita IV. 24).ò 

Artinya: 

Kepada Brahman persembahan ini, Brahma adalah mentega, persembahan 

api adalah Brahman, Huta adalah Brahman, kepada Brahmanlah dia harus 

menghadap, dengan meditasi atas karya Brahman. 

 

ñDaiwa ewa pare yajham Yoginah paryu pasate, Brahmagnan 

apare Yajnᶅam Yajhaivo pajuhvati. (Bhagavad Gita IV. 25).ò 

Artinya: 

Beberapa yogi memuja Dewata mempersembahkan sesajen itu kepada api 

Yajn╢a. 
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ñGartahawana didivah pratisma risa to daha, Agni tvam 

raksasvinah. (Rig Veda I. 4. 12).ò 

Artinya: 

Oh Agni yang bercahaya, kepadamu minyak suci dipersiapkan menyala, 

menumpas musuh yang dilindungi. 

 

ñKavimagnimupastuhi satya dharman, maddvare devamiva- 

catanam (Rig Veda I. 4. 7).ò 

Artinya: 

Agni kami puja dalam yajn╢a, Pendeta yang selalu berbuat benar, Dewa yang 

melenyapkan segala kepalsuan. 

 

ñSanah pavaka didivogne devam iha, vaka upa Yajnᶅam haviscanah 

(Rig Veda I.4.10).ò 

Artinya: 

Bawalah yang demikian itu kepada persembahan, yajn╢a kami Agni 

menyucikan, undanglah para Dewa pada persembahan kami. 

 

ñUpa tvagne dive dive dosa vastradhiya, vayaln namo bharanta 

emasi. (Rig V eda I. Suk. I. 7).ò 

Artinya: 

Kepada-Mu siang malam, Agni tiap hari dengan puja membawa kemuliaan, 

kami menghadap. 

 

ñSanah piteva sunavigne suparyano bhava, sucas vanah svastaye. 

(Rig Veda I. Suk.I.9).ò 

Artinya: 

Ijinkan kami mendekati-Mu dengan mudah, seperti ayah dengan anaknya, 

Agni sertailah kami untuk kebahagiaan kami. 

 

5. Pelaksanaan Upacara 

Pelaksanaan upacara bagi umat Hindu dari satu daerah dengan daerah 

lainnya memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri, yang disesuaikan dengan 

corak budaya serta nalar masing-masing individu. Demikian juga 

pelaksanaan upacara Suddhi Vadani memiliki perbedaan di setiap daerah di 

Indonesia. 

 

Adapun pelaksanaan upacara Suddhi Vadani yang lazim dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Yang bersangkutan (orang yang akan disuddhikan), mengajukan 

permohonan pensudhian kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia 

setempat, dengan melampirkan surat pemyataan masuk Agama Hindu 

dan pas foto. 

2. Pihak Parisada sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara Suddhi 

Vadani menunjuk salah seorang rohaniawan untuk memimpin upacara, 

mempersiapkan upakara dan tempat pelaksanaan upacara. 

3. Setelah ditentukan pemimpin upacara, upakara, tempat upacara, Parisada 

memanggil calon yang akan disuddhikan, biasanya tempat pelaksanaan 

upacaranya adalah di Pura atau tempat suci yang dipandang cocok untuk 

melangsungkan acara dimaksud. 

4. Setelah semua persiapan dilakukan, pemimpin upacara terlebih dahulu 

mengantarkan upakara itu dengan puja mantra kehadapan Hyang Widhi 

beserta manifestasi-Nya yang dipusatkan pada bangunan suci 

Padmasana. 

5. Kepada calon yang akan mengikuti pensuddhian diharapkan sudah siap 

lahir batin, persiapan lahir dengan terlebih dahulu mandi, keramas serta 

mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Sedangkan persiapan batin 

yang patut dilakukan adalah memantapkan bhakti dan menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada Hyang Widhi sebagai saksi agung. 

6. Sebelum nemasuki halaman tempat suci, terlebih dahulu dilaksanakan 

upasara Beyakala, agar yang disuddhikan dibersihkan dari pengaruh 

Bhutakala yang bercokol pada tubuh yang bersangkutan. Doanya: 

ñOm kaki bhuta penampik lara, kaki bhuta penampik klesa, 

nguaduraken bhaya kalaning manusaning hulun. Om ksama 

sampuma ya namah swahaò. 

7. Setelah melaksanakan upacara Beyakala, orang yang disuddhikan 

diantar masuk ke dalam tempat suci, kemudian dilakukan upacara 

prayascita. Upacara ini bertujuan agar yang bersangkutan dapat 

dibersihkan dan disucikan dari kotoran sehingga Atma yang 

bersemayam dalam diri pribadinya dapat memancarkan sinamya. 

Doanya: 

ñOm Sri Guru Saraswati, sarwa roga, san m papa, sarwa klesa, 

sarwa kali, kuluwasa ya namah swaha.ò 

8. Upacara selanjutnya adalah persembahan upakara berupa Tataban atau 

Ayaban sebagai pemyataan terima kasih ke hadapan Hyang Widhi. 

Doanya: 

ñOm Bhuktyantu sarwato dewa bhuktyantu triloka natham saganah 

sapariwarah, sawarga sadhasidasah.ò 
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9. Setelah selesai menghaturkan upakara, pemimpin upacara membacakan 

pemyataan yang sudah ditulis oleh yang melakukan Suddhi Vadani, 

kemudian ditirukan dengan seksma. Adapun bunyi surat pemyataan 

yang ditulis pada blangko surat pemyataan oleh calon Suddhi Vadani 

adalah sebagai berikut: 

a. Om Tat Sat ekam eva advityam Brahman (Hyang Widhi Wasa 

hanya satu tidak ada duanya). 

b. Satyam eva jaya te (Hanya kebenaran yang jaya/menang). 

c. Dengan melaksanakan ajaran Agama Hindu kebahagiaan pasti akan 

tercapai. 

 

Kemudian selesai mengucapkan pemyataan tersebut, yang disudhikan 

disumh menepati pemyataannya itu dengan mengucapkan janji sebagai 

berikut: 

a. Bahwa saya akan tunduk serta taat pada hukum Hindu. 

b. Bahwa saya tetap akan berusaha dengan sekuat tenaga, pikiran, dan 

batin untuk dapat memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu. 

 

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keterangan 

Suddhi Vadani, oleh yang bersangkutan maupun oleh para saksi-saksi. 

 

10. Setelah penandatanganan selesai dilanjutkan dengan persembahyangan 

bersama yang dipimpin oleh pemimpin upacara guna memohon 

persaksian dan restu dari Hyang Widhi. Adapun rangkaian 

persembahyangannya sebagai berikut: 

a. Menyembah tanpa sarana (tangan kosong) yaitu tangan dicakupkan, 

diangkat sejajar ubun-ubun. 

Mantramnya: 

Om Atma tattvatma sdhamam svaha 

Artinya: 

Hyang Widhi yang merupakan Atma dari Atma Tattva, sucikanlah 

hamba. 

 

b. Menyembah dengan bunga/kembang 

Tangan menjepit bunga, ujung jari sejajar ubun-ubun ditujukan 

kehadapan Siwa Raditya, manifestasi Hyang Widhi sebagai Dewa 

Surya untuk menyaksikan semua persembahan manusia. 

Mantramnya: 

Om Aditisyaparamjyoti, raklalejo namastute, svetapangkaja 

madhyastha, bhaskaraya namastute, Ompranamya bhaskaro devah, 

sarwa klesa vinasanam, prcmamyaditya sivartham, bhukti mukti 
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varapradham, Om Hrang Hring Sab Parama Sivaditya ya namah 

swaha. 

Artinya: 

Hyang Widhi, hamba memujaMu dalam manifestasi sinar Surya 

yang merah cemerlang, berkilauan cahaya-Mu, Engkau putih suci 

bersemayam di tengah-tengah laksana teratai, Engkaulah Bhaskara 

yang hamba puja selalu. 

 

Hyang Widhi, Bhaskara sumber segala sinar, hamba menyembah-

Mu, semoga segala dosa dan noda yang ada pada jiwa hamba 

menjadi sirna. 

 

Dikau adalah sumber segala keperluan hidup, pembawa 

kesejahteraan jasmani dan rohani. Hamba memuja Hyang Widhi 

sebagai asal dari semua ciptaan. 

 

c. Menyembah dengan Kwangen 

Jari-jari menjepit Kwangen, diangkat sejajar ubun-ubun sehingga 

permukaan kwangen berada lebih tinggi dari ubun-ubun. Pemujaan 

dengan kwangen ini ditujukan kehadapan Hyang Widhi dalam 

manifestasi-Nya sebagai Ardanareswari. 

Mantramnya: 

Om, namo devaya adhisthanaya, sarva vyapivai sivaya, padmasana 

eka pratisthaya, ardhanaresvatyai namo namah svaha 

Artinya: 

Hyang Widhi hamba memuja-Mu sebagai sumber sinar yang hamba 

muliakan, hamba memuja Dikau sebagai Siwa penguasa semua 

makhluk, bertahta pada Padmasana sebagai satu-satunya penegak. 

Engkaulah satu-satunya wujud tunggal Ardanareswari yang hamba 

hormati. 

  
d. Menyembah dengan Kwangen 

Tangan menjepit Kwangen, ujung jari sejajar ubun ubun ditujukan 

kehadapan Hyang Widhi guna memohon anugrah. 

Mantranya: 

Om Nugrahaka manohara devadatta migrahaka arcanam 

sarvapujanam, namah sarvanugrahaka. Dewa-dewi mahasiddhi, 

Yajnᶅa ngga nirmalatmaka, laksmi sidhisca dhirgayuh, nirvignam 

sukha vrdhisca. Om ghrim anugraharcana ya namo namah svaha, 

Om ghrim anugraha manoharaya namo namah svaha 
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Artinya: 

Hyang Widhi, limpahkanlah anugrah- Mu yang meng- gembirakan 

pada hamba, Hyang Widhi maha pemurah yang melimpahkan 

segala kebahagiaan, yang dicita-citakan serta dipuji-puji dengan 

segala pujian. Hamba puja Engkau yang melimpahkan segala 

macam anugrah, sumber kesiddhian semua dewata yang semua 

berasal dari Yajn╢a kasih sayang- Mu. Limpahkanlah kemakmuran, 

kesiddhian, umur panjang serta keselamatan. Hamba puja Dikau 

untuk dianugrahi kebhaktian dan kebahagiaan. 

 

e. Menyembah tanpa sarana 

Tangan dicakupkan diangkat sejajar ubun-ubun sembah terakhir ini 

bertujuan untuk mengembalikan sifat Tuhan yang telah berkenan 

memberi anugrah. 

Mantramnya: 

Om Deva suksma Parama-acintya nama svaha. 

Om Santih, Santih, Santih Om. 

Artinya: 

Hyang Widhi, hamba memuja-Mu dalam wujud suci yang gaib serta 

wujud maha agung tak dapat dipikirkan. Sernoga semuanya damai 

di hati, damai di dunia, damai selalu. 

 

Dengan demikian berakhirlah rangkaian persembahyangan yang 

kemudian disusul dengan memohon tirtha (air suci) yang 

dipercikkan, diminum dan diraup. 

Mantramnya: 

Om pratama suddha, dvitya suddha, tritya suddha, suddha waryastu 

ya namah svaha 

Artinya: 

Pertama suci, kedua suci, ketiga suci, semoga disucikan dengan air 

ini, hamba memujaMu. 

(dapat juga dengan mantram yang tercantum dalam buku saku 

Himpunan Doa Agama Hindu). 

 

11. Sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan upacara Suddhi Vadani 

adalah Dharma Wacana yang diberikan oleh parisada Hindu Dharma 

atau yang mewakili. Tujuan dharma wacana ini diberikan adalah untuk 

memberikan bekal dan tuntunan kepada umat Hindu yang baru mulai 

menganut Agama Hindu sehingga mereka mengetahui isi ajaran Agama 

Hindu. Upacara ditutup dengan memberikan ucapan selamat oleh yang 
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ikut menyaksikan berlangsuagnya upacara Suddhi Vadani. Selanjutnya 

diakhiri dengan parama santhi.  

 

 

PROSEDUR TETAP (PROTAP) 

UPACARA SUDDHI VADANI DAN SAMSKARA VIVAHA  

 

A. Suddhi Vadani 

Upacara mapag/Nyambut yaitu pembersihan (Prayascita). maksudnya untuk 

menetralisir kekuatan buruk, meninggalkan kebiasaan buruk. 

 

B. Pawiwahan 

a. Mabhyakala yaitu pengelukatan atau pembersihan dan unsur-unsur negative. 

b. Upasaksi. 

c. Nunas Tirtha. 

d. Memasang Karawista kepada kedua mempelai. 

e. Majaya-jaya. 

f. Natab. 

g. Nunas tirtha kawitan dan Sanghyang Widhi. 

h. Kedua mempelai berpegangan tangan diringi doa dari Pandita/Pinandita. 

 

 

IHAIVASTAMMA VI YAUSTAM, VISVAMAYUR VYASNUTAM, 

KRIDANTAU PUTRAIR NAPTRBHIH, 

MODAMANA USVE GRHE. 

Om Hyang Widhi, semoga pengantin ini hidup dalam keluarga tak 

terpisahkan, mencapai hidup bahagia, bermain dengan anak cucu dengan 

gembira di rumahnya sendiri. 

(Rig Veda XI. 85.42,). 

 

1. Doa mempelai laki-laki: 

Om grmnami te sai bhagatvaya hastam, maya patyajamadastir yathasah 

Bhago aryama savita puramdhir mahyam tvadur garhapatyaya devah 

(Rig Veda. X.85.36). 

Artinya: 

(Saya pegang tanganmu dewi keberuntungan, semoga kiranya engkau 

hidup selamanya bersama saya suamimu, Dewa Bhaga, Aryama, Sawitar 

dan Puramdhi menganugrahkan engkau sebagai pengatur rumah 

tanggaku). 
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2. Doa mempelai perempuan: 

Om dirghayurastu mepatirjiwati saradah satam 

(Atharwa Veda. XIV.2.63) 

Artinya: 

(Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup ratusan 

tahun). 

 

3. Doa secara bersama kedua mempelai: 

Om samany jantu visve devah, sam apo lirdayani nan, sam matarisva 

sam ghata, samudesti dadhatu nau 

(Rig Veda X. 85.47) 

Artinya: 

(Semoga semua Dewa, khususnya Dewa Apah mempersatukan hati 

kami, semoga Dewa Matariswa, Dhata, Dhestri semuanya memadukan 

hati kami). 

 

i. Suap-suapan (saling menyuapi). 

j. Penandatanganan Berkas Pawiwahan. 

k. Sidang dengan Petugas Catatan Sipil. 

 

C. Pembekalan 

a. Sulinggih (Rohaniawan/Pandita/Pinandita). 

b. Parisada (PHDI). 

 

D. Renungan (Doa) Penganten 

IHAIVASTAMMA VI YAUSTAM, VISVAMAYUR VYASNUTAM, KRIDANTAU 

PUTRAIR NAPTRBHIH, MODAMANA U SVE GRHE. 

Om Hyang Widhi, semoga pengantin ini hidup dalam keluarga tak terpisahkan, 

mencapai hidup bahagia, bermain dengan anak cucu dengan gembira di rumahnya 

sendiri. (Rig Veda XI. 85.42). 

 

 

 

 

Pemberian ucapan selamat. 
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SURAT PERNYATAAN  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya: 

N a m a   : ééééééééééééééééééééééé. 

Tempat/Tgl. Lahir : ééééééééééééééééééééééé. 

Suku bangsa  : ééééééééééééééééééééééé. 

Pendidikan  : ééééééééééééééééééééééé. 

Pekerjaan  : ééééééééééééééééééééééé. 

Alamat   : ééééééééééééééééééééééé. 

     ééééééééééééééééééééééé. 

 

Anak dari  : ééééééééééééééééééééééé. 

1. Ibu   : ééééééééééééééééééééééé. 

2. Bapak   : ééééééééééééééééééééééé. 

Alamat   : ééééééééééééééééééééééé. 

     ééééééééééééééééééééééé. 

 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh ketulusan hati tanpa bujukan, 

saya menjadi penganut Agama Hindu. 

Pernyataan ini saya buat dalam pikiran yang sehat tanpa ada pengaruh atau tekanan 

dari pihak lain. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Jakarta, ééééééééé. 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

------------------------------- 

(Nama jelas dan lengkap) 
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DA DA DA ITI DAMYATA DATTA DAYADHVAM ITI  

SUDDHI VADANI  

(SURAT PERNYATAAN BERAGAMA HINDU)  
 

1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

N a m a   : ééééééééééééééééé.......... 

Tempat/Tgl. Lahir  : ééééééééééééééééé.......... 

Kebangsaan   : ééééééééééééééééé.......... 

Pekerjaan   : ééééééééééééééééé.......... 

OrangTua   : ééééééééééééééééé.......... 

Ayah   : ééééééééééééééééé.......... 

Ibu    : ééééééééééééééééé.......... 

Alamat   : ééééééééééééééééé.......... 

 

 

Dalam keadaan sehat lahir bathin dan dengan tulus ikhlas serta atas kemauan 

sendiri tanpa adanya pengaruh dan pihak lain, dengan ini saya menyatakan masuk 

Agama Hindu dengan keyakinan; 

a. Om Tat Sat ekam eva advityam Brahman; bahwa Hyang Widhi Wasa itu 

satu/Tuhan tidak ada dua-Nya. 

b. Brahman, Atman, Karma, Punarbhawa, dan Moksa adalah Panca Sradha 

(lima dasar keyakinan) dalam Agama Hindu. 

c. Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharmah, bahwa kebebasan jiwatman dan 

kesejahteraan dunia adalah tujuan Dharma. 

 

2. Dalam melaksanakan keyakinan tersebut, saya berjanji untuk: 

a. Tunduk dan taat kepada Hukum Agama Hindu. 

b. Tetap berusaha melaksanakan kewajiban saya sebagai umat Hindu. 

c. Melaksanakan suddhi vadani menurut ketentuan Agama Hindu. 

 

3. Saya memeluk atau masuk Agama Hindu adalah atas keyakinan dan kemauan 

saya sendiri, bukan karena bujukan, paksaan, dan atau pengaruh orang lain. 

 

4. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya tanda tangani di 

hadapan Rohaniawan serta para saksi. 

 

Disuddhikan pada hari : 

Tanggal   : 

Jakarta, ééééééééééé.. 
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Rohaniawan,       Yang menyatakan, 

 

 

 

éééééééééééééééééé ééééééééééé 

 

Saksi I,     Saksi II, 

 

 

 

ééééééééééééééééé..  ééééééééééé. 

 

Mengetahui 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Kecamatan* 

 

 

 

ééééééééééééééééééé. 

 

 

 

 

Catatan: 

* Coret yang tidak perlu 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 
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Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 94  

 

KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 09/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PEMBENTUKAN LEMBAGA  KONSELING PERKAWINAN  

 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyalurkan komunikasi Perkawinan 

dipandang perlu membentuk lembaga Konsultasi; dan 

b. berhubung dengan itu Lembaga terkait khususnya yang 

menangani bimbingan perkawinan memberi pengarahan 

terkait dengan perkawinan. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 

LEMBAGA KONSELING PERKAWINAN. 

Pertama : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma 

Indonesia untuk membentuk Lembaga Konseling yang bertugas 

memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang Perkawinan 

Hindu. 

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung  

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 09/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Pembentukan Lembaga Konseling Perkawinan 

 

 

KONSELING PERKAWINAN  

 

Konseling Perkawinan perlu dibentuk guna memberi pembinaan kepada calon 

mempelai mengenai prosedur atau langkah-langkah yang haras dilaksanakan dalam 

proses perkawinan dari acara meminang sampai dengan iipacara perkawinan sekaligus 

mengenai persyaratan dalam melengkapi catatan sipil. 

 

Calon mempelai kadang-kadang belum mengetahui tata cara pelaksanaan dan 

pawiwahan, teratama calon dari pihak perempuan yang berasal dari non Hindu. Pihak 

yang berwenang perlu memberikan konseling mengenai tata cara perkawinan menurut 

Hindu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan bimbingan kepada calon 

mempelai. 

 

Teknik-Teknik Konseling 

Konseling mengandung suatu proses komunkasi antar pribadi yang berlangsung 

melalui saluran komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan menciptakan kondisi 

positif seperti empati, penerimaan serta penghargaan, keikhlasan serta kejujuran, dan 

perhatian yang tulen (fasilitative condition), konselor memungkinkan konseli untuk 

merefleksi atas diri sendiri serta pengalaman hidupnya, memahami diri sendiri serta 

situasi kehidupannya dan berdasarkan itu, menemukan penyelesaian atas masalah 

yang dihadapi. 

 

Teknik-Teknik Ko nseling Yang Verbal 

Teknik konseling yang verbal adalah suatu tanggapan verbal yang diberikan oleh 

konselor, yang merapakan perwujudan kongkret dari maksud, pikiran, dan perasaan 

yang terbentuk dalam batin konselor (tanggapan batin) untuk membantu konseli pada 

saat tertentu. Wawancara konseling terdiri atas rangkaian ungkapan di pihak konseli 

yang disusul dengan ungkapan-ungkapan di pihak konselor, setiap ungkapan konseli 

disusul dengan ungkapan di pihak konselor. 

 

Tanggapan verbal konselor dapat dituangkan dalam dalam bentuk pcrnyataan atau 

dalam bentuk kalimat tanya atau dalam bentuk kombinasi dari pernyataan dan 

kalimat/kata tanya. Selain konselor harus hati-hati dalam memulai suatu kalimat tanya 

dengan mengapa atau kenapa. Penggunaan kedua kata itu mengandung bahaya karena 

konseli mendapat kesan dia diminta mempertangungjawabkan atau konselor secara 
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implisit menyatakan keheranannya atas hal yang sudah terjadi, bahkan secara implisit 

dia diadili, Kalau konseli mendapat kesan yang demikian, dia mungkin sekali 

cendrung membela diri daripada memberikan gambaran yang jujur. Oleh karena itu 

penggunaan kata mengapa atau kenapa sebaiknya dihindari. 

 

Konseling Behavioristik 

Istilah Konseling Behavioristik berasal dari istilah bahasa Behavioral Konseling, yang 

pertama kali digunakan oleh John D. Kramboltz (1964), untuk menggaris bawahi 

bahwa konseling diharapkan menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku 

konseli. 

 

Konseling Behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat 

manusia, yang sebagaian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis yaitu: 

a. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. 

Manusia punya potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, 

berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan dan berkat interaksi antara bekal 

keturunan dan lingkungan. 

b. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa 

yang di lakukannya, dan mengatur serta mengontrol prilakunya sendiri.  

c. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu pola tingkah 

laku yang baru melalui suatu proses belajar. 

d. Manusia dapat mempengaruhi prilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi 

oleh prilaku orang lain. 

 

Rational-Emotive Therapy 

Istilah Rational Emotive Therapy sukar diganti dengan istilah bahasa Indonesia yang 

mengena paling-paling dapat dideskripsikan dengan mengatakan: corak konseling 

yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat 

(rational thinking), berperasaan (emoting), dan berperilaku (acting), dan sekaligus 

menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dapat 

menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku. Maka 

orang yang mengalami gangguan dalam alam perasaan, harus dibantu untuk meninjau 

kembali caranya berpikir dan memanfaatkan akal sehat. 

 

Corak RET (Rational Emotive Therapy) berpangkal pada beberapa keyakinan tentang 

Pelopor dan sekaligus promoter utama corak konseling ini adalah Albert Ellis yang 

sudah banyak menerbitkan buku-buku. Martabat manusia dan tentang proses manusia 

mengubah diri, yang sebagian bersifat filsafat dan sebagian lagi bersifat psikologis, 

yaitu: 

a. Manusia adalah makhluk yang manusiawi, artinya dia bukan superman dan juga 

bukan makhluk yang dari seorang manusia. Manusia mempunyai kekurangan dan 
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keterbatasan, yang dapat mereka atasi sampai taraf tertentu. Selama manusia 

hidup di dunia ini, dia harus berusaha menikmatinya sebaik mungkin. 

b. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bekal keturunan atau pembawaan, 

tetapi sekaligus juga tergantung dari pilihan-pilihan yang dibuat sendiri. Nilai-

nilai kehidupan (values) untuk sebagian ditentukan baginya, namun untuk 

sebagian j uga dibentuk sendiri serta dikejar sendiri. Salah satu nilai kehidupan 

adalah kebahagiaan, yang dapat dipilih atau tidak dipilih sendiri sebagai tujuan 

yang pantas dikejar. Tujuan utama ini terwujud dalam berbagai bidang 

kehidupan, seperti merasa bahagia dengan dirinya sendiri, merasa bahagia dalam 

berinteraksi dengan orang lain, merasa bahagia dengan kemandirian ekonomi, 

dan merasa bahagia dalam, menikmati berbagai kegiatan rekreatif. 

c. Hidup secara rasional berarti berpikir, berperasaan, dan berperilaku sedemikian 

rupa, sehingga kebahagiaan hidup dapat dicapai secara efisien dan efektif. 

Bilamana orang berpikir, berperasaan dan berperilaku sedemikian rupa sehingga 

segala tujuan yang dikejar tidak tercapai, mereka ini hidup secara tidak rasional. 

Dengan demikian berpikir rasional menunjuk pada akal sehat, sehingga sungguh-

sungguh membantu mencapai kebahagiaan hidup ini. 

d. Manusia memiliki kecendrungan yang kuat untuk hidup secara rasional dan 

sekaligus untuk hidup secara tidak rasional. Dia dapat berpikir dengan akal sehat, 

tetapi juga berpikir salah, dengan demikian menimbulkan kesukaran bagi dirinya 

sendiri. Kesukaran ini menggejala dalam alam perasaan dan dalam caranya 

bertindak, tetrapi pada dasarnya bersumber pada berpikir yang keliru atau 

berpikir yang disebut berpikir yang tidak rasional (irrational think: illogical 

thinking). Karena perasan menyertai berpikir dan, bahkan sering diciptakan oleh 

pikiran, pikiran yang irasional akan menghasilkan perasaan yang tidak 

membahagiakan serta tidak mendukung perilaku yang tepat. 

 

 

MATERI PEMBINAAN BAGI PASANGAN PRA WIWAHA  

 

NO. MATERI  LINGKUP BAHASAN  KETERANGAN  

1 2 3 4 

1.  Keluarga dan Rumah 

Tangga 

1. Pengertian Keluarga 

2. Pengertian Rumah Tangga 

3. Areal/kawasan Rumah Tangga 

4. Mengelola Keluarga 

2 kali tatap rnuka 

2.  Kewajiban Keluarga 

Inti 

1. Tugas dan kewajiban istri, 

suami, dan anak 

2. Filsafat keluarga adalah 

pelayanan dan pengabdian 

1 kali tatap muka 

3.  Teori dan 

Praktek 

1. Suami sebagai kepala rumah 

tangga harus mampu sebagai 

2 kali tatap muka 
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beragama Brahmana, Ksatria, Wesia, 

dan Sudra 

2. Melakukan Panca Yajn╢a 

4.  Sosiologi 1. Manusia sebagai individu dan 

mahkluk social 

2. Keluaga dan masyarakat 

1 kali tatap muka 

5.  Psikologi dan 

Antropologi 

1. Ilmu Phisik dan jiwa 

2. Merawat anak 

3. Misi hidup sebagai umat 

Hindu 

1 kali tatap muka 

 

 

PERMASALAHAN YANG SER ING TERJADI DI LAPANGAN  

 

A. Biaya 

Yang berkaitan dengan biaya administrasi di Kantor Catatan Sipil berada 

dibawah ñKepala Kantor Kependudukanò dengan biaya resmi Rp. 75.000,-. 

 

B. Proses ke Catatan Sipil 

Untuk mendapatkan Akta Perkawinan di Catatan Sipil: 

1. Pasangan penganten akan dikukuhkan kembali oleh petugas di kantor 

Catatan Sipil dengan menghadirkan para saksi (sebaiknya saksi dibawa dari 

rumah). 

2. Setiap pasangan mempelai akan dicatat di kantor Kelurahan, kemudian baru 

bisa diteruskan ke kantor Catatan sipil. Jika diurus di kantor Catatan Sipil di 

luar domisili wilayah Provinsi, Kab/Kota hendaknya melapor di Kelurahan 

agar tidak di catatkan. Pencatatan menganut asas kejadian (UU 23 tahun 

2006). 

3. Pergunakan lampiran 2 sebagai persiapan administrasi yang diperlukan. 

4. Pergunakan lampiran 2 sebagai kelengkapan pembuatan sertifikat seperti 

lampiran 4. 

 

C. Diperdaya untuk Kawin Secara Agama Lain 

Karena kasus hamil sebelum nikah, maka karena keadaan memaksa mudah saja 

ikut Agama orang lain, untuk penyelamatan setelah dibuatkan akad nikah, 

beberapa bulan kemudian buat pemyataan dan pengukuhan (sudhi vadani) dan 

kawin lagi secara Agama Hindu. Hal ini perlu untuk mengurus Akta Kelahiran 

Anak. 
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D. Bila Sudah di Upacara Sudhivadhani 

Yang bersangkutan sebaiknya di Adopsi sekaligus diupacara Manusia Yajn╢a (dari 

lahir sampai akil balig/ menek dehe) oleh keluarga tertentu kemudian ada upacara 

mepamit sebelum diadakan upacara Pawiwahan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran 2 

 

 

ADMINISTRASI PEMBERKASAN PERKAWINAN HINDU  

 

1. Calon mempelai yang berasal dan agama non-Hindu menyerahkan: 

a. Surat pernyataan masuk agama Hindu ditulis tangan sendiri oleh yang 

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Hp. 6000,- (enam ribu 

rupiah) dan pas photo ukuran 3 x 4cm = 3 lembar. 

b. Surat Sudi Vadani yang disyahkan oleh Pembimas Hindu/Parisada. 

2. Menyerahkan persyaratan: 

a. Sertifikat Pembinaan Pra Wiwaha (Married Conseling) yang dikeluarkan 

oleh Parisada setempat. 

b. Akta Kelahiran bagi kedua calon mempelai. 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, keduanya dilegalisir 

Lurah. 

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua calon mempelai. 

e. Surat dari Lurah masing-masing (PM1, Nl, N2, N4) yang menerangkan 

tentang status calon mempelai (laki-laki dan perempuan). 

f. Surat ijin orang tua bagi calon yang belum berumur 21 tahun. 

g. Ijin dari Pengadilan bagi calon yang kawin lebih dari sekali, kecuali bagi 

duda/janda dengan melampirkan surat keterangan kematian istri/suami. 

h. Ijin kawin dari Dinas Kesatuan bagi anggota TNl/Polri. 

i. Pas foto bergandengan 4x6 = 3 lembar, dengan latar belakang warna merah. 

3. Setelah berkas lengkap pejabat dari Kanwil Depag Provinsi atau Kandepag 

Kabupaten/Kota memberikan pengantar kepada: 

a. Pandita/Pinandita/Rohaniawan (sebagai pemimpin upacara) 

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum (h-14 hari kerja), bila 

terlambat harus ada rekomendasi dan kantor Camat. 

4. Surat Keterangan Perkawinan (Widhi Widana/Wiwaha Samskara) ditandatangani 

oleh Rohaniawan sebagai pemuput/pemimpin upacara, para saksi dan pejabat 

setempat dan kedua mempelai. 

5. Menurut UU No.23 tahun 2006 bahwa pengurusan Akta Perkawinan menganut 

asas kejadian yaitu sesuai tempat dilakukannya Upacara Perkawinan. 

6. Calon Mempelai mengadakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Kantor Catatan Sipil, Minimal H-14 sebelum pelaksanaan upacara 

perkawinan/wiwaha samskara. 
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Lampiran 3 

 

 

S E R T I  F I  K  A T 

Nomor:é/é/é/é/ 

 

Tim Pembina Pra Vivaha (Married Conseling) 

 

Menyatakan bahwa calon mempelai atas nama: 

N a m a   : ééééééééééééééééééééééé. 

Tempat tanggal lahir : ééééééééééééééééééééééé. 

Alamat   : ééééééééééééééééééééééé. 

 

Dengan 

N a m a   : ééééééééééééééééééééééé. 

Tempat tanggal lahir : ééééééééééééééééééééééé. 

Alamat   : ééééééééééééééééééééééé. 

Telah mengikuti Pembinaan Pra Vivaha (Married Conseling) yang diselenggarakan 

oleh Tim Parisada ééééé* dan Kabid Pembimas Hindu Kanwil Departemen 

Agama Provinsi éééééé.. Penyelenggara Bimas Hindu Kandepag 

Kabupaten/Kota ééééééééééé.** dari tanggal tanggal ééé s.d éé 

di éééé.. 

 

           éééééé.., ééééé...20  

 

Kabid / Pembimas Hindu            Parisada Provinsi atau Kab./Kota 

Kanwil Depag Provinsi ééééé.  

atau KasiHindu Kandepag Kab/Kota 

  

 

 

------------------------------------------         ------------------------------------------ 

NIP. éééééééééééé... 

 

 

Catatan: 

*     Isi nama provinsi atau kabupaten/kota 

**   Pilih salah satunya da nisi nama provinsi atau kabupaten/kota 

*** Pilih salah satu 
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Lampiran 4 

 

 

SURAT KETERANGAN PERKAWINAN  

Nomor: KW.09.9/Pw.0l/éééé. 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  éééééé..ééé.. Umur éééééé. 

tahun éééééé.. alamat éééééééééééééééééééééé.. 

menerangkan bahwa berdasarkan UndangïUndang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975, pada hari éééééééé wuku ééééééé.. 

tanggal ééééééééééé.éé bertempat di éééééééééé.. 

Telah dilaksanakan upacara perkawinan menurut Agama Hindu antara seorang pria: 

Nama ééééééééééééé.. 

Tempat /tanggal lahir ééééééééééééé.. 

anak dari  éééééééé.é.. dan éééééééééééé  

 

Dengan seorang wanita 

Nama ééééééééééééé.. 

Tempat /tanggal lahir ééééééééééééé.. 

anak dari éééééééééé dan éééééééééééé.  

 

Yang bersangkutan, pemegang surat keterangan ini diketahui sah sebagai uami 

istri menurut ketentuan Agama Hindu. 

Demikian surat ini dibuat semoga atas asung kerta waranugraha-Nya 

erkawinan tersebut menjadi kekal. 

 

Pemimpin Upacara/Rohaniawan, 

 

 

 

ééééééééééééééé.. 

 

Saksi I,      Saksi II 

 

 

 

ééééééééééééééééé..  ééééééééééééé 
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Mengetahui: 

1.* Kepala Bidang Agama Hindu Kanwil Depag Provinsi ééééééé**  

 2.* a.n. Kepala Kanwil Depag Provinsi ééééééé.** Pembimas Hindu 

  3.* Kepala Kandepag Kabupatenééééééé../Kotaéééééééé**  

Kasi Bimas Hindu/Penyelenggara Hindu** 

 

 

 

-------------------------------------------- 

NIP. ééééééééééééé. 

 

 

 

Catatan: 

*   Pilih salah satu 

** Isi nama provinsi, kabupaten/kota  

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 10/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PROSES PENGURUSAN AKTA PERKAWINAN  

DI KANTOR CATATAN SIPIL  
 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Perkawinan Agama Hindu 

dipandang perlu proses pengurusan Akta Perkawinan di 

Kantor Catatan Sipil; dan 

b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan Akta 

Perkawinan menurut Agama Hindu dipandang perlu 

menghadirkan saksi-saksi sesuai dengan persyaratan-

persyaratan. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TENTANG PROSES 

PENGURUSAN AKTA PERKAWINAN DI KANTOR 

CATATAN SIPIL 

Pertama : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Pusat untuk mensosialisasikan persyaratan 

pengurusan akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
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diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 10/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Prosedur Pengurusan Akta 

Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil 

 

 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PERKAWINAN  

DI KANTOR CATATAN SIPIL  
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah suatu upacara sakral bagi umat Hindu untuk memasuki hidup 

Grehastha Asrama (berumah tangga) dalam upaya meningkatkan pemahaman 

akan perkawinan Hindu. Yang terpenting lagi adalah upaya peningkatan Sraddha 

dan Bhaktinya kepada Ida Sang Hyang Widhi. Namun dalam kenyataannya 

banyak masalah yang dihadapi umat dalam penyelesaian upacara perkawinan 

seperti apa yang harus disiapkan dalam pengurusan administrasi perkawinan, 

kepada siapa harus melapor dan bagaimana alur pengurusan surat nikah dan akta 

perkawinan, sehingga banyak umat yang enggan untuk mengurusnya, padahal itu 

adalah sangat perinsip dan penting. Belum lagi mahalnya/tidak adanya dana 

untuk pengurusan tersebut, atas dasar itulah kita semua berkewajiban untuk 

memberikan solusi dan pencerahan kepada umat, termasuk juga penyediaan buku 

tuntunan tata urutan perkawinan Hindu sangat diperlukan oleh Umat. 

 

B. Pengertian Perkawinan 

Undang-Undang perkawinan No.I Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia sejahtra dan kekal abadi berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. 

Dan undang-undang tersebut di atas menginsaratkan bahwa pelaksanaan upacara 

perkawinan haruslah mendapat ijin atau persetujuan kedua orang tuanya, 

perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau pengaruh orang lain 

Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik dalam rumah tangga, karena 

keberhasilan dalam perkawinan tidak lepas dan kemantapan hati nurani kedua 

mempelai, saling mencintai, bekerja sama, saling isi mengisi, memahami 

karakter, dan menyadari kelemahan masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya 
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perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Agama Hindu/kepercayaannya dan 

dicatatkan di Catatan Sipil setempat. 

 

Dengan demikiain pengertian dari perkawinan adalah benar-benar merupakan 

ikatan lahir dan bhatin, antara suami dan istri yang dilandasi dengan kasih 

sayang, bantu membantu serta membagi suka dan duka. Seseorang yang telah 

menjalani hidup berumah tangga sudah dikatakan dewasa, maka si wanita 

dikatakan sebagai ibu dan si pria disebut bapak, begitu juga masalah artha bukan 

lagi miliku dan milikmu, tapi adalah milik bersama. Oleh karena wanita yang 

mengikatkan diri dengan pria juga disebut Garva (artinya belahan jiwa/terdiri dan 

unsur Purusa dan Predana). 

 

C. Tujuan dan Hakekat Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai anti yang 

khusus dalam kehidupam manusia sebagai awal jenjang Grihastha Di dalam 

kitab Manawa Dharmasastra dijelaskan bahwa perkawinan itu bersifat 

Religius (Sakral) dan wajib hukumnya. Perkawinan (Grihasta) sangat 

dimuliakan karena biasa memberikan kesempatan atau peluang kepada 

anak/keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar biasa menjelma 

atau menitis kembali ke dunia. 

 

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan No.I Tahun 1974 

pasal 1 adalah untuk: 

1) Membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, sejahtera dan kekal abadi 

berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.  

2) Melahirkan keturunan atau anak saputra untuk menyelamatkan dan 

mendoakan agar leluhurnya mendapat jalan yang terang, sebagai 

kelanjutan siklus kehidupan keluarga, karena anak/keturunan merupakan 

pelita kehidupan. 

3) Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandasi dengan 

dharma/kewajaran. 

 

2. Hakekat Perkawinan 

Perkawinan sebagai awal menuju Grihasta merupakan masa yang paling 

penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang yang akan melaksanakan 

perkawinan haras menyadari arti dan nilai perkawinan bagi manusia, 

sehingga nilai itulah menjadi landasan kehidupan suami Istri sesudah 

perkawinan dilaksanakan. 

 

Perkawinan menurut ajaran Agama Hindu adalah yajn╢a, sehingga orang yang 

memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang Grihasta asrama yang 
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merupakan lembaga suci yang haras dijaga keberadaan serta kemuliaannya. 

Lembaga yang suci mi hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci 

pula seperti melaksanakan dharma agama dan dharma negara, termasuk di 

dalamnya melaksanakan Panca Yajn╢a. Di dalam Grihasta Asrama inilah tiga 

tujuan hidup sebagai landasan yang haras dilaksanakan yaitu: 

1) Dharma, adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan 

kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara. 

2) Artha, adalah segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk 

mendapatkan kesejahtraan yang berupa materi dan pengetahuan. 

3) Kama, adalah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam keluarga 

sesuai dengan ajaran agama. 

 

Selain itu perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi proses 

kehidupan manusia yaitu: 

1) Dan orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang 

memimpin sebagai bapak atau ibu rumah tangga. 

2) Dan orang yang berkomsumsi (meminta, menerima) menjadi orang yang 

memproduksi (menghasilkan) segala kebutuhan hidup. 

 

Dengan demikian nampak jelas bahwa masa Grihasta Asrama menjadi 

puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan. Masa 

Grihasta Asrama inilah yang hams menjadi pusat perhatian bagi umat Hindu, 

sehingga keuarga Hindu dituntut untuk: 

1) Hidup dalam kesadaran sujud kepada Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan 

Yang Mahaesa. 

2) Bebas dari avidya (memiliki pengetahuan). 

3) Giat bekerja. 

4) Sadar beryajn╢a. 

 

Dengan pedoman tersebut di atas tidak akan terjadi dalam keluarga Hindu 

kebodohan, malas, pemborosan, melupakan leluhur, sebab kesempumaan 

keluarga Hindu tercipta dalam ikatan Tri Hitakarana. 

 

D. Syarat-Syarat Perkawinan 

Syarat perkawinan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya 

dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat 

perkawinan secara umum ada dua macam yaitu: 

1. Persyaratan secara Lahiriah adaah sebagai berikut: 

a. Faktor usia mempakan syarat yang sangat penting dan menentukan, 

perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa 

dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur 

tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan 
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hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak 

mampu lagi memproduksi sel telur, jika wanita lebih muda dan prianya 

maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan 

keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjamin. 

b. Bibit artinya calon penganten itu berpendidikan, berbudi pekerti luhur 

sehingga ada keseimbangan dalam berkomunikasi dalam rumah tangga, 

tanpa komunikasi seolah-olah keluarga itu terasa mati. 

c. Bobot artinya kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka sebaiknya 

seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah, yang 

menyebabkan komunikasi yang tidak baik. 

d. Bebet artinya apakah ia keturunan orang baik-baik, apakah la tidak 

memiliki penyakit yang membahayakan. 

e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain. 

 

2. Persyaratan menurut UU No 1/1974 Bab II pasa 6 adalah sbb: 

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

b. Kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan setidak-tidaknya 

sudah berumur 21 Tahun, yang belum harus mendapat ijin atau 

persetujuan dari kedua orang tuanya. 

c. Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal 6 cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya. Atau izin tersebut dapat diperoleh 

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dan garis keturunan dan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

d. Andaikata ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (b), (c) pasal 6 atau salah seorang atau lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah Hukum 

tempat tinggal orang yang akan melangsungan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu 

mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (b) (c) pasal ini. 

e. Ketentuan tersebut ayat (a) sampai dengan (d) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

  

3. Selain sarat-sarat yang ditentukan oleh UU perkawinan, juga ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Agama sebagai berikut: 

a. Kedua mempelai telah menganut Agama Hindu, apabila salah satu atau 

keduanya belum beragama Hindu, maka terlebih dahulu diadakan 

upacara Suddhi Vadani (upacara penyucian sebagai penganut Hindu), 

sebab dalam hukum perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan 

dalam satu agama. 
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b. Sebelum melaksanakan upacara suddhi vadani, yang bersangkutan 

terlebih dahulu mengajukan surat permohonan tertulis untuk masuk 

agama Hindu kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat 

ditandatangani di atas Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). 

c. Dalam pelaksanaan Upacara perkawinan Hindu ada tiga saksi yaitu 

Dewa Saksi (Sang Hyang Widhi), Manusa Saksi (Krabat atau teman 

yang telah ditunjuk ), dan Bhuta Saksi (Alam lingkungan). 

d. Perkawinan secara Hindu harus dilaksanakan melalui Samskara (upacara 

yang sakral) yang merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk 

menjalankan hidup berumah tangga yang sakral kepada Sang Hyang 

Widhi, sesama dan kepada alam lingkungannya untuk bersedia 

menjalankan hidup berumah tangga yang dilandasi dharma agama dan 

dharma negara. 

e. Pengesahan perkawinan secara agama Hindu diselesaikan oleh 

Pandita/Pinandita. 

 

4. Persyaratan Administrasi 

a. Persyaratan administrasi surat perkawinan sah secara agama. 

1) Foto copy KTP kedua mempelai; 

2) Identitas orang tua kedua mempelai; 

3) Identitas saksi 2 orang; 

4) Pasfoto berwarna berdampingan (dua pasfoto mempelai jadi satu 

lembar) Calon mempelai pria di kanan dan perempuan di kiri 

ukuran 3 x 4cm sebanyak empat lembar. 

b. Persyaratan administrasi pengurusan akta perkawinan ke Kantor Catatan 

sipil yang diatur pada pasal 3 sampai dengan pasal 11 PP No.9/1975 

yang harus disiapkan oleh kedua mempelai yaitu: 

1) Surat Keterangan NI, N2, N3, dan RT., RW dan Lurah diketahui 

oleh Camat setempat; 

2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai (disertai dengan 

aslinya); 

3) Fotocopy KTP kedua mempelai (disertai dengan aslinya); 

4) Fotocopy Akta kelahiran kedua memplai (disertai dengan aslinya); 

5) Fotocopy Surat Kawin sah secara agama (disertai dengan aslinya); 

6) Identitas orang tua kedua mempelai ( Fotocopy KTP); 

7) Identitas saksi 2 orang (Fotocopy KTP); 

8) Pasfoto berwarna berdampingan (mempelai pria di kanan dan 

perempuan di kin ukuran 2x3 = 4 lbr 3x44 lbr, 4x6 = 4 lbr; 

9) Surat ijin tertulis dari pejabat yang di tunjuk dan 

Menhankam/Panglima TNI/Kapolri (kalau yang bersangkutan 

adalah anggota TNI/POLRI); 

10) Surat keterangan Suddhi Vadani bagi mereka yang belum masuk 

agama Hindu; 
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11) Surat ijin tertulis dan pengadilan/pejabat lain bagi mempelai yang 

belum berumur 21 tahun, dan menikah di bawah umur 19 untuk pria 

dan 16 tahun untuk mempelai wanita; 

12) Surat kematian dan suami/istri terdahulu atau jika bercerai dengan 

surat cerai. Aturan ini berlaku bagi yang kawin untuk kedua 

kalinya; 

13) Ijin dan Pengadilan Negeri dalam hal ini jika mempelai laki-laki 

masih memiliki istri/suami lebih dan satu; 

14) Mengisi formulir yang telah disiapkan oleh kantor Catatan Sipil. 

15) Semua persyaratan dibuat rangkap 2 diserahkan ke Kantor Catatan 

Sipil setempat untuk diproses. 

 

5. Perkawinan yang dilarang 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan upacara 

perkawinan, disamping masalah umur yang menjadi permasalahan, ada juga 

hal-hal lain seperti larangan perkawinan bagi orang yang akan melaksanakan 

perkawinan. Dalam UU Perkawinan No.I Tahun 1974 pasal 8 ayat (a, b 

sampai f) larangan tersebut adalah: 

a. Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan vertikal, (ke bawah 

dan ke atas); 

b. Hubungan darah dari saudara, saudara orang tua, dan saudara dari 

nenek; 

c. Masih ada hubungan semenda (dengan mertua, anak tiri, menantu, dan 

Ibu/Bapak tiri); 

d. Masih ada hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, kemenakan 

dari istri, seorang suami beristri lebih dari seorang; 

e. Mempunyai hubungan dengan hukum adat atau agamanya masing-

masing. 

 

6. Sahnya suatu perkawinan 

a. Sahnya perkawinan menurut UU No.1 pasal 2 ayat 1 adalah: 

1) Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya atau agama yang dianut; 

2) Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat. 

b. Sahnya Perkawinan menurut Hukum Hindu adalah: 

1) Dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu; 

2) Pengesahannya harus dilakukan oleh Pandita atau Pinandita; 

3) Pengesahannya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sudah 

satu, apabila belum satu agama yang bersangkutan harus di suddhi-

vadani terlebih dahulu. 

4) Untuk mendapatkan akta perkawinan, maka perkawinan harus 

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. 
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7. Batalnya suatu perkawinan dilaksanakan menurut pasal 22, 24, dan 27 

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: 

a. Masih terikat dalam satu ikatan perkawinan; 

b. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 

c. Terjadi salah sangka pada saat perkawinan berlangsung dari kedua belah 

pihak. 

 

8. Putusnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat 

terjadi oleh beberapa alasan, sbb: 

a. Karena kematian (salah satu pihak suami atau istri meninggal); 

b. Karena perceraian (kedua memplai kesepakatan untuk hidup 

rukun/berdamai tidak tercapai, maka keluarga yang bersangkutan 

mengajukan perceraian kepada pengadilan); 

c. Karena atas keputusan pengadilan (pembinaan dilakukan untuk hidup 

damai dan rukun tidak berhasil dilakukan), maka diputuskan melalui 

sidang pengadilan untuk proses perceraian; 

 

9. Beberapa alasan yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk bisa 

cerai al: 

a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan perbuatan sejenis 

yang susah disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa ijin dan pihak suami/istri; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman 

yang paling berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, akibatnya tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

e. Antara kedua belah pihak Suami/Istri tidak cocok, sehingga terjadi 

perselisihan, akibatnya tidak ada lagi harapan untuk hidup 

rukun/bersama dalam rumah tangga. 

 

10. Beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat dan perceraian 

menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 41 adalah: 

a. Mempelai Pria dan Wanita tetap mempunyai kewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

apabila putusan pengadilan untuk bercerai; 

b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

untuk anak dan apabila bapaknya tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya, maka pengadilan dapat pula menentukan hubungan untuk 

ikut memikul kewajiban tersebut; 

c. Disamping biaya untuk anak pengadilan juga mewajibkan bekas 

suaminya untuk memberi kehidupan kepada bekas istrinya. 
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d. Dalam rumusan penjelasan di atas masalah pokok yang harus 

diperhatikan dalam hal terjadinya perceraian adalah masalah 

tanggungjawab dan tugas yang harus dilaksanakan terhadap anak yang 

lahir dan perkawinan itu, bukan soal arta warisan.  

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 11/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PEMBENTUKAN BADAN PENYIA RAN HINDU DI DAERAH (BPHD)  

 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan penerangan dan 

penyiaran Agama Hindu melalui berbagai media elektronik 

maupun media cetak; dan 

b. bahwa untuk itu perlu dilakukan/imbauan terhadap Parisada 

Provinsi untuk membentuk Badan Penyiaran Hindu Daerah. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran 

Dasardan Anggaran RumahTangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 

BADAN PENYIARAN HINDU DAERAH. 

Pertama : Parisada Daerah diberikan wewenang untuk membentuk Badan 

Penyiaran Hindu Daerah. 

Kedua : Dalam meningkatkan kualitas siaran, Badan Penyiran Hindu 

Daerah diberikan kewenangan untuk berkomunikasi dan 

berkonsultasi dengan segenap komponen umat Hindu dan 

berbagai lembaga yang terkait. 

Ketiga : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan 
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diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 11/Kep/PA. Parisada/X/2009 

Tentang Pembentukan Badan Penyiaran 

Hindu Daerah (BPHD) 

 

 

BADAN PENYIARAN HINDU (BPH)  

 

VISI : 

Menjadi institusi di bawah Parisada yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 

 

REKOMENDASI : 

Menjadi pusat informasi dan penyiaran ajaran Agama Hindu dan Bhisama Indonesia. 

 

MISI: 

Membantu Parisada menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman yang benar 

tentang ajaran Hindu kepada segenap umat Hindu secara luas dan merata melalui 

berbagai media yang ada. 

 

REKOMENDASI : 

Å Mengkaji dan mengumpulkan Informasi yang bermanfaat dan diminati oleh umat 

Hindu 

Å Menyusun internal proses untuk dapat menghasilkan siaran yang bermutu 

Å Meningkatkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen 

 

TUJUAN: 

Melaksanankan penyiaran ajaran Agama Hindu dan Bhisama dengan cara 

membangun bank naskah, pengembangan kompetensi terkait dan penyebaran melalui 

media elektroknik, media online, media cetak, media penerbitan, serta media lainnya 

yang berdaya guna untuk menciptakan umat Hindu yang berkualitas dalam 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Agama Hindu yang seimbang 

antara tatwa, susila dan upacara untuk mencapai jagadhita dan moksa.  

 

REKOMENDASI TUJUAN : 

1. Memiliki hasil kajian dan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan umat 

Hindu. 

2. Meningkatkan mutu penyiaran Hindu dalam rangka memantapkan sraddha dan 

bhakti umat Hindu. 

3. Memperkuat tata kelola BPH. 

4. Menyiapkan SDM yang bermutu dan berkomitmen 
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SASARAN DAN UKURAN (REKOMENDASI)  

Media Penyiaran: 

 

Media Elektronik: 

Televisi 

¶ TVRI (24 kali) 

¶ RCTI (24 kali) 

¶ TPI (12 kali) 

¶ ANTV (12 kali) 

 

Radio 

¶ RRI Santapan Rohani (48 kali) 

¶ RRI Pendidikan Rohani Hindu (24 kali) 

¶ RRI Lentera Hindu (48 kali) 

 

Media Cetak 

¶ Koran nasional 

¶ Majalah Hindu 

¶ Majalah BPH 

¶ Bulletin Nasional 

¶ Jurnal 

¶ Buku-buku agama Hindu 

 

Media Online 

¶ Website 

¶ E-Book 

¶ E-Learning 

¶ Forum Diskusi 

 

Tatap Muka 

¶ Dharma Wacana (Tentative) 

¶ Dharma Tula (Tentative) 

 

PROGRAM KERJA  

¶ Media Elektronik 

¶ Media Cetak 

¶ Media Online 

¶ Media Penerbitan 

¶ Bidang Naskah 

¶ Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
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¶ Bidang Manajemen Internal (Rekomendasi) 

ANALIS1 SWOT  

Strength 

¶ Komitmen 

¶ Percaya diri 

¶ Umat yang loyal 

¶ Potensi Budaya 

 

Weakness 

¶ SDM 

¶ Kepemilkan media 

¶ Budget 

¶ Waktu 

 

Oppotunities 

¶ Kebutuhan Umat 

¶ Perkembangan IT 

¶ Dukungan Pemerintah 

¶ Dukungan media yang semakin meningkat 

¶ Perkembangan Globalisasi 

 

Theat 

¶ Kompetisi penyiaran tingkat nasional yang tidak sehat 

¶ Media dikuasai oleh golongan tertentu 

 

 KEKUATAN  

* Komitmen 

* Percaya diri 

* Umat yang loyal 

* Potensi Budaya  

KELEMAHAN  

* SDM 

* Kepemilikan media 

* Budget 

PELUANG 

Å Kebutuhan umat 

Å Perkembangan IT 

Å Dukungan 

pemerintah 

Å Dukungan media se-

makin meningkat 

Å Perkembangan 

globalisasi 

Å Peningkatan kua- 

litas dan kuantitas 

Siaran 

Å Pemanfaatan IT unt-

uk membangun pusat 

informasi budaya 

dan agama Hindu 

Å Penyelarasan pro-

gram kerja BPH 

dengan program 

Å Peningkatan kualitas 

SDM melalui dukung-

an pemerintah 

Å Penggalian dana punia 

umat untuk membantu 

penyiaran agama Hin-

du 

Å Merintis pembangun-

an media sendiri 
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pemerintah 

TANTANGAN 

Å Kompetisi penyi- 

aran tingkat na- 

sional yang tidak 

sehat 

Å Media dikuasai oleh 

golongan tertentu 

Å Memaksimalkan 

potensi budaya 

untuk strategi 

penyiaran agama 

Hindu 

Å Menjaga konsistensi 

semangat SDM 

un¬tuk lascarya 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 
 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 
 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 
 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 
 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 
 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 12/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

t e n t a n g 

 

PENJABARAN PROGRAM KERJA  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  

MENJADI PROGRAM PRIORITAS  
 

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa 

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA 

TAHUN 2009 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketetapan dan keputusan 

Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 

2006, maka dipandang perlu untuk menjabarkan ketetapan 

dan keputusan itu kedalam program operasional; 

b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang 

antara lain menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi 

program operasional yang merupakan program kerja prioritas 

pengurus parisada jangka waktu 1 tahun; dan 

c. bahwa untuk melaksanakan program kerja prioritas 

dipandang perlu mengeluarkan keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma 

Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna II Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009. 

   

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG 

PENJABARAN PROGRAM KERJA PARISADA HINDU 
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DHARMA INDONESIA MENJADI PROGRAM PRIORITAS 

Pertama : Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia dijabarkan 

menjadi program kerja operasional. 

Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Pusat untuk melaksanakan keputusan ini dengan 

sebaik-baiknya. 

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 

sebagaimana mestinya. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 
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Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 12/Kep/P.A. Parisada/X/2009 

Tentang Penjabaran Program Kerja Parisada Hindu 

Dharma Indonesia Menjadi Program Prioritas 

 

 

A. EKONOMI  

1. Krisis Global dan Kemandirian Ekonomi Umat Hindu  

Krisis ekonomi yang dialami sebagian besar negara di dunia tidak dapat 

dipungkiri membawa dampak kepada pembangunan umat Hindu Indonesia. 

Salah satunya dalam proses pembinaan umat Hindu yang tentu saja 

mengalami stagnan karena kendala ekonomi. Penyebabnya adalah sistem dan 

infrastruktur kelembagaan umat yang belum memadai, kalau tidak mau 

dikatakan lemah. Lantas, ke depan apa yang haras disiapkan untuk menuju 

kemandirian ekonomi umat yang tentu saja akan berimbas pada kemandirian 

ekonomi lembaga umat ?. 

 

Menurut Wayan Alit Antara, meski keterkaitan krisis global ini tidak secara 

langsung, tetapi dampaknya terhadap pasar finansial di Indonesia sangat 

besar. Dampaknya terlihat dari adanya perubahan pada portfolio investment, 

hot money, direct investment yang disebabkan pasar uang dan modal 

regulasinya . belum memadai. ñRegulasi yang belum ketat ini ditambah 

dengan pasar yang belum kuat,ò jelas mantan Wakil Direktur Utama Bank 

Rakyat Indonesia ini. 

 

Indonesia dan beberapa negara Asia sempat mengalami krisis ekonomi di 

tahun 1997-1998 dengan pusat krisis waktu itu adalah Asia. Banyak pil pahit 

yang haras ditelan saat itu untuk menyembuhkan diri, misalnya penutupan 

banyak bank serta pemutusan hubungan kerja. Krisis saat ini yang melanda 

dunia, tidak lebih buruk daripada krisis 1998. Ada beberapa faktor yang 

memperkuat kondisi Indonesia antara lain: 

a. Situasi yang berbeda. 

b. Pada tahun 1998, Indonesia memiliki hutang yang cukup banyak. 

c. Saat ini NPL sebesar 3.5% (NPL< 5% bisa dikategorikan masih dalam 

taraf aman) 

 

Posisi ekonomi Indonesia memiliki kisaran Gross Domestik Produk (GDP) 

sebesar 4,5 - 5%, dan inflasi 7,5%. Sedangkan BI rate sebesar 9,5% dengan 

USD / Rp berkisar 9.500 - 12.000. Disektor riil, Pemerintah harus dapat 

memacu pembangunan infrastruktur pedesaan, jalan tol, pelabuhan, irigasi 
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dan sebagainya. Begitu juga dengan industri yang berbasis komoditas dan 

pemasaran dalam negeri seperti retail, pertanian, pariwisata. 

 

2. Kemandirian Ekonomi Uniat Hindu  

Sejak tahun2006, Parisada memantapkan komitmen pemberdayaan ekonomi 

umat Hindu melalui pembentukan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) 

yang diharapkan menjadi motor bagi suksesnya pemberdayaan ekonomi 

umat Hindu. Pemberdayaan ekonomi umat ini harus didukung segenap umat 

Hindu di Indonesia sehingga akan ada gerakan dan paradigma yang sama. 

 

Dengan kemampuan financial yang dibangun BDDN, peran Parisada dalam 

pembinaan umat akan dapat dikembangkan lebih luas. Parisada di masa 

depan tidak hanya berperan dalam program-program pencerahan batin tetapi 

juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan umat. Di masa 

depan kekuatan Dharma Dana akan diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi 

dan sosial sehingga Parisada tidak hanya sebagai pencerahan spritual saja 

melainkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan taraf hidup sosial 

dan ekonomi umat. 

 

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga 

suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat dari aspek hukum. 

Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang 

spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Setiap aspek 

disajikan secara terpisah. Selain itu tidak sama permasalahan kesejahteraan 

rakyat dapat diamati dan atau diukur. Publikasi ini hanya menyajikan 

permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan diukur dengan 

menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit. 

 

3. Taraf Kesejahteraan Masyarakat 

Taraf kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum saat ini terpengaruh oleh 

berbagai krisis yang dipacu oleh krisis ekonomi sejak paruh kedua tahun 

1997. Publikasi ini menyajikan dampak krisis pada pelbagai aspek 

kehidupan. 

 

Sejumlah indikator menunjukkan adanya penurunan taraf kesejahteraan 

masyarakat sejak tahun 1997 yang dapat dikaitkan sebagai dampak dari krisis 

ekonomi. Dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap perkembangan taraf 

kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun 1997-2000 angka pengangguran 

terbuka naik dari 4,7 persen menjadi 6,1 persen, suatu kenaikan yang relatif 

tajam. Dalam kurun waktu yang sama persentase pengeluaran untuk 

makanan naik dari 59,5 persen menjadi 65,8 persen. Dampak dari krisis 

ekonomi menyebabkan bertambahnya jumlah Penduduk miskin. 
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Krisis ekonomi sampai dengan Desember 1998 telah menyebabkan 

bertambahnya penduduk miskin dari 34,5 juta (17,6 persen). Pada Februari 

1996 menjadi 49,5 juta (24,2 persen) pada Desember 1998 atau dalam waktu 

hampir dua tahun (22 bulan) penduduk miskin bertambah 1,5 juta. Pada 

Februari 2000, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 37,3 juta 

(19 persen) tergolong miskin. Tahun 2002 penduduk miskin berjumlah 38,4 

juta jiwa (18,2 persen). Pada tahun 2005 meningkat diatas 40 juta yang 

kemudian melahirkan kebijakan BLT. 

 

Gambaran perkembangan kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dilihat 

dengan menggunakan indikator komposit seperti indek kemiskinan manusia 

(IKM). IKM merupakan indeks yang dihitung sebagai rata-rata sederhana 

indeks harapan hidup sampai 10 tahun ke atas, angka buta huruf dan 

aksesibilitas terhadap pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, air 

bersih, dan status gizi balita. Skala IKM ini terletak antara (terbaik) dan 100 

(terburuk). 

 

Dampak dari krisis ekonomi terjadi pada pertengahan tahun 1997 terefleksi 

pada IKM per propinsi dimana terlihat kesejahteraan penduduk tahun 1999 

disebabkan oleh kenaikan persentase masyarakat yang tidak memiliki akses 

terhadap fasilitas kesehatan dan menurunnya kcmampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan gizi balita. 

 

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi 

penduduk yang masuk dalam pasar kerja/bekerja atau mencari pekerjaan, 

disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAR). Keterlibatan 

penduduk dalam angkatan kerja periode 1998-1999, tidak menunjukkan 

adanya peningkatan yang berarti yaitu dari 66,9 persen pada tahun 1998 

menjadi 67,2 persen pada tahun 1999. Tingkat partisipasi ini meningkat lagi 

menjadi 67,8 persen pada tahun 2000, dan selanjutnya mengalami fluktuasi 

pasang-surut sampai sekarang. 

 

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran 

untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. 

selain itu, indicator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu 

wilayah. 

 

B. PENDIDIKAN  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya 

pembangunan di bidang pendidikan sejak awal Repelita IV pemerintah telah 

mencanangkan Program wajib belajar 6 tahun yang berhasil meningkatkan 

partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Pada 
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tahun 2000 lebih dari 95 persen anak usia 7-12 tahun mengikuti pendidikan dasar. 

Jangkauan wajib belajar semakin diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun pada 

awal Repelita VI. Dengan program ini diharapkan dalam jangka 10 tahun hampir 

semua penduduk yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar. Di beberapa provinsi, atas kebijakan Pemerintah Daerah telah 

meningkatkan dan memperluas bantuan pendidikan/beasiswa sampai dengan 

pendidikan menengah. 

 

1. Tingkat Pendidikan 
Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, pada tingkat makro, 

adalah kemampuan baca tubs penduduk dewasa. Pada tahun 2000 angka 

melek huruf penduduk Indonesia telah mencapai 87 persen. Dengan 

demikian masih terdapat 13 persen penduduk usia penduduk 15 tahun ke atas 

yang buta huruf. Angka melek huruf tampak lebih tinggi pada pokok 

kelompok umur yang lebih muda, yang juga berarti lebih banyak buta huruf 

pada usia tua. Demikian pula angka melek huruf penduduk laki-laki lebih 

tinggi dibandingkan penduduk perempuan. 

 

Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-rata lama bersekolah. Secara 

umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh 

penduduk dewasa. Dengan rata-rata lama bersekolah sebesar 6,8 tahun pada 

tahun 2000, menunjukkan bahwa penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di 

Indonesia baru pada taraf menamatkan Sekolah Dasar. Keadaan tersebut 

sampai saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. 

 

2. Tingkat Partisipasi Sekolah 

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan 

meningkatkan pemerataan paa pemanfaatan fasi litas pendidikan. Sehingga 

makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pada tahun 2000 sekitar 95 

persen penduduk usia 7-12 tahun baik laki-laki maupun perempuan telah 

bersekolah pada sekolah dasar. 

 

3. Putus Sekolah 

Indikator pendidikan lainnya yang sering digunakan adalah angka putus 

sekolah, yang mencerminkan banyaknya penduduk yang tidak menamatkan 

suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada periode 1998-1999 terdapat 

penurunan persentase putus sekolah baik di semua jenjang pendidikan. Pada 

tahun 1999 angka putus sekolah tingkat SD dan SLTP turun sebesar masing-

masing 0,2 persen sementara angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan 

tingkat menengah turun 0,3 persen dari 2,9 pada tahun sebelumnya. Dewasa 

ini dengan adanya BOS angka putus sekolah makin berkurang. 
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4. Fasilitas Pendidikan 

Meningkatkan partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan 

fasilitas pendidikan. Dalam periode 1997-1998, 1998-1999 rasio murid-guru 

meningkat pada jenjang pendidikan SD dan SM, namun pada tahun 1999-

2000 tidak terjadi perubahan. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa 

pertambahan jumlah murid telah diimbangi dengan pertambahan guru. 

Dengan terbitnya UU No.30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

kondisinya semakin baik. Demikian pula bidang pendidikan agama dan 

keagamaan berdasarkan PP No.55 tahun 2007, merupakan peluang yang 

harus diperoleh oleh lembaga keagamaan Hindu. 

 

C. KESEHATAN  

1. Derajat Kesehatan Masyarakat 

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator-

indikator angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selama dekade 

1990-an derajat kesehatan masyarakat telah mengalami peningkatan yang 

berarti yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi. Demikian 

juga angka harapan hidup yang bertambah panjang. Hal tersebut merupakan 

indikasi bahwa kualitas fisik penduduk Indonesia telah meningkat. 

 

2. Status Kesehatan 

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan 

penduduk pada waktu tertentu yang dalam susenas dicatat sebelum 

pencacahan. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi tingkat peroduktivitas penduduk, oleh karena 

misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat 

bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. 

Status kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan dilihat dengan 

menggunakan indikator angka kesakitan dan rata- rata lama hari sakit. 

 

Pada tahun 2000 penduduk yang mempunyai keluhan sakit mencapai 26 

persen, atau sekitar seperempat penduduk Indonesia pernah mengaalami 

gangguan kesehatan yang berakibat terganggunya pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari. Status kesehatan penduduk perkotaan dan pedesaan pada 

dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, walaupun sejak tahun 

1999, penduduk yang mengalami gangguan kesehatan lebih besar dikalangan 

penduduk kota. 

 

Dalam dua tahun terakhir, penduduk yang sakit sedikit meningkat, dai 24,7 

persen menjadi 25,6 persen, peningkatan ini terjadi baik di perkotaan 

maupun dipedesaan. Dikalangan mereka yang terganggu kesehatannya, 
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indikator rata-rata lama hari sakit selama satu tahun terakhir menunjukkan 

perkembangan hari sakit yang makin lama, yaitu selama 6,1 hari. 

Kenyataannya penduduk yang sakit cendrung meningkat, mengakibatkan 

lama sakit mereka menunjukkan kecendrungan bertambah panjang. 

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan 

upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. 

Selama periode 1999-2000 nampak bahwa kecendrungan penduduk untuk 

mengobati sendiri sakit yang dideritanya cendrung meningkat, sebaliknya 

kecendrungan mereka untuk berobat jalan menurun. Penduduk yang 

mengobati sendiri sakitnya meningkat dari tahun 61,7 persen tahun 1999 

menjadi 62,9 persen pada tahun 2000. Selama periode yang sama, pemakaian 

obat-obat oleh penduduk yang berobat sendiri mulai bergeser kembali dari 

jenis obat-obatan modern ke obat-obatan tradisional dan lainnya. Pada 

periode berikutnya sampai dengan tahun 2008 kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan semakin baik. 

 

3. Bantuan Kesehatan dengan Biaya yang Murah 

Selama tahun 2000, fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan penduduk 

untuk keperluan berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas (37,0 persen). 

Pola serupa juga terlihat di daerah pedesaan dengan persentase berturut-turut 

41,0 persen, 31,6 persen dan 21,7 persen. Di daerah perkotaan, fasilitas 

kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk keperluan 

berobat jalan berturut-turut adalah praktek dokter 940,1 persen), puskemas 

(31,9 persen) dan petugas kesehatan (16,4 persen). Dewasa ini perlu 

didorong kemungkinan mengembangkan sistem ñdokter keluargaò (family 

healt). 

 

D. KESETARAAN GENDER  

Manusia sejak lahir sudah dibuatkan identitas oleh orang tuanya. Sebagai contoh 

anak laki-laki diberi nama Kartono, sedangkan anak perempuan diberi nama 

Kartini. Melalui proses belajar manusia membedakan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan tidak hanya memandang dari aspek biologisnya saja, tetapi juga 

dikaitkan dengan tugas dan kewajiban (swadharma) atau fungsi dasamya dan 

kesesuaian pekerjaannya. Dan proses belajar ini barangkali yang memunculkan 

teori ñgenderò yang dijadikan sebagai pijakan berpikir sehingga menjadi 

ñideologi gender.ò Ideologi gender merupakan dasar berpikir yang membedakan 

dua jenis manusia berdasarkan ñkepantasannya.ò Melalui ideologi gender 

manusia menciptakan ñkotakô untuk laki-laki dan ñkotakò untuk perempuan 

sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya. Ciri-ciri laki-laki dan perempuan 

ñdikunci matiò oleh ideologi gender (A. Nunuk Prasetyo Mumiati, 1993:4). 

 

Salah satu dampak negatif dari ideologi gender adalah terbentuknya budaya 

patriarkhi di mana kedudukan perempuan ditentukan lebih rendah daripada laki-
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laki atau dalam masyarakat terjadi dominasi laki-laki. Dalam keluarga kedudukan 

laki-laki lebih tinggi, suami lebih berkuasa, suami yang di depan sementara istri 

di belakang saja. Budaya patriarkhi menjadi/memberi ñwarnaò dari kehidupan 

sosial. Walaupun demikian, didalam keluarga Hindu seorang wanita dapat 

berstatus sebagai laki (purusa) bila tidak mempunyai saudara laki- laki. 

 

Sejak awal kehidupan manusia, ternyata keluarga (perkawinan) merupakan salah 

satu lembaga yang efektif untuk pembentukan pribadi manusia. Dalam kitab 

Veda Smrti tersurat sebagai berikut: 

Tatha nitya yateyatam, stripumsau tu kritakriyau 

Jatha nabhicaretam tau  

Wiyuktawitaretaram 

(Veda smrti, IX.102) 

 

Artinya: 

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, 

mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan 

jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. 

 

Anyonyasyawayabhicaro, bhawedamaranantikah, 

Esa dharmah samasena, jneyah strimpumsayoh parah. 

(Manu Smrti, IX.1 01) 

 

Artinya: 

Hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati Singkatnya ini harus 

dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami-istri. 

 

Berdasarkan sloka di atas perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah 

keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Warga rumah (suami dan 

istri), wajib menjaga kesucian masing-masing, hidup rukun dan damai, tenteram, 

bahagia, mengupayakan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir dan batin 

dalam upaya menurunkan anak yang baik. 

 

Dalam kitab Rig Veda dinyatakan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri 

disebut dengan satu istilah ñdampatiò yang artinya tidak dapat dipisahkan. Dalam 

agama Hindu perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Dalam kitab Candogya 

Upanisad disebutkan bahwa semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin 

berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan. Kitab Chandogya Upanishad 

menyatakan bahwa: Tuhan adalah jiwa dan seluruh alam semesta ini. Tuhan 

adalah hakekat kenyataan, dan kebenaran sejati, Tuhan adalah Paramatman 

(sumber dari jiwa), Engkau adalah itu, (tat-twam-asi). 
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Berdasarkan Veda Smrti, perkawinan memiliki sifat yang religius (sakral) karena 

dihubungkan dengan tugas untuk menghasilkan turunan yang suputra (Put artinya 

neraka dan Tra artinya menyelamatkan, menyeberangkan). Di dalam kitab 

Slokantara disebutkan mempunyai seorang putra itu lebih berguna dari pada 

melakukan seratus korban suci (yajn╢a) asal lahir anak yang utama (wisesa). 

Perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan 

biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum 

agama. Wiwaha Samskara merupakan upacara sakral, atau sakralisasi suatu 

peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (Manu Smrti 11.67). 

 

Dalam upacara perkawinan, umat Hindu memuja Tuhan dalam aspek sebagai 

Dewa Ardhanareswari. Tuhan dalam aspeknya sebagai Dewa Ardha Nareswari 

disimbulkan laki-laki dan perempuan dalam satu badan. Simbol ini 

menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bersatu padu dan 

bekerjasama dalam kesetaraan. Hubungan suami dan istri bagaikan api dengan 

panasnya. 

 

Tujuan hidup manusia Hindu yaitu tercapainya kesejahteraan atau kebahagiaan 

lahir dan batin (moksartham jagadhitha). Moksa adalah bersatunya atma ke 

dalam Paramatma (Brahman) sehingga tercapailah kebahagiaan yang sejati. 

Sedangkan jagadhita adalah kebahagiaan jasmani, kebahagiaan karena benda-

benda materi. Tujuan hidup manusia secara lebih lengkap terangkum dalam kitab 

Brahmana Purana yang menyatakan bahwa dharma artha kama moksanam 

sariram sadhanam, yang artinya badan wadag ini adalah dipergunakan untuk 

mendapatkan dharma, artha, kama, dan moksa. Dharma adalah kebenaran, artha 

adalah kekayaan materi, kama adalah hawa nafsu, dan moksa adalah kebahagiaan 

yang sejati.  

 

Dengan demikian tujuan hidup manusia Hindu adalah melaksanakan dharma, 

mengejar harta, menikmati kama, dan mencapai moksa. Keempat tujuan hidup 

manusia Hindu tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja keberadaannya dengan 

periode masa kehidupan yang dikenal dengan nama Catur Asrama yaitu 

Brahmacari Asrama, Grhastha Asrama, Wanaprastha Asrama, dan Bhiksuka 

Asrama. 

 

Sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan berumah tangga agartercapai 

kebahagiaan hidup, makawargarumahwajib melakukan komunikasi spiritual 

secara rutin dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, 

dan hubungan yang harmonis dengan alam lingkungannya (Tri Hita Karana). 

 

Sesuai dengan ajaran Hindu, warga rumah (suarni, istri, anak, cucu, dan lain-lain) 

dilarang untuk melakukan himsa karma, yaitu perbuatan yang mengorbankan, 

menyengsarakan, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kitab 
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Sarasamuccaya, sloka 90 menyatakan sbb: ñKarena itu hendaknya dikekang, 

diikat kuat-kuat panca indera dan pikiran itu, jangan dibiarkan akan melakukan 

tindakan melanggar, melakukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak 

membawa kebahagiaan, sesuatu yang pada akhirya tidak menyenangkan.ò 

 

Kewajiban Anggota Keluarga Hindu 

Dalam sebuah keluarga minimal terdiri dan suami (bapak), istri (ibu), dan anak 

yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban sebagai warga rumah. Tugas 

dan kewajiban istri dan suami secara umum yang haras dilaksanakan antara lain: 

suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati dalam kesetaraan, setia, 

saling membantu baik lahir maupun batin. Setelah mempunyai putra (santana), 

suami-istri bekerjasama mendidik putra-putrinya sebaik-baiknya sampai putra- 

putrinya kawin dan dapat berdin sendin. Hubungan cinta kasih antara suami-istri 

haras dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Di samping itu suami-istri 

berkewajiban mempelajari dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Di samping 

mendalami ajaran tatwa agama juga melaksanakan upacara keagamaan serta 

ajaran kesusilaan (etika agama) seperti Trikaya Parisudha, Catur Paramita, Panca 

Yamabrata, Panca Nyamabrata, Dasa Dharma, dan Dasa Paramita. Secara khusus 

tugas dan kewajiban suami, istri, dan anak diatur sebagai berikut: 

 

Tugas dan Kewajiban Suami 

Laki-laki disebut suami karena ia mempunyai istri. ñSuamiò berasal dari bahasa 

Sanskerta yang berartiò pelindung.ò Ini berarti tugas suami adalah melindungi 

istri dan anak-anak. Juga menjaga keutuhan keluarga dengan menghindari 

perceraian, mendidik istrinya untuk melakukan penyucian diri (brata), memberi 

benih putra-putri yang luhur (Rig Veda, X.85.25). 

 

Suami dan istri dalam keluarga diumpamakan sebagai akasa dan pertiwi atau 

benih dengan tanah yang tertuang dalam kitab Veda Smrti sebagai berikut: 

ñWanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih; jazad 

badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih.ò 

 

Sloka di atas menegaskan bahwa seorang suami mempunyai tugas sebagai 

pemrakarsa, pencetus, pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian keluarga 

Hindu menganut sistem kebapakan (Sang Purusa,/Ptriarchat). 

 

Dalam kitab Sarasamuccaya, 242, suami atau bapak mempunyai kewajiban 

membangun jiwa dan raga anaknya: 

a. Sarirakrt, artinya mengupayakan kesehatan jasmani anak. 

b. Pranadata, artinya membangun jiwa anak. 

c. Annadata, artinya memberikan makan. 
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Dalam kitab Grhya Sutra seorang suami mempunyai dua kewajiban, yaitu: 

a. Memberikan perlindungan pada istri dan anaknya (patti). 

b. Berkewajiban menjamin kesejahteraan istri dan anak- anaknya. 

 

Dalam kitab Nitisastra, VII.3 kewajiban suami/bapak dalam keluarga ada 5 

jumlahnya yang disebut Panca Wida, yaitu: 

a. Matulung urip rikalaning baya, artinya menyelamatkan keluarga pada saat 

bahaya. 

b. Nitya maweh bhinojana, artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat, 

yang satwika. 

c. Mangupadyaya, artinya memberi ilmu pengetahuan kcpada warga rumah. 

d. Anyangaskara, artinya menyucikan anak atau membina mental spiritual 

anak. 

e. Sang ametwaken, artinya sebagai penyebab lahimya anak. 

 

Dalam kitab Manu Smrti Bab III.45 s.d 60 mengurai tugas suami adalah 

membangun Graha Jagadhita dengan cara: 

a. Menggauli istrinya kecuali pada perwani. 

b. Merasa puas dengan istrinya seorang. 

c. Menghormati istrinya. 

d. Merasa bahagia dengan istrinya. 

 

Dalam kitab Manu Smrti Bab IX.3, suami/bapak adalah sebagai pelindung 

istrinya yang lengkapnya tersurat sebagai berikut: ñSelagi ia (istri) masih kecil 

seorang ayahlah yang melindungi, dan setelah dewasa suaminyalah yang 

melindunginya dan setelah ia tua putra- putrinyalah yang melindungi, wanita 

tidak pernah layak bebas dari perlindungan.ò 

 

Secara lebih terperinci tugas suami dalam keluarga menurut Veda Smrti Bab 

IX.2, 3, 9, dan 11 dapat disampaikan sebagai berikut: 

a. Wajib melindungi istri dan anak-anaknya serta memperlakukan istri dengan 

sopan dan hormat. Wajib memelihara kesucian hubungan dengan saling 

mempercayai sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. 

b. Suami hendaknya menyerahkan harta kekayaan dan menugaskan istrinya 

untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur, yajn╢a, serta ekonomi 

keluarga.  

c. Suami wajib menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka 

sama-sama menjamin kesucian keturunannya serta menjauhkan diri dari 

unsur-unsur yang mengakibatkan penceraian. 

d. Suami hendaknya selalu merasa puas dan berbahagia bersama istrinya karena 

dalam rumah tangga apabila suami-istri merasa puas, maka rumah tangga itu 

akan terpelihara kelangsungannya. 
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e. Suami wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, 

bangsa, dan negara dengan baik (dharma grahastha, kula dharma). 

f. Suami/Ayah wajib mengawinkan putra-putrinya pada waktunya. 

g. Suami wajib melakukan sraddha, pemujaan terhadap leluhur (pitra puja), 

memelihara cucunya dan melaksanakan Panca Yajn╢a. 

 

Tugas dan Kewajiban Istri  

Dalam rumah tangga, perempuan disebut istri karena ia mempunyai suami. 

Wanita yang sudah menikah disebut istri. Kata ñistriò berasal dan bahasa 

sanskerta ñStriò yang berarti pengikat kasih. Fungsi istri adalah menjaga jalinan 

kasih sayang keluarga (suami dan anak- anaknya). Anak haruslah dibangun jiwa 

dan raganya dengan curahan kasih ibu. Prabu Yudistira dalam kitab Mahabharata 

mengatakan istri itu sebagai ibu dalam rumah tangga, juga sebagai dewi dan 

permaisuri. Kata ñpermaisuriò berasal dan kata parama yang artinya utama dan 

iswari yang artinya pemimpin Sebagai ñdewiò artinya istri sebagai sinar dalam 

keluarga dan sebagai permaisuri istri adalah pemimpin yang utama dalam 

mengatur tata kehidupan rumah tangga. 

 

Adapun tugas dan kewajiban istri/ibu adalah: 

a. Melahirkan dan memelihara anak/putranya serta memberi kebahagiaan 

kepada suami dan anak-anaknya. 

b. Ramah kepada suami dan seluruh anggota keluarga suami. 

c. Bersama baik dalam suka maupun dalam duka dengan suami dan anak-anak. 

d. Memberi kebahagiaan dan keberuntungan kepada suami dan mertua. 

e. Menjadi pengayom bagi seluruh keluarga (Veda Smrti Bab IX. 26). 

f. Berpenampilan lemah lembut dan simpatik. (Rig Veda VII 33.19). 

g. Menjadi pelopor kebaikan dalam keluarga (Yajur Veda XIV.21). 

h. Patuh kepada suaminya (Rig Veda X. 85, 43). 

i. Setia kepada suami, senantiasa waspada, tahan uji, menghormat yang Iebih 

tua. (Atharwa Veda XIV. 1 .41, Rig Veda X.85.27, Atharwa Veda XI 

V.2.20). 

j. Istri sebagai Ibu Rumah Tangga (Atharwa Veda). 

k. Istri sebagai penerus keturunan (Manu Smrti XI.26). 

l. Istri sebagai pembimbing anak (Nitisastra, IV.21). 

m. Istri sebagai penyelenggara aktivitas agama (Manu Smrti VI.28). Kaitannya 

dengan upacara persembahan (yajn╢a) dalam kitab Manawa Dharmasastra 

III.56 disebutkan: di mana wanita tidak dihormati maka tidak ada upacara 

persembahan yang memberi kebahagiaan dan pahala mulia. 

 

Tugas dan kewajiban Anak 

a. Menuntut ilmu pengetahuan (masa brahmacarya) 

b. Menghormati orang tuanya (ibu dan bapak) (Sarasamuccaya 239) 
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c. Menjadi anak yang suputra (menjaga nama baik keluarga, berpengetahuan, 

cerdik cendekiawan, memiliki wawasan berpikir yang luas dan memiliki budi 

pekerti yang luhur) (Sarasamuccaya 228). 

d. Menyenangkan hati kedua orang tuanya dan tidak boleh berkata kasar kepada 

orang tuanya. 

 

Perempuan di Mata Hindu 

Agama seringkali dipandang oleh para feminis sebagai perintang gerakan 

emansipasi perempuan. Agama dalam pengertian ini telah merambah menjadi 

suatu pola pikir dan kebudayaan yang cenderung meminggirkan hak-hak dan 

kesetaraan bagi perempuan. Dalam konteks ini kita akan bahas mengenai 

bagaimanakah perempuan dipersepsikan oleh agama Hindu. Bila ditelusuri Iebih 

dalam Hindu memang bersinggungan dengan banyaknya kasus yang merugikan 

perempuan, namun di sisi lainnya Hindu juga memberikan posisi yang terhormat 

bagi perempuan. Mengapa ambiguitas ini dapat terjadi, dan bagaimanakah 

seharusnya agama Hindu memaknai perempuan ?. 

 

Aspek Feminitas Tuhan 

Bukan sesuatu yangjanggal, bahwa di dalam agama Hindu sebagian besar 

personifikasi Tuhan disimbolkan menjadi perempuan. Sebut saja Dewi Saraswati, 

yang dikenal dan dipuja sebagai Dewi yang memancarkan pengetahuan, dan juga 

manifestasi Tuhan. Simbol personalisasi Tuhan dalam wujud Dewi seperti ini 

dianut secara umum oleh umat Hindu dunia. Bahkan di dalam tradisi Hindu Bali, 

dikenal hari raya Saraswati dimana upacara keagamaan dilaksanakan untuk 

mengucapkan syukur terhadap sang Dewi yang telah memancarkan pengetahuan 

ke dunia. Sloka-sloka kitab suci di Rig Veda kerap menyebut Dewi Saraswati 

sebagai wujud kebijaksanaan dan keagungan, seperti yang tertulis di Rig Veda, 

Mandala I Sukta 3, 10-11, ñDewi Saraswati sebagai inspirasi puji-pujian dan 

segala sumber pikiran yang bijaksana.ò 

 

Selain Dewi Saraswati, Hindu juga memuja simbol-simbol Tuhan dalam wujud 

perempuan, seperti Dewi Laksmi, Durgha, Kali, Parwati, Savitri, dan lainnya. 

Dalam pengertian ini teologi Hindu memandang bahwa perwujudan perempuan 

sebagai suatu eksistensi yang suci muncul dari pengertian Sakti. Apakah Sakti 

itu? Sakti dimaknai dalam metafisika Hindu sebagai unsur atau aspek feminim 

dan Brahman atau Tuhan. Sakti atau kekuatan feminim dan Tuhan merupakan 

faktor penting dalam harmonisasi alam semesta. Dan pengertian ini maka 

sesungguhnya Veda memandang perempuan sebagai sosok yang vital, sebagai 

pengampu pengetahuan, dan subyek yang patut untuk dihormati. 

 

Lebih lanjut lagi, di dalam kitab Upanisad khususnya dibagian Brhadaranyaka 

Upanisad disebutkan mengenai tokoh perempuan yang menjadi seorang filosof. 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 137  

 

Dalam salah satu slokanya, disebutkan mengenai dialog antara yajnavalkya 

seorang guru, dengan Gargi Durgavati Sarada Devi seorang filosof perempuan. 

Gargi memberikan argumen yang kritis mengenai kesetaraan perempuan untuk 

mencapai pengetahuan Brahma, atau Brahma Vidya. Bahkan sang Guru 

Yajnyavalkya mendukung pandangan bahwa meski Gargi seorang perempuan, la 

tetap memiliki  hak untuk menjalankan kehidupan Sanyasa yakni kehidupan 

untuk mencapai spiritualitas yang tinggi. Dalam teks ini, Gargi memberikan 

pembelaan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara untuk mengejar 

pengetahuan-pengetahuan agama. Melalui argumen yang dipaparkan oleh Gargi, 

sesungguhnya Hindu memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk 

memilih menjadi seorang pemuka agama (pandita). Selain menjadi seorang 

pemimpin spiritual, Hindu juga terkenal dengan tokoh sastra seperti Mirabai. 

Mirabai adalah seorang mistikus dan pujangga perempuan, yang hingga saat ini 

puisi-puisinya dinyanyikan di dalam ritual-ritual persembahyangan. Di dalam 

Hindu Mirabai dihormati tidak saja sebagai seorang pujangga, tetapi juga ikon 

spiritual. 

 

Mengapa Perempuan Masih Menderita 

Bila secara garis besar Hindu sangat apresiatif terhadap perempuan, lantas 

mengapa diskriminasi masih saja terjadi? Ada satu alasan fundamental yang 

dapat disampaikan mengapa perempuan Hindu masih mengalami diskriminasi, 

yaitu penerapan budaya adat yang diterima sebagai keniscayaan hukum Hindu. 

Salah satu contoh yang terjadi di Bali adalah mengenai hukum waris. Dalam 

pandangan adat Bali, perempuan yang sudah dianggap tidak berhak menerima 

waris, mengapa demikian? Kondisi ini berhubungan dengan kebudayaan 

patrilinial yang melihat bahwa warisan keluarga tidak lazim apabila diturunkan 

ke anak perempuan. Perempuan dipandang sebagai sosok yang tidak memiliki 

kemampuan untuk mengemban kewajiban Purusa, atau kewajiban seorang ahli 

waris. Di Bali salah satu kewajiban terpenting seorang ahli waris adalah 

memelihara kelangsungan Pura (tempat ibadah), dan mereka yang lumrah 

dipandang dapat memelihara Pura adalah kaum laki-laki. Atas stigma semacam 

inilah maka diskriminasi kerap terjadi terhadap perempuan. Khusus pada adat 

Bali terjadi perlakuan terhadap gender perempuan secara ambivalen. Disatu sisi 

dianggap tidak memiliki kemampuan mengemban kewajiban Purusa, namun 

disisi lain perempuan dihormati sebagai pemimpin upacara dan menjadi pandita/ 

Sulinggih. 

 

Serupa dengan yang terjadi di Bali, perempuan-perempuan Hindu di India juga 

mengalami diskriminasi gender. Atas alasan adat, maka perempuan dipandang 

tidak layak memiliki hak. Sehingga perempuan jarang sekali memiliki properti-

properti yang esensial untuk kesejahteraannya, salah satunya adalah pendidikan. 

Mitos bahwa ranah perempuan hanya bertempat di ruang domestik masih sangat 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 138  

 

kental bagi para kaum tradisionalis. Populemya mitos yang meminggirkan 

perempuan semacam ini dapat terjadi dikarenakan kesalahpahaman menjalani 

hukum agama. Hukum adat yang masih diskriminatif terhadap perempuan banyak 

dipengaruhi oleh kitab-kitab tafsir Hindu, Kitab- kitab seperti Manu Smrti dan 

Sarasamuccaya. Misalnya dalam Manu Smrti VIII416-417 disebutkan bahwa 

perempuan tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi, atau di dalam teks 

Sarasamuccaya 424 yang jelas menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk 

yang manipulatif dan menyebabkan kesengsaraan. 

 

Hal yang dilalaikan mereka yang mengacu pada teks-teks diskriminatif semacam 

ini adalah pemahaman yang tidak komprehensip tentang kedudukan dari teks-teks 

tersebut. Berbeda dengan kitab suci Veda yang ditempatkan sebagai Sruti atau 

pewahyuan, kitab Sarasamuccaya dan Manu adalah kitab-kitab tafsir. Posisinya 

sebagai tafsir (Smrti) mengartikan bahwa apapun yang disampaikan dapat 

menjadi bahan koreksi ataupun diperdebatkan. Pelurusan semacam inilah yang 

harus terus diadvokasikan demi memperjuangkan kesensitifan gender dalam 

praktek beribadat. 

 

Meski perjuangan kesetaraan perempuan masih dipenuhi kemelut, kabar baik 

yang dapat menjadi titik cerah pemulihan hak perempuan adat Hindu di nusantara 

dibuktikan dengan gestur Parisada Hindu Dharma Indonesia semacam lembaga 

Bhisama (tatwa) milik komunitas Hindu yang mengeluarkan program kerja 

nomor: 7/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 yang menyatakan ñpelaksanaan seminar 

tentang perkawinan Hindu, hukum waris, persamaan gender dan aspek budaya 

Hindu lainnya untuk disosialisasikan ke berbagai daerah.ò ini membuktikan 

bahwa umat Hindu secara umum terbuka terhadap upaya-upaya transformasi 

budaya. Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa Hindu sebagai agama 

mengidealisasikan penghormatan terhadap raartabat manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Melalui kesadaran ini maka agama tidak lagi dianggap 

perintang gerakan perempuan, tetapi sepenuhnya dan seharusnya mendukung 

perbaikan nilai-nilai asasi bagi perempuan. 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  
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PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  

Nomor: 13/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

 

T e n t a n g 

 

REKOMENDASI  

 

Atas Asung-Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa 
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2009 

 

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika 

perubahan yang terj adi dalam kehidupan umat Hindu dengan 

berbagai permasalahan baru maupun lama, perlu mendapat 

perhatian dan penyelesaian oleh umat Hindu; 

2. bahwa permasalahan itu menyangkut bidang: Pitra Yajn╢a, 

Suddhi Vadani, BPH, pemberdayaan umat di bidang 

Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender; 

dan 

3. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Keputusan Pesamuhan 

Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang 

Rekomendasi. 

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor: 

I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja 

Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 01/PA. Parisada/X/2009 tentang Tata 

Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma 

Indonesia Nomor: 02/PA. Parisada/X/2009 tentang Jadual 

Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia. 

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna III Pesamuhan 

Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 

2009 
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MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI. 

Pertama : Permasalahan yang menjadi Rekomendasi menyangkut bidang 

yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Kedua : Memberi Mandat kepada Pengurus Harian Parisada Hindu 

Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti Rekomendasi 

ini. 

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan 

ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 
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Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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Lampiran: 

Surat Keputusan Pesamuhan Agung 

Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Nomor: 13/Kep/P.A. Parisada /X/2009 

Tentang Rekomendasi 

 

 

1. Tentang Pitra Yajn╢a dan Pitra Puja 

a. Pelaksanaan pitra Yajn╢a dan pitra puja disesuaikan dengan tradisi setempat 

(lokal genius). 

b. Perlu adanya kajian makna upacara Pitra Yajn╢a. 

c. Dalam mahasabha yang akan datang perlu di buat panduan Pitra Yajn╢a bagi 

Pinandita dan Pandita. 

d. Pelaksanaan upacara nganyut dapat dilaksanakan pada sungai terdekat. 

 

2. Tentang Suddhi Vadani 

a. Pedoman Suddhi Vadani agar dibuat sederhana dengan mengacu hasil 

Pesamuhan Agung tahun 2002 di Lombok. 

b. Ada pola pembinaan dari pihak Parisada setempat baik sebelum dan setelah 

Suddhi Vadani. 

c. Pada form surat pernyataan ditambah poin suku/kebangsaan dan 

ditandatangani di atas materai. 

d. Pada form surat Suddhi Vadani dilengkapi dengan kolom pengesahan dari 

Parisada setempat dan redaksi: Pemimpin Upacara diganti dengan 

Rohaniawan. 

 

3. Tentang BPH 

Sesuai dengan AD Bab IX pasal 29 dan Bab XII pasal 24 bahwa pengurus harian 

PHDI Provinsi perlu membentuk BPHD. 

 

4. Rekomendasi 

a. Segera merealisasikan pembentukan otorita Pura Agung Besakih dengan 

melibatkan unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, pengurus harian PHDI dan 

unsur desa Pakraman Besakih. 

b. Mengusulkan untuk pelaksanaan mahasabha tahun 2011 bertempat di 

Denpasar Bali. 

c. Label Sukla pada makanan dan minuman bagi umat Hindu. 

d. Syarat pedagang sarana upacara agama Hindu. 

e. Pedoman pendirian sekolah Hindu /pasraman. 

f. Usulan hak paten simbul-simbul dan budaya Hindu. 

g. Aturan atribut gaid di Bali. 

h. Penambahan pengangkatan guru agama Hindu. 

i. Upacara Pitra Yajn╢a untuk orang asing di Indonesia. 
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j. Perkawinan negen dadua. 

k. Melaksanakan pengkajian/seminar tentang hari suci Hindu yang sesuai 

dengan pustaka suci Weda. 

 

5. PHDI Pusat agar segera menyusun kelompok kerja pelaksanaan tugas 

pelayanaan konseling perkawinan paling lambat akhir Desember 2009. 

 

6. Upacara pengesahan perkawinan agar disesuaikan dengan Rgweda mandala 

X, sukta 85, mantra 9. 

 

7. Bidang Ekonomi 

a. Mengefektifkan implementasi Bhisama Parisada tentang BDDN yang sudah 

diputuskan pada Pesamuhan Agung 2008 ke seluruh daerah. 

b. Implementasi program kerja untuk butir 1 dalam berbagai bentuk: koperasi, 

kegiatan produksi dan perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lainnya serta 

pengembangan kewirausahaan, memperluas akses informasi antara lain 

melalui kemampuan teknologi informasi. 

c. Melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi 

dan kegiatan ekonomi lainnya. 

d. Merekomendasi kepada pengurus harian phdi pusat untuk segera 

melaksanakan program pada poin 1,2 di atas. 

 

8. Bidang Pendidikan dan Kesehatan 

A. Pendidikan 

1) Mendirikan atau meningkatkan kualitas pesraman sesuai dengan PP No 

55 tahun 2007. 

2) Meningkatkan pembangunan karakter yang luhur (sthita prajna) bagi 

umat Hindu agar terbiasa membaca pustaka suci Hindu, terutama pada 

hari raya Hindu. 

3) Merekomendasikan kepada ketua umum PHDI Pusat untuk 

mengusulkan kepada Menteri Agama RI dengan tembusan Dirjen Bimas 

Hindu agar menerbitkan peraturan Menteri Agama tentang pedoman 

lebih lanjut dari PP 55 tahun 2007. 

4) Mengusulkan kebutuhan guru Agama Hindu di setiap daerah. 

 

B. Kesehatan 

a. Mendirikan balai pengobatan atau klinik kesehatan bagi umat Hindu 

diseluruh Indonesia. 

b. Mengusahakan jaminan asuransi kesehatan bagi pinandita, pandita, dan 

umat Hindu yang kurang mampu. 

c. Memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita yang bekerja sama 

dengan posyandu. 
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d. Mengusahakan pengobatan gratis dari program-program pemerintah 

maupun lembaga kesehatan lainnya. 

 

9. Bidang Kesetaraan Gender 

a. Meningkatkan pemahaman keagamaan umat untuk mewujudkan kesetaraan 

gender. 

b. Meningkatkan SDM perempuan Hindu melalui pelaksanaan diklat, seminar 

untuk meningkatkan kesetaraan gender. 

c. Melakukan pendampingan, konseling, perlindungan hukum bekerjasama 

dengan lembaga yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri 

 

 

 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada Tanggal  : 19 Oktober 2009  

 

 

PIMPINAN SIDANG 

Dharma Adhyaksa 

 

 

 

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa 

Anggota 

 

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat 

 

 

 

Drs. I Ketut Wiana, M.Ag  

Anggota 

 

Pengurus Harian 

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. I Made Gde Erata, MA 

Anggota 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag 

Anggota 

 

 



Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2009 | 146  

 

Panitia Penyelenggara 

 

 

 

Agus Sumantri Mantik  

Anggota 
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